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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini negara kita Indonesia sedang giat-glatnya melaksanakan pembangunan. untuk

niencapai keberhasllan pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedlkIL Untuk itu

diperlukan sumber penerimaan negara dari segala sektor antara lain dari sektor ekspor migas,

ekspor non migas, penerimaan pajak dan penerimaan iain-ialnya. Sumber-sumber penerimaan

tersebut harus senantiasa tersedia deml keiancaran pelaksanaan pembangunan.

Saiah satu andaian penerimaan negara adaiah pajak. Untuk itu Pemerintah Indonesia

dalam hal ini diwakilkan Menteri Keuangan Cq. Diijen Pajak berusaha sebanyak mungkin untuk

menggali sumber-sumber penerimaan negara melalui sektor pajak tersebuL Upaya pemerintah

dalam meningkatkan penerimaan pajak adaiah dengan melaksanakan pembaharuan sistem

perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pembaharuan sistem yang dilakukan Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1083

tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, Undang-undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Bea Materai, hal ini dimaksudkan untuk mengganti peraturan perpajakan produk

Kolonial Belanda yang berlaku pada saat Itu. Dan meningkatkan kemandirian negara kita dalam

membiayal Pembangunan Nasional dengan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan

dari dalam negeri. Sistem perpajakan baru jauh lebih sederhana balk mengenai tarif yang berlaku

dan tata cara pemungutannya, sehingga diharapkan dapat memberikan penerimaan yang lebih

besar dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan.
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Sebagai petaksanaan atas ketentuan perpajakan. dikeluarkan berbagai macam peraturan

untuk melakukan pemungutan pajak, sehingga membentuk sistem penerimaan pajak. Sistem

tersebutmeliputi beberapa kegiatan seperti penagihan pajak, penyetoran pajak, administrasi pajak.

Disamping itu, peraturan perpajakan juga membentuk sistem pengemballan pajak (restitusi).

Sistem penerimaan pajak harus member! kepastian bahwa pajak yang seharusnya

dlpungirt, telah dipungut dan dipertanggungjawabkan dengan semest'nya. Administrasi perpajakan

yang memadai akan memberikan informasi yang tepat sehingga kesaiahan dalam pengambiian

keputusan dapat diminimalkan.

Pajak Pertambahan Nilai, yang merupakan salah satu pajak yang berlaku di Indonesia

saat ini adalah pajak yang dipungut atas nilai tambah dari barang dan jasa kena pajak yang

diserahkan. Pajak yang dipungut tersebut harus disetorkan ke Kas Negara.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar (Pajak Masukan) dapat dikreditkan pada

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar (Pajak Kefuaran). Tidak semua pajak masukan dapat

dikreditkan terhadap pajak keluaran. Peraturan PPN juga mengatur pengeculaian pungutan pajak

atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Dengan kondisi demildan, dapat tetjadi

dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang telah dibayar lebih besar dari pada pajak keluaran

yang harus dibayar, sehingga wajib pajak yang bersangkutan berhak untuk memperoieh

pengemballan atas kelebihan pembayarannya atau mengkompensasikan dengan kewajiban

perpajakan lainya.

Sistem restitusi pajak harus didukung dengan informasi yang memadai. Pengemballan

pajak kepada wajib pajak diberikan setelah pemerintah yakin bahwa restitusi pajak merupakan hak

wajib pajak, dan restitusi diberikan setelah wajib pajak tidak mempunyai kewajiban perpajakan

lainya.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menilai bahwa sistem penerimaan pajak dan sistem

resititusi pajak merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Dengan mengambil ruang

lingkup Pajak Pertambahan Nilai, akan membahas masalah tersebut pada skripsi yang telah

disusun dengan judul" TInjauan Atas Sistem Pengendalian Penerimaan PPN Dan Kaitanya

dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nllal".

1.2 Identifikasi Masaiah

Kegiatan utama dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah adalah penerimaan dan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi).

Sistem pengendalian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, merupakan rangkaian

kegiatan-kegiatan yang teratur dengan peraturan-peraturan untuk melaksanakan kegiatan

penerimaan pajak seperti penagihan pajak, pemungutan pajak, penyetoran pajak.

Sistem pengendalian restitusi Pajak Pertambahan Nllal, merupakan rangkaian kegiatan-

kegiatan yang teratur dengan peraturan-peraturan untuk melaksanakan pembayaran kelebihan

pembayaran pajak (restitusi) seperti penerbltkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak

(SKKPP).

Pembahasan skripsi Inl menitikberatkan pada;

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Penerimaan atas Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagaimana Kaitannya Sistem Pengendalian Penerimaan PPN dengan Restitusi Pajak

Pertambahan Nilai Non Impor.

Sistem tersebut terbentuk dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerlntah. Ruang

lingkup pembahasan mellputi struktur organlsasi Direktorat Jenderal Pajak, sistem admlnistrasi

Pajak Pertambahan Nilai atas Impor barang kena pajak, sistem pengendalian penerimaan Pajak



Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak, sistem pengendalian penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai non impor, sistem pengendalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh

Bapeksta Keuangan. Sedang peraturan-peraturan yang yang penulis gunakan adalah peraturan-

peraturan yang terbit sampai dengan 31 Desember 1992, dan penerimaan pajak yang diterima

daiam bentuk kas.

1.3 Metode Penelltian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode discriptip yaitu mengacu pada

Kep. Men. No. 948/ KMK. 04/ 1983. Tanggal 13 Desember 1983 yang dikeriuarkan oelh Menterl

Keuangan dan mengacu kepada buku-buku, peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainya yang

berhubungan dengan judul yang penulis pilih, yang telah ditentukan oleh Universitas Pakuan

Bogor.

1.4 Sistematika Penyajian Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi yang penulis susun terbagi dalam tujub bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini penulis menguraikan mengenai alasan pemilihan judul. pembatasan masalah,

metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi dan sistematika penyajian

skripsi.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang digunakan untuk membahas

sistem pengendalian penerimaan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pengertian



sistem, prosedur dan pengendalian intern, tujuan sistem dan fungsi sistem , tujuan

pengendalian inter dan hubungan sistem dengan pengendalian inter.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan sistem pengendalian penerimaan kas dan sistem

pengendalian pembayaran kas. Teori sistem pengendalian penerimaan kas digunakan

sebagai acuan untuk membahas sistem pengendalian penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai. Hal ini dimungkinkan karena pajak yang dipungut berupa kas yang akan disetorkan

ke Kas Negara. Sedangkan teori sistem pengendalian pembayaran kas digunakan

sebagai acuan untuk membahas sistem pengendalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Hal ini dimungkinkan karena restitusi pajak merupakan pembayaran kas oleh negara

kepadawajib pajak.

Bab III. Sistem Pengendalian Penerimaan PPN dan Kaitannya Restitusi Pajak Pertambahan

Nilai

Pada bab ini penulis akan menguraikan permasalahan yang ada yang menyangkut sistem

pengedalian penerimaan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peneliti'an

kepustakaan yang penulis lakukan, yaitu meliputi:

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai.

3. Sistem Pengendalian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Non Impor.

4. Sistem Pengendalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Non Impor.

5. Sistem Pengendalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal

Pajak.

6. Sistem Pengendalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh Bapeksta Keuangan.

Bab IV. Pembahasan Sistem Pengendalian Penerimaan dan Restitusi Pajak Pertambahan

Nilai



1. Pembahasan Struktur Organisasi Oirektorat Jenderal Pajak.

2. Pembahasan Sistem Administrasi P^'ak Pertambahan Nilai.

3. Pembahasan Sistem Pengendaiian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor

Barang Kena Pajak.

4. Pembahasan Sistem Pengendaiian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Non Impor.

5. Pembahasan Sistem Pengendaiian Restltusi Pajak Pertambahan Nilai cieh Direktorat

Jenderal Pajak.

6. Pembahasan Sistem Pengendaiian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh Bapeksta

Keuangan.

7. Pembahasan Kaitannya antara Sistem Pengendaiian intern Penerimaan Pajak

Pertambahan Nilai dengan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

Bab V. Rangkuman

Bab Ini penulis merangkum dari Bab II sampai dengan Bab IV sebagai dasar untuk

mempermudah pemahaman isi dari pada skripsi ini.

Bab VI. Keslmpulan dan Rekomendasi

Bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan daiam

bab-bab sebeiumnya. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut penulis mencoba untuk

memberikan rekomendasi-rekomendasi atas permasalahan yang ada yang mungkin

berguna bagi pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai dl masa yang akan datang.

Bab VII. Ringkasan

Bab ini penulis meringkas dari Bab II dan Bab IV. Penulis mencoba membandingkan Bab II

dengan Bab IV.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem, Prosedur dan Pengendalian Intern

2.1.1. Pengertian Sistem, Prosedur dan Pengendalian Intern

Setiap manajemen dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan Informasi. Informasi Inl

akan digunakan sebagai dasar dalam pengambllan keputusan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Di samping itu manajemen berkepenfingan untuk mengetahul semua

aktivltas yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya. Untuk memenuhl kebutuhan tersebut

manajemen memerlukan suatu sistem informasi yang dapatdiandalkan.

Informasi tersebut bukan hanya dipeiiukan oleh pihak intern, namun pihak ekstern pun

sering kali berkepentingan terhadap informasi yang dihasilkan oleh suatu organisasi, hal ini

dikarenakan adanya interaksi antara manajemen dengan pihak luar dalam melakukan aktivitas

Agar lebih jelas berikutini diberikan beberapa definisi sistem yang dikemukakan para ahli di bidang

akuntansi.

W. Gerald Cole:

A system is a net work related procedures developed according to one integrated scheme

for performing a major acOvity of the t>usiness.'

Menurut pengertian Ini sistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang saling

berhubungan yang disusun sesuai dengan satu skema yang terintegrasi untuk melaksanakan

kegiatan utama dari suatu bisnis.

Stephen A. Moscove:

' Cecil Gillespie, Accounting System : Procedure and Methods, Third
Edition, (New Delhi : Prentice Hall of India Private Limited, 1992),
halaman 2.



A system is an entity consisting of interacting parts (subsystems) that attempt to achieve a

multiplicity of goais.^

Menurut pengertian ini sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian

(subsistem-subsistem) yang saling berinteraksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Subsistem-subsistem tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan

tersebuL Di samping itu antara satu subsistem dengan subsistem yang lain harus dapat bekeija

sama agar tujuan-tujuan tertentu tersebut tercapai. Hambatan dalam satu subsistem akan

mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Antara satu subsistem saling mempengaruhi terhadap

subsistem yang lain. Jadi menurut pengertian Ini, suatu subsistem tidak pernah dapat berdiri

sendiri.

Bany E Gushing:

A system is an enHtyconsis^ng of two or more component 0)at interact to achieve a goal.^

Menurut pengertian ini sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas dua atau lebih

komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang terinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Dari berbagai definisi sistem tersebut di atas, pengertian sistem dapat diperinci sebagai

berikut:

1. Setiap sistem terdiri dari elemen-elemen.
2. Elemen-elemen tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.
3. Elemen sistem tersebut bekeija sama untuk mencapai tujuan sistem.
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang

lebih besar.'*

Sistem dapat dibedakan dari karakteristik yang dimilikinya yaitu input, outi)ut, process,

controls, dan feedback.^

^ Stephen A. Mascove, Accountin<r Infonnation System : Concepts and
Practice for Effective Decision, Fourth Edition, (Singapore : John Wiley
and Sons Inc., 1990), halaman 4.
^ Barry E Gushing, Accounting Information System : Comprehensive
Approach, Fifth Edition, (USA : Addision Wesley Publishing Company,
1990) halaman 16.

* Mulyadi, Sistem Akuntansi, Edisi Kedua, (Yogyalcarta ; Bagian
Penerbitan Selcolah Tinggi Ilmu E)conomi YKPN, 1990), halaman 5.



1. Input (masukan)

Input adalah data yang menjadi bahan masukan yang akan diproses. Data in! merupakan

has!! transaksl yang dilakukan oleh organlsasl.

2. Output (keluaran)

Keiuaran adalah hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh suatu proses.

3. Process (proses)

Proses adalah kegiatan melakukan pengolahan untuk menghasllkan keluaran. Proses In!

dilakukan dengan cara-cara yang telah ditetapkan, seperti IdentifikasI, penyortiran, pencatatan,

penyimpanan, penglkhtlsaran dan pelaporan.

4. Control (pengendalian)

Pengendallan adalah tindakan-tindakan untuk mengendalikan jalannya proses agar

beijalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5. Feedback (umpak balik)

Umpan ballk adalah umpan yang diberikan terhadap suatu proses sehlngga akan

dihasllkan keluaran sesuai dengan kualltas yang dibutuhkan.

Manajemen dalam melakukan aktivltasnya memerlukan suatu prosedur-prosedur tertentu

agar aktlvitas yang dilakukan seragam. Prosedur merupakan langkah-langkah keija yang harus

dllkuti oleh pelaksana dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Agar leblh jelas memahami

pengertian prosedur, berikut Ini diberikan definlsl prosedur yang di kemukakan oleh W. Gerald

Cole:

Leonard A. Robinson, and others. Accounting Information System : A

Cycle Approach, Third Edition, (Canada : John Wiley and Sons Inc.,
1990), halaman 19.



A Procedure.. is a sequence of clerical operations, usually Involving several people In one

or more departments, established to ensure unlhrm handling of a rearrrlng transaction of the

business^

Menurut pengertian ini prosedur merupakan operas! klerikal yang berurutan yang blasanya

melibatkan beberapa crang dalam satu atau beberapa departemen/bagian yang disusun untuk

menjamin pengendaiian yang seragam dan suatu transaksi bisnis yang teijadi berulang-ulang. JadI

prosedur merupakan urutan pekeijaan yang harus dilaksanakan untuk menangani suatu transaksi

yang berulang-ulang sehlngga akan diporoleh keseragaman dalam menangani transaksi.

Untuk memastlkan bahwa aktivitas suatu organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah disetujui dan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan maka

manajemen perlu membentuk pengendaiian intern.

Agar lebih jelas, berikut ini akan diberikan definisi pengendaiian intern yang didefinisikan

oleh The American Institute of Certified Publik Accountant yang dikub'p oleh Stephen A. Moscove

sebagai berikut:

The plan of organization and all of the coordinate method and measures adopted within a

business to safeguard Its assets, check the accurancyand rellabllty of its accounting data, promote

operabbnal eKency, and encourage adherence to prescribed managerial pollclesJ

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengendaiian intern meliputi rencana

organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam

suatu bisnis untuk mengamankan harta, meneliti kecermatan dan keandalan data akuntansi,

meningkatkan efesiensi operas! dan mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan manajerial.

2.1.2. Tujuan dan Fungs! Sistem

® Cecil Gillespie, op.cit., halaman 2.
' Stephen A. Moscove, op.cit., halaman 2,
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Suatu organisasi dalam membentuk sistem, pasti mempunyai tujuan tertentu dengan

dibentuknya sistem tersebut Hal in! berkaitan dengan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan

organisasi.

Cecil Giilespie menyebutkan bahwa tujuan sistem adalah;

1. To improve the information provided by the system, in quality, timeliness or structure of

the information.

2. To improve the accounting control and internal check, that is. to improve the

dependability of accounting information and to provide complete record of

accountability for the protection of the asset of the business.

3. To decrease the clerical cost of keeping the records.^

Menurut Cecil Giilespie tersebut tujuan sistem adalah untuk mengubah Informasi yang

disajikan oleh sistem dalam segi kualitas. tepat waktu atau susunan infonnasi yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh akan diproses oleh sistem sehingga akan menghasilkan informasi yang

berkualitas. tepat waktu dan struktur informasi yang sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak yang

berkepentingan.

Tujuan sistem yang lain adalah untuk mengubah kebebasan informasi akuntansi dan

untuk menyajikan catatan-catatan secara lengkap pertanggungjawaban terhadap perlindungan

harta suatu bisnis. Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus lengkap mencakup segi-segi untuk

mengamankan harta suatu bisnis/organisasi.

Sistem juga bertujuan untuk menurunkan biaya klerikal, hal ini dimungkinkan karena

dengan adanya sistem yang disusun oleh suatu organisasi. aktivitas organisasi diarahkan agar

dapat berjalan dengan efesien dan efektif.

Dalam mencapai tujuan organisasi. sistem mengemban fungsi yang penting yaitu dengan

adanya informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dengan baik.

^ Cecil Giilespie, op.cit., halaman 7.
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Menurut R.N. Anthony yang dikutip Gordon B. Davis, menyatakan bahwa aktivitas

manajemen dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian dibagi menjadi tiga kategori

yaitu strategic planning, management control dan operation control.^ Sehingga manajemen

membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh sistem untuk melaksanakan aktivitas tersebut

1. Fungs! Sistem hubungannya dengan Perencanaan Strategi.

Suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu

merencanakan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan Ini

sangat penting bagi organisasi, hal ini dikarenakan dengan adanya perencanaan yang telah

ditetapkan terlebih dahulu akan lebih mengarahkan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.

InformasMnformasi tersebut merupakan hasil dari suatu sistem yang disusun oleh suatu

organisasi. Jadi sistem yang disusun akan menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi

manajemen untuk merencanakan kegiatan.

2. Fungsi Sistem hubungannya dengan Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur

penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan mengambil

tindakan-tindakan perbaikan atas penyimpangan yang teijadi.

Manajemen berkepentingan terhadap informasi-informasi sebagai hasil pengolahan yang

dilakukan oleh sistem untuk mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan. Tanpa Informasi tersebut

manajemen tidak dapat mengambil keputusan dengan tepat

Jadi, dengan adanya sistem yang disusun oleh manajemen tersebut manajemen

mengharapkan akan memperoleh informasi yang berguna yang akan digunakan untuk

mengendalikan aktivitas organisasi yang dikelolanya.

' Gordon B. Davis, Mana(jement Information System : Conceptual
Foundation, Structure and Developmnet, second Edition, (New York : Mc
Graw Hill, 1985), halaman 34.
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2.1.3. Tujuan Pengendalian Intern

Manajemen sangat berkepentingan agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan tercapal.

Sebagal salah satu alat yang membantu untuk mencapal tujuan organisasi tersebut, manajemen

dapat menyusun sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern ini terdiri atas beberapa

kebijaksanaan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan yang

direncanakan, telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah

ditetapkan, sehingga akan diperoleh hasii sesuai yang diharapkan.

Adapun tujuan dibentuknya pengendalian intern yaitu:

1. Safe guarding of asset

2. Checking the accuracy and reliability of accounting data

3. Promoting operational efiiciency

4. Encouraging adherence to prescribed managerial policies.

Tujuan pengendalian intern tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Safe guarding of asset (pengamanan harta]

Harta kekayaan suatu organisasi periu mendapat perlindungan yang memadai. Kejadian-

kejadian yang dapat merugikan suatu organisasi atas kekayaan yang dimilikinya seperti pencurian,

penggelapan, manipulasi sedapat mungkin diminimalkan. Untuk mengurangi resiko tersebut maka

manajemen periu menyusun sistem pengendalian intern.

2. Checking the accuracy and reiiability of accounting data (meneliti keakuratan dan keandalan

data akuntansi)

Data akuntansi yang dibutuhkan manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan

adalah data yang akurat dan dapat diandalkan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka

mamajemen periu menyusun sistem pengendalian intern sehingga akan merugikan manajemen

sendiri.

Stephen A. Moscove, op.cit., halaman 300.
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Z,PmmoVng operational effic/ency(mendorongefisiensioparasi)

Sistem pengendalian intern yang disusun oleh organisasi dimaksudkan agar tidak teijadl

pengulangan yang tidak perlu, mencegah adanya pemborosan dengan adanya penggunaan

sumber daya secara tidak efislen dan efektif.

4. Encouraging adherence to prescribed managarial policies

(mendorong ketaatan terhadap kebijaksanaan manajemen}

Tujuan manajemen membuat bermacam-macam peraturan dan prosedur adalah sebagai

jembatan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut tidak akan

tercapai bila tidak ada ketaatan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Manajemen

berkepentingan atas tercapainya tujuan organisasi, sehingga manajemen memandang perlu untuk

menyusun sistem pengendalian intern.

Pengendalian yang disusun dengan maksud untuk mengamankan harta dan meneliti

keakuratan dan keandalan data akuntansi dinamakan preventive dan accounting control.

Pengendalian ini dimaksudkan untuk mencegah ketidakefisienan suatu kejadian. sedangkan

pengendalian untuk menlngkatkan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan terhadap

kebijaksanaan manajerial dinamakan feed back atau administrative control.

Karateristik pengendalian intern yang balk adalah:

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab-tanggung jawab

fungsional secara tepat

2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang balk, yang berguna untuk

meiakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, hutang-hutang,

pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya.

3. Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan didalam meiakukan tugas-tugas

sebagaian dalam organisasi.

4. Suatu tingkatan kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.^'

" Zaky Baridwan, Sistem Akuntansi : Penyusunan Prosedur dan Metode,
Edisi Ketiga, (Yogyakarta : Bagian Penerbitan Akademi Akuntansi YKPN,
1985), halaman 14.

14



Agar lebih jelas memahami karakteristik pengendalian intern yang memuaskan dapat

diuraikan sebagai berikut:

I.StrukturOrganisasi

Struktur organlsasi yang disusun harus mencerminkan pemlsahan tanggung jawab dan

wewenang yang jelas antara bidang yang satu dengan bidang yang lainya dalam organisasl.

Dlsamplng itu, struktur organisasl hams flekslbel yang memungklnkan adanya penyesuaian-

penyesualan yang diperlukan tanpa merombak stmktur organisasl yang ada.

2. SIstem berkepentingan dan prosedur pembukuan

SIstem wewenang dan prosedur pembukuan dalam suatu organisasl akan digunakan

untuk mengawasi jalanya operasi dan transaksl-transaksl yang teijadl serta menggolongkan data

akuntansi yang tetap.

Prosedur-prosedur kegiatan yang disusun oleh organisasl dapat dijadikan sebagai alat

untuk mengawasi operasi dan transaksl-transaksl yang terjadl. Dalam setlap prosedur akan

digunakan dokumen-dokumen sebagai bukti terjadinya transaksi dan sebagai dasar untuk

melakukan pencatatan akuntansi.

3. Praktlk-praktik yang sehat

Yang dimaksud dengan praktik-prakb'k yang sehat adalah setiap pegawai yang terllbat

dalam pelaksanaan kegiatan organlsasi harus melaksanakan tugasnya sesual dengan prosedur

yang telah ditetapkan dan sesual dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliklnya.

Apabila semua pegawai yang tedibat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan

tanggung jawab yang dimiliki maka diharapkan akan diperoleh suatu sIstem pengendalian yang

memuaskan.

4. Pegawai yang cakap
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Keberhasilan sistem pengendalian intern yang disusun oleh organisasi juga ditentukan

oleh tingkat kecakapan pegawai yang melaksanakan sistem. Dengan adanya pegawal yang

cakap, dapat diharapkan bahwa sistem pengendalian intern akan berhasll dengan balk.

Menurut James A.F. Stoner, perlunya menyusun organisasi adalah:

1. Organization as means for accomplishing objectives

2. Organization as means for preserving knowledge

3. Organization as source of carreers."

Peiiu menyusun organisasi dapat diuralkan berlkutlnl.

1. Organisasi sebagal alat untuk mencapal tujuan

Mesklpun Indlvldu dapat mengeijakan segala sesuatunya dalam llngkup organisasi, tetapl

diatidak akan pemah dapat mengerjakannya dengan balk atau dengan cepat Organisasi dibentuk

untuk mengatasi kemampuan Indlvldu yang sangatterbatas. Organisasi memungklnkan kita untuk

mencapal tujuan. Dengan kata lain tanpa adanya organisasi, tujuan organisasi leblh sullt dicapal.

2. Organisasi sebagal alat untuk melestarikan llmu pengetahuan

Organisasi sangat penting karena organisasi merupakan tempat llmu pangetahuan dan

mellndungi llmu pengetahuan. Organisasi membantu membuatjembatan llmu pengetahuan secara

terus menerus antara generasi masa lalu, masa kinl dan masa datang. LagI pula organisasi

dengan sendlrlnya menambahkan pada llmu pengetahuan tersebut dengan perkembangan-

perkembangan baru dan cara-cara yang efislen.

3. Organisasi sebagal sumber jabatan

Organisasi menyedlakan pegawalnya dengan sumber kehldupan dan barangkall sebagal

kepuasan pribadi dan pemenuhan dirl sendlrl. Organisasi dibagl-bagi menjadi baglan-baglan yang

leblh kecll. Pembaglan organisasi tersebut harus dijabatoleh seseorang.

" James A.F. Stoner, Management, Second Edition, {New Delhi : Prentice
Hall of India Private Limited, 1982), halaman 9.
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Perfunya menyusun suatu organisasi dapat dikaitkan dengan arti pentingnya organisasi

yaitu:

1. Detailing all the work that must be done to attain the organization's goals.
2. Dividing the total work load into activities that can logically and comfortably be

performed by one person or by group of individuals.
3. Combining the work of compan/s members in a logical and efficient manner.
4. Setting up a mechanism to coordinate the work of organization members into unified,

harmonious whole.

5. Monitoring the effectiveness of the organization and making adjusments to maintain or
increase effectiveness.'^

Arti pentingnya organisasi diuraikan berikut ini:

1. Rincian semua pekeijaan yang harus dikeijakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Setiap organisasi dibentuk dengan seperangkat tujuan. Cara mencapai tujuan antara

organisasi yang satu dengan organisasi yang lain dapat berbeda-beda. Untuk mencapai tujuan

yang ditetapkan organisasi perlu merinci perkeijaan yang harus dilaksanakan organisasi.

2. Pembagian beban ketja dalam kegiatan-kegiatan yang logis dan menyenangkan yang

dibentuk oleh satu orang atau kelompok individu.

Organisasi yang dibentuk sebagai alat untuk menyelesaikan oleh satu orang sendirian.

jadi beban keija yang ada dalam organisasi seharusnya dibagi-bagikan di antara anggota. Ini

berarti bahwa sab'ap individu akan ditugaskan untuk mengeijakan tugas sesuai kualifikasi

perkerjaan dan tidak ada individu yang dibebani pekeijaan terlalu berat atau ringan.

3. Penggabungan pekeijaan personil secara logis dan efesien.

Suatu organisasi yang besar membutuhkan banyak orang untuk melaksanakan

bermacam-macam kegiatan, pengelompokan menjadi penting yang menghubungkan bermacam-

macam kegiatan dengan orang yang akan melaksanakan. Pembagian berdasarkan kegiatan

sering dinamakan departementalisasi.

" James A.F. Stoner, op.cit., halaman 251.
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4. Adanya suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekeijaan dari personil-personil

yang tedibat dalam keseragaman dan keharmonisan.

Individu-individu dan departemen-departemen memiliki kegiatan-kegiatan yang

terspesialisasikan. Seringkali antara departemen-departemen terdapat pertentangan kepentingan

yang dapat mengoyahkan tercapainya tujuan organisasi. Untuk itu diperlukan koordinasi di antara

personil-personil yang tedibat dalam organisasi untuk tetap menjaga usaha pencapaian tujuan

organisasi dan mengurangi efisien.

5. Memantau keefektifan organisasi dan membuat penyesuaian untuk mempertahankan

atau meningkatkan keefektifan.

Organisasi dibentuk dengan asumsi akan melakukan kegiatan secara terus menerus.

Organisasi akan tumbuh dan berubah sesuai dengan situasi pada saat itu. Struktur organisasi

harus dievaluasi kembali untuk menjamin tetap konsisten dangan operasi yang efisien dan efektif

dengan kebutuhan sekarang.

Dalam menyusun struktur organisasi, dapat dipilih jenis struktur organisasi yang akan

digunakan yaitu berdasarkan fungsi, produk/pasar, atau dalam bentui matrik.^'^

Struktur organisasi yang didasarkan pada fungsi yaitu organisasi yang menangani satu

departemen ditugasi dengan satu kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan.

Keuntungan dari struktur organisasi menurut fungsi yaitu:

1. Cocok untuk iingkungan yang stabil.

2. Menimbuikan pengembangan keahlian.

3. Menawarkan spesialisasi.

4. Memedukan koordinasi intern yang sedikIL

5. Memedukan lebih sedikit keahlian antar personil.

Kerugian struktur organisasi menurut fungsi yaitu:

1. Pada organisasi yang besar memedukan respon yang lambat

James A.F. Stoner, op.cit., halaraan 267.
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2. Kurang inovab'f.

3. Bisa menimbulkan koflik atas kepentingan masing-masing fungsi.

4. Menekankan pada sub pekeijaan.

Struktur organisasi yang didasarkan pada produk/pasar sering dinamakan sebagai

organisasi divisi, suatu unitkeija dilibatkan dalam produksi dan pemasaran suatu produk.

Keuntungan dari struktur organisasi menurut produk/pasar yaitu;

1. Cocok untuk lingkungan yang berubah.

2. Produkivitasnyatinggi.

3. Konsentrasi penuh pada tugas.

4. Pertanggungjawaban cepat

Kerugian dari struktur organisasi menurut produk/pasar yaitu:

1. Menimbulkan politik aiokasi sumber daya.

2. Tidak menimbulkan koordinasi kegiatan.

3. Membatasi pemecahan masalah kepada kebutuhan tugas.

4. Menimbulkan konilik antara tugas dan prioritas.

Struktur organisasi yang didasarkan pada matrik berada secara bersamaan di antara dua

rancangan tersebut Oepartemen fungsional yang mempunyai wewenang terhadap kineija dan

standar profesinal unit sedangkan tim proyek dibentuk untuk program khusus.

Keuntungan struktur organisasi menurut matrik yaitu:

1. Memberikan fleksibilitas kepada organisasi.

2. Mendorong keija sama secara disiplin.

3. Melibatkan motivasi dan tantangan.

4. Mengembangkan keahlian pegawai.

5. Kebebasan top manajemen untuk merencanakan.

Kerugian struktur organisasi menurut matrik yaitu:

1. Resiko timbulnya anarki.

2. Memberikan pengolongan kekuatan.

3. Banyak diskusi daripada aksi.
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4. Memeriukan keahlian antar personil.

2.1.4 Hubungan Sistem dengan Pengendalian Intern

Dalam melaksanakan kegiatannya suatu organlsasi past' melakukan transaksi-transaksi

yang mellbatkan sumber daya yang digunakan oleh organisasi tersebut untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Transaksi-transaksi yang dilaksanakan akan menghasilkan data, data ini

oleh sistem akan diproses menjadi suatu informasi yang akan digunakan oleh manajemen sebagai

dasar untuk mengambil keputusan.

Untuk menghasilkan pengendalian intern yang memadai, maka transaksi-transaksi peiiu

disusun untuk menjamin bahwa:

1. Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab

masing-masing.

2. Transaksi-transaksi dicatat untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaan

organisasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban.

3. Penggunaan harta organisasi hanya diperbolehkan berdasarkan wewenang yang ada.

4. Harta kekayaan menurut catatan dibandingkan dengan harta kekayaan yang ada

setiap waktu dan diambil tindakan atas penyimpangan yang ada.

Pengendalian intern berperan terhadap kualitas informasi yang dihasilkan sistem. Hal ini

dikarenakan dengan adanya sistem pengendalian umpan balik dan sistem pengendalian umpan

maju proses yang dilakukan oleh sistem dievaluasi sedemikian rupa sehingga informasi yang

dihasilkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem

pengendalian umpan balik dan sistem pengendalian umpan maju akan memberikan perbaikan-

perbaikan pada sistem.

2.2 Pengertlan Sistem Pengendalian Penerimaan Kas

Kas sebagai alat tukar dan alat ukur sangat penting bagi suatu organisasi dalam

melaksanakan kegiatannya. Boleh dikatakan hampir semua transaksi yang dilakukan oleh
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organisasi pasti akan melibatkan kas. Manqemen berkepentingan untuk melakukan pengendalian

kas yang memadai. Sistem pengendalian kas bukan saja dirancang untuk memperoleh atau

menghasllkan InformasI serta laporan yang dibutuhkan man^'emen tetapl juga harus

menghubungkan secara efektif dan eflslen dengan sistem yang lain dalam suatu organisasi.

Manajemen hams memperhatikan saldo kas yang ada dan juga aktivitas-aktivitas yang

mempengaruhi saldo kas yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Saldo kas yang ada harus

mencukupi untuk melaksanakan operasi sehari-hari. Untuk mengendalikan kas dengan baik maka

manajemen harus dapatmemantau saldo kas, penerimaan dan pengeluaran kas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Robinson mengemukakan bahwa sistem pengendalian

kas hams mencakup t'ga hal yaitu:

1. Maintenance of proper cash balance

2. Record maintenance

3. Internal controls over cash receipts and disbursements.^^

Agar lebih jelas, tujuan pengendalian kas dapat diuralkan berikut ini.

1. Maintenance of proper cash balance (memelihara saldo kas yang wajar)

Manajemen hams senantiasa menjaga jumlah kas yang memadai untuk memenuhi

kebutuhan transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi. Apabila tujuan ini gagai, berarti

manajemen dihadapkan pada resiko kelebihan atau kekurangan kas.

2. Record maintenance (menyimpan bukti-bukti)

Bukti-bukti yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas harus disimpan

dengan baik. Bukti tersebut berfungsi sebagai dokumentasi adanya penerimaan dan pengeluaran

kas.

3. Internal control over cash receipts and disbursements (pengendalian intern terhadap

penerimaan dan pengeluaran kas)

Robinson, op.cit., halaman 610
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Oalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif atas penerimaan dan

pengeluaran kas. Pengendalian yang memadai atas penerimaan dan pengeluaran kas akan

membantu dalam pengamanan dan pencatatan yang layak atas kas.

Sumber penerimaan kas bag) suatu organisasi diperoleh dari penagihan piutang atau

penerimaan tunai yang disetor langsung.

Dalam sistem pengendalian penerimaan kas digunakan dokumen sumber-dokumen

sumber sebagai dasar untuk melakukan pengolahan transaksi, yaitu:

1. Faktur

2. Bukti kas masuk

3. Bukti setor bank<^

Dokumen-dokumen tersebut dapat dijeiaskan sebagai berikut:

1. Faktur

Faktur merupakan bukti telah terjadi suatu transaksi yang akan berakibat terhadap

penerimaan kas.

2. Bukti kas masuk

Merupakan bukti bahwa kas telah diterima oleh kasir sebagai peiunasan piutang.

3. Bukti setor bank

Merupakan bukti bahwa kas yang dikuasai teiah disetorkan ke bank.

Sistem pengendalian penerimaan kas diarahkan untuk memastikan bahwa kas yang

seharusnya diterima memang benar-benar diterima dan dipertanggungjawabkan dengan benar,

melakukan pengamanan fisik, pencatatan transaksi yang teijadi secara lengkap dan pembukuan

dalam pos yang benar dan tepat waktu.

Pengendalian intern yang efektif terhadap penerimaan kas harus dapat menjamin bahwa:

1. Recorded cash receipts represent fund actually received.

2. Such recorded cash receipts are deposited intact

Mulyadi, op.cit., halaman 276
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3. All cash receipts are recorded In the cash receipts journal in a timely manner and are

properly classified, summarized, and posted In the account receivable subsidiary

ledger.

4. All cash discount are authorized.

Prinsip-prinslp pengendalian intern yang dapat diterapkan sebaglan atau seluruhnya

adalah:

1. Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fislk.
2. Semua surat masuk harus dibuka dengan pengawasan yang cukup.
3. Harus segera dibuat catatan oleh yang membuka surat tentang cek atau uang yang

diterima, dari siapa, jumlahnya dan untuk tujuan apa.
4. Daflar penerimaan uang harus dicocokkan dengan jurnal penerimaan uang
5. Bukti setor ke bank setiap harl dicocokkan dengan daftar penerimaan uang
6. Kasir tidak boleh merangkap mengeijakan buku pembantu hutang maupun plutang.
7. Semua penerimaan uang harus disetorkan pada harl itu atau awal hari kerja

berikutnya.
8. Rekonsiliasl laporan bank harus dllakukan oleh orang yang tidak menerima uang

maupun menulis check.
9. KuncI cash register harus dipegang oleh orang yang tidak mengelola kas.
10. Diadakan rotasi pegawal agar tidak timbul keija sama untuk berbuat kecurangan.
11. Kasir sebalknya menyerahkan uang jaminan-^^

Berikut Inl akan diuralkan contoh prosedur penerimaan kas sebagal berikut:

Baglan Order Penjualan

1. Membuat faktur penjualan tunai 3 lembar
2. Mendlstribuslkan faMur penjualan tunai sebagal berikut

Lembar ke 1: diserahkan kepada pembeli, untuk kepentingan pembayaran harga barang ke
Baglan Kasa.

Lembar ke 2: diserahkan ke baglan gudang untuk memperslapkan barang yang akan
diserahkan kepada pembeli via Baglan Penglriman.

Lembar ke 3: arsip Baglan Order Penjualan menurut nomer urut faktur tersebut

Baglan Sekretariat

1. Menerima surat dari debitur via pos yang berisi cek dan surat pemberitahuan mengenal tujuan
pembayaran yang dllakukan oleh debitur.

2. Membuat daftar surat pemberitahuan sebanyak 2 lembar.
3. Mendlstribuslkan daftar surat pemberitahuan tersebut sebagal berikut;

Lembar ke 1: diserahkan ke Baglan Plutang dilampirl dengan surat pemberitahuan dari
debitur.

" Robinson, op.cit., halaman 611
Zaky Baridwan, op.cit., halaman 146
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Lembar ke 2: diserahkan ke Bagian Kasa bersama-sama dengan cek dari debitur.

Bagian Piutang

1. Menerima daftar surat pemberitahuan dilampiri dengan surat pemberitahuan dari Bagian
Sekretariat

2. Menerima bukti setor dari Bagian Kasa.
3. Membuat bukti kas masuk atas daftar surat pemberitahuan.
4. Mencatat bukti kas masuk ke dalam kartu piutang.
5. Mendistribusikan bukti kas masuk sebagai berikut:

Lembar ke 1 idikirimkan kepada debitur sebagai tanda penerimaan pembayaran dari
debitur.

Lembar ke 2: diserahkan ke Bagian Jurnal, Buku Besar, dan Laporan dilampiri dengan
daftar surat pemberitahuan, surat pemberitahuan, dan bukti setor.

Bagian Jumai, Buku Besar, dan Laporan

1. Menerima faktur penjualan tunai dilampiri dengan pita register kas dari Bagian Penerimaan.
2. Mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas.
3. Mengarsipkan faktur penjualan tunai dan pita register menurut nomer urut faktur penjualan

tunai.

4. Menerima bukti kas masuk dilampiri dengan daftar surat pemberitahuan, surat pemberitahuan,
dan bukti setor menurut nomer tanggal.*^

2.3 Pengertian SIstem Pengendalian Pembayaran Kas

Pembayaran kas bagi suatu organisasi biasanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban organisasi dan membayar biaya operasional organisasi. Transaksi pembayaran kas

yang dilakukan oleh organisasi tersebut akan menghasilkan bukti transksai. Bukti transaksi

tersebut dinamakan dokumen su/nber yang akan dijadikan dasar untuk mengolah transaksi.

Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pembayaran kas yaitu:

1. Faktur

2. Bukti kas keluai^

Dokumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktur

Mulyadi, op.cit., halaman 489.
Mulyadi, op.cit., halaman 476.
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Faktur merupakan bukti telah teijadi suatu transaksi yang akan berakibat adanya

pembayaran kas.

2. Bukti kas keluar

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa pengeluaran kas telah dllakukan untuk

memenuhi kewajiban organisasi.

SIstem pengendallan pembayaran kas diarahkan untuk menjamin bahwa pembayaran

dllakukan hanya kepada pengeluaran yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang,

pembayaran dllakukan kepada plhak-plhak yang berhak, melakukan pengamanan fislk, mencatat

transaksi yang terjadl, membukukan dalam pos yang benar dan tepat waktu.

Pengendallan Intern yang efektif terhadap pembayaran kas harus dapat menjamin bahwa:

1. All cash disbursements are recorded.

2. Recorded cash disbursements represent only disbursements for actually goods and
service.

3. Recorded cash disbursements are authorized.
4. Cash disbursements are recorded In the cash disbursements journal In a timely

manner.2'

Prinslp-prinsip pengendallan pembayaran kas yang dapat dlterapkan sebaglan ataupun

seluruhnya adalah:

1. Sebelum faktur pembellan disetujul untuk dibayar, harus dllakukan pemeriksaan
perhltungan-perhltungan dalam faktur dan dokumen-dokumen pendukung.

2. Jumlah saldo dalam buku pembantu hutang harus cocok dengan saldo rekening
kontrolnya dan dengan suratpernyataan plutang dari penjual (kredltur).

3. Semua pengeluaran uang harus dengan cek kecuall untuk pengeluaran kas dari kas
kecil.

4. Penanda tanganan cek harus dipisahkan dari orang memegang buku cek.
5. Petugas yang menandatangani dibedakan dari petugas yang menyetujul

pengeluaran kas dan sedapatmungkin keduanya harus menyerahkan jamlnan.
6. Harus ada pertanggungjawaban dari pemegang buku cek tentang nomer-nomer cek

yang digunakan untuk membayar dan untuk membatalkan.
7. Tanggung jawab penerimaan uang harus dipisahkan dari tanggung jawab

pengeluaran uang. Prinsip Inl tidak berlaku untuk lembaga-lembaga keuangan
seperti bank.

8. Petugas pengeluaran uang harus dipisahkan dari petugas yang mengeijakan
pembukuan kas.

21 Robinson, op.cit., halaman 611.
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9. Rekonsiliasi laporan bank dilakukan oleh petugas yang tidak menandatangani cek
atau menyetujui pengeluaran.

10. Persetujuan pengeluaran uang hams didukung dengan faktur dari penjual yang
sudah disetujui dan dokunien pendukung lalnya.

11. Sesudah dibayar, semua dokumen pendukung harus dicap lunas atau dllubangi
agar tidak digunakan lag!.

12. Dilakukan cuH berkala untuk petugas-petugas pengeluaran uang.
13. Tranfer uang antar bank hams dengan ijin khusus dan dibuatkan rekening perantara

{proforma).22

Berikut ini akan diuraikan contoh prosedur pengeluaran kas sebagai berikut:

Baglan Utang

1. Menerima berbagai dokumen pendukung (misalnya surat order pembelian, laporan
penerimaan barang, faktur dari pemasok).

2. Membuatbuktikaskeluartigalembar.
3. Mencatat bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar.
4. Mendistribusikan bukti kas keluar sebagai berikut:

Lembar ke 1 dan ke 3 : diarsipkan daiam arsip bukti kas keluar yang jatuh tempo dilampiri
dengan dokumen pendukung.

Lembar ke 2 :diserahkan ke Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya untuk
dicatat dalam buku pembantu yang bersangkutan.

5. Mengambil bukti kas keluar lembar ke 1 dan ke 3 beserta dokumen pendukungnya dari arsip
pada saat bukti kas keluar jatuh tempo.

6. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 1 dan ke 3 berserta dokumen pendukungnya ke
Bagian Kasa.

7. Menerima bukti kas keluar lembar ke 1 dilampiri dokumen pendukungnya yang telah dicap
lunas dari Bagian Kasa.

8. Mencatat nomer cek dan tanggal pembayaran yang tercantum bukti kas keluar ke dalam
register bukti kas keluar.

9. Menyerahkan bukti kas keluar lembar ke 1 dan dokumen pendukungnya ke Bagian Jurnai,
Buku Besar, dan laporan.

Bagian Kasa

1. Menerima bukti kas keluar lembar ke 1 dan 3 beserta dokumen pendukungnya dari Bagian
Utang.

2. Mengisi cek sejumlah uang yang tercantum dalam bukti kas keluar dan memintakan tanda
tangan dari yang wewenang atas cektersebut

3. Membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar (lembar ke 1 dan ke 3) berserta dokumen
pendukungnya.

4. Mendistribusikan bukti kas keluar tersebut sebagai berikut:
Lembar ke 1: diserahkan ke Bagian Utang bersamaan dengan dokumen pendukungnya.
Lembar ke 3: dikirim bersamaan dengan cek ke kreditur lewat pos.

Zaky Baridwan, op.cit., halaman 173.
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9. Rekonsiliasi laporan bank dilakukan oleh petugas yang t'dak menandatangani cek
atau menyetujui pengeluaran.

10. Persetujuan pengeluaran uang hams didukung dengan faktur dari penjual yang
sudah disetujui dan dokumen pendukung lainya.

11. Sesudah dibayar, semua dokumen pendukung harus dicap lunas atau dilubangi
agar tidak digunakan lagi.

12. Dilakukan cut! berkaia untuk petugas-petugas pengeluaran uang.
13. Tranfer uang antar bank harus dengan Ijin khusus dan dibuatkan rekening perantara

(proforma).®

Benkut Inl akan diuralkan contoh prosedur pengeluaran kas sebagal berikut:

Bagian Utang

1. Menerima berbagai dokumen pendukung (misalnya surat order pembelian, laporan
penerimaan barang, faktur dari pemasok).

2. Membuat buktl kas keluar tiga lembar.
3. Mencatat buktl kas keluar dalam register bukb kas keluar.
4. Mendlstribuslkan buktl kas keluar sebagal berikut:

Lembar ke 1 dan ke 3 : diarslpkan dalam arsip buktl kas keluar yang jatuh tempo dllampiri
dengan dokumen pendukung.

Lembar ke 2 :dlserahkan ke Bagian Kartu Persedlaan dan Kartu Blaya untuk
dicatat dalam buku pembantu yang bersangkutan.

5. Mengambll buktl kas keluar lembar ke 1 dan ke 3 beserta dokumen pendukungnya dari arsIp
pada saat bukti kas keluar jatuh tempo.

6. Menyerahkan buktl kas keluar lembar ke 1 dan ke 3 berserta dokumen pendukungnya ke
Bagian Kasa.

7. Menerima buktl kas keluar lembar ke 1 dllampiri dokumen pendukungnya yang telah dIcap
lunas dari Bagian Kasa.

8. Mencatat nomer cek dan tanggal pembayaran yang tercantum buktl kas keluar ke dalam
register buktl kas keluar.

9. Menyerahkan buktl kas keluar lembar ke 1 dan dokumen pendukungnya ke Bagian Jurnal.
Buku Besar, dan laporan.

Bagian Kasa

1. Menerima buktl kas keluar lembar ke 1 dan 3 beserta dokumen pendukungnya dari Bagian
Utang.

2. Menglsl cek sejumlah uang yang tercantum dalam bukti kas keluar dan memlntakan tanda
tangan dari yang wewenang atas cek tersebut

3. Membubuhkan cap lunas pada buktl kas keluar (lembar ke 1 dan ke 3) berserta dokumen
pendukungnya.

4. Mendlstribuslkan bukti kas keluar tersebut sebagal berikut:
Lembar ke 1: diserahkan ke Bagian Utang bersamaan dengan dokumen pendukungnya.
Lembar ke 3: diklrim bersamaan dengan cek ke kredltur lewat pos.

Zaky Baridwan, op.cit., halaman 173.
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BAB 111

TINJAUAN ATAS SISTEM PEN6ENDAUAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NIUI
DAN KAITANNYA DENGAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

3.1 StrukturOrganisasi Direktorat Jenderai Pajak

Sebagai pimpinan tertinggi adalah Direktorat Jenderai Pajak yang membawahi beberapa

direktorat (struktur lengkap lihat lampiran 3).

Kantor wilayah Direktorat Jenderai Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderai

Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Diijen yang bertugas melaksanakan

koordinasi dan pengedalian pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderai Pajak dl wilayah

keijanya. (struktur lengkap lihat lampiran 4).

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderai Pajak yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kapala Kantor Wilayah yang melaksanakan

kegiatan operasional pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam daerah

wewenangnya.

Kantor Pelayanan Pajak mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian

potensi pajak serta ekslstensi wajib pajak.

2. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta beri<as wajib pajak.

3. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, serta pemantauan dan

penyusunan laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

4. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak

Tidak Langsung Lainnya.

5. VerifikasI dan penerapan sanksi perpajakan.

6. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak.

7. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak diklasifikasikan sebagai berikut:

1, KPPTipe A (lampiran 5)
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2. KPP Tipe B (lampiran 6)

Seksi yang berhubungan dengan penerimaan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yaitu

Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Seksi Penerimaan dan

Penagihan, Seksi Keberatan, Kelompok Tenaga Fungsional verifikasi pajak. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya mempunyai fungsi:

1. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Pertambahan Niiai, Pajak

Penjuaian atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

2. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT Masa Pajak Pertambahan Niiai,

Pajak Penjuaian atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

3. Penelaahan dan penyusunan iaporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak

Pertambahan Niiai, Pajak Penjuaian atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya.

4. Konfirmasi faktur pajak.

5. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Mada Pajak Pertambahan Niiai, Pajak Penjuaian

atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pengusaha Kena Pajak yang

tidak terdaftar dan yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas meiakukan urusan tata usaha pajak

dan penagihan wajib pajak.

Seksi Keberatan mempunyai tugas meiakukan urusan penyeiesaian keberatan dan

perseiisihan perpajakan, untuk Pajak Pertambahan Niiai ditangani Sub seksi Keberatan Pajak

Pertambahan Niiai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Keiompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak mempunyai tugas meiaksanakan verifikasi

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

3.2 Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai

Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dipisahkan dari sistem

administrasi pajak secara keseiuruhan. Pedoman tersebut merupakan suatu prosedur tata usaha

penerimaan pajak maupun pengembalian pajak yang bertujuan yaitu:

1. Penatausahaan penerimaan pajak.
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2. Pengembalian pajak/pemberian bunga dengan sebenar-benarnya.

3. Pembukuan penerimaan maupun pengembalian pajak/pemberian bunga secara

benar.

Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajaktersebutakan diuraikan berikutini.

1. Tata usaha penerimaan SSP dari KPKN/Kanwil

Prosedur tata usaha dilaksanakan sebagai berikut:

1. Setiap hari KPP menerima dari KPKN DA.08.01 rangkap 4 yang dilampiri SPG/Gir.52

dan SSP iembar ke 2. KPP yang tidak berhubungan dengan KPKN menerima SPS

Kanwil yang dilampiri SSP.

2. Dokumen yang diterima dicocokkan banyaknya SSP dan jumiah pajaknya antara

DA.08.01 dengan SSPnya dan dibuatkan Segi Hitung Asli (SHA). Untuk SSP yang

diterima Kanwil, SHAteiah dibuatoieh Kanwil.

3. Apabila SSP dengan pengantarnya sudah cocok, maka Kasubsi/Kasi merupakan

DA.08.01 dan Kepala KPP menandatanganinya, setelah ditandatangani diklrimkan

:lembar ke-1: arsip KPP; Iembar ke-2: KPKN; lembar ke-3 dan 4: KTUA

4. DA08.01 atau SPS Kanwil yang masih disertai SSP dan SHA, diserahkan kepada

petugas untuk dibukukan pada Buku Kas Marian (KP.PDiP 5.12).

5. Dibuat Laporan Penerimaan Mingguan (LPM).

6. SSP disortir untuk setiap KPKN/SPS Kanwil dan dipisahkan antara KPP sendiri

dengan KPP lain, dikelompokkan menurut jenis pajak (termasuk BPP), jenis setoran,

subyek pajak dan tahun pajak yang disebut pengelompokan per rubrik pajak.

7. SSP yang teiah disortir dibuatkan Segi Hitung Rubrik (SHR) dan diberi nomor sesuai

dengan SHA.

8. SSP yang teiah disortir dicatat pada Daftar Rekap ex KK. 26 (KD.PDIP 5.4) yang

dibuat dalam rangkap 2, satu untuk perekaman satu lembar arsip.

9. Nomor SHA dicantumkan pada SHR dan Daftar Rekap ex KK.26.

10. Jumiah SHA, SHR dan Daftar Rekap ex KK.26 harus cocok dengan banyaknya SSP

dan jumiah pajak yang disetor.

11. SSP yang teiah disortir diserahkan pada Ka subsi Rekonsiiiasi lengkap dengan Daftar

Rekap ex KK.26 yang teiah ditandatanganni, SHR, SHA dan DA.08.01 (beserta

SPG/Gir.52)/SPS Kanwil untuk ditelifi kecocokkannya.
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12. DA.08.01 (beserta SPG/Gir.52)/SPS Kanwil dan SHAnya dipisahkan dengan SSP,

Daftar Rekap ex KK.26 dan SHRnya.

13. DA.08.01 (beserta SPG/Gir.52)/SPS Kanwil dan SHAnya dislmpan oleh Ka subsi

RekonslllasI berurutan menurut Buku Kas Harian.

14. SSP, SHR dan Daftar Rekap ex KK.26 diserahkan kepada Penyalur, selanjutnya

Daftar Rekap ex KK.26 lembar ke-1 disampaikan ke Sub seksi TUPP untuk diedit.

Setelati diedit, dokumen tadi disampaikan ke seksi DAI/seksi INTUP untuk direkam.

15. Berdasarkan daftar-daftar rekap yang diterjma, seksi DAI/seksi INTUP menerbitkan

SPS (KP.PDIP 5.9) rangkap 3 disampaikan ke Seksi Penerimaan, diterima oleh Sub

Seksi TUPP, kemudian sub seksi tersebut meneruskannya ke sub seksi Rekonsiliasl.

SPS tersebut merupakan sarana untuk menyalurkan SSP bagi unit penerimaan, yaitu

iSeksi PPh: SSP Jenis pajak PPh dan PL lainnya:Seksl PPN dan PTLL : SSP Janis

pajak PPN, PPnBm dan PTL Lainnya; Seksi Penagihan dan Verifikasi : SSP

STP/SKP/SKPT; Sub Seksi Restitusi : SSP,BPP prosedur selanjutnya dapat dilihat

pada uraian BPP; Sub Seksi Rekonsiliasi: SSP SPh Kirim, prosedur selanjutnya dapat

dilihat uraian SPh Kirim.

16. SSP disalurkan ke seksi yang bersangkutan dengan pengantar SPS. Lembar ke 1 dan

2 (lembar ke-3 sebagai arsip penyalur). sesudah diterima maka Kasi/Ka subsi yang

bersangkutan menandatanganni SPS, sedangkan lembar ke-2 beserta SHRnya

dikembalikan ke sub seksi Rekonsilasi.

2. Penerimaan SSP dan Bukti Pbk dari KPP Iain dengan SPh antar KPP

Prosedur tata usaha dilaksanakan sebagai berikut:

1. h^enerima SSP dan Bukti Pbk dari KPP lain dengan pengantar SPh antar KPP.

2. Ditelili kecocokkan banyaknya SSP/Bukti Pbk dan jumlah pajak yang disetor antara

SSP/Bukti Pbk dengan SPhnya.

3. Dicatat dalam Buku SPh Terima (KD.PDIP 5.16).

4. Disortir per rubrik pajak.

5. Dibuatkan SHR.

6. Dibuatkan Daftar Rekap ex SPh Terima (KP.PDIP 5.5)

7. Ka subsi Rekonsiliasi meneliti dokumen tersebut
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8. SSP, SHR dan Daftar Rekap ex SPh diserahkan kepada penyalur, Daftar Rekap SPh

Terima lembar ke-1 disampaikan ke sub seksi TUPP untuk diedit, setelah diedit

dokumen tadi disampaikan ke Seksi DAI/Seksi iNTUP untuk direkam.

9. Seksi SAi/Seksi INTUP menerbitkan SPS (KP.PDIP 5.9) rangkap 3, disampaikan

kepada seksi Penerimaan diterima oleh sub seksi TUPP, sub seksi tersebut

meneruskan ke sub seksi Rekonsiliasi. SPS tersebut merupakan sarana untuk

menyalurkannya.

10. SSP/Bukti Pbk disalurkan ke seksi yang bersangkutan dengan pengantar SPS iembar

ke-1 dan 2 (lembar ke-3 sebagai arsip penyalur). sesudah diterima, maka Kasl/Ka

subsl yang bersangkutan menandatangannl SPS, sedangkan lembar ke-2 beserta

SHRnya dikembalikan ke sub seksi Rekonsiliasi.

3. Penerimaan Buktl Pbk yang diterbitkan oleh KPP yang bersangkutan.

Sebab-sebab diterbltkannya Bukti Pbk diuraikan pada baglan Pemindahbukuan.

Prosedur tata usaha dliaksanakan sebagai berikut:

1. Sub seksi Rekonsiliasi menerima buktl Pbk lembar ke-2 dan 3 dari sub seksi RestitusI

dan ditelitl.

2. DIsortIr per rubrik pajak.

3. Dibuatkan SHR.

4. Dibuatkan Daftar Rekap ex Pbk (KP.PDIP 5.6) dalam rangkap 2 dan diserahkan

kepada Ka subsl Rekonsiliasi untuk ditelitl.

5. SSP, SHR dan Daftar Rekap ex Pbk diserahkan kepada panyalur untuk selanjutnya

Daftar Rekap ex Pbk lembar ke-1 disampaikan ke seksi DAI/Seksl INTUP untuk

direkam.

6. Berdasarkan daftar rekap yang diterima, seksi DAI/Seksl INTUP menerbiti<an SPS

(KP.PDIP 5.9) rangkap 3 dan disampaikan ke seksi Penerimaan, diterima oleh sub

seksi TUPP, yang kemudian diteruskan ke sub seksi Rekonsiliasi, SPS tersebut

merupakan sarana untuk menyalurkan SSP/Bukti Pbk kepada seksi/sub seksi yang

bersangkutan.

7. Buktl Pbk lembar ke-3 setelah disortir menurut jenis pajak per seksi/sub seksi yang

akan menerima dibukukan pada buku SPS Pengurang (KP.PDIP 5.17). Setelah

dibuatkan Surat Pengantar SSP/Bukti Pbk pengurang (KP.PDIP 5.11) untuk maslng-
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masing seksi/sub seksi dan dikirim kepada seksi/sub seksi penerima. SPS pengurang

dibuat rangkap 2 (dua) lembar ke-1 sebagai pengantar dan lembar ke-2 arsip.

4. Surat Perhltungan (SPh) Klrim

Surat perhitungan (SPh) adalah prosedur perhitungan antar KPP berhubungan SSP/Bukti

Pbk dari suatu KPP ditatausahakan di KPP lain.

Prosedur tata usaha SPh Kirim sebagai Berikut:

1. SSP/Bukti Pbk per SHR yang akan dikirim ke KPP lain dicatat pada Buku SPh Kirim

(KP.PDIP5.15).

2. SSP/Bukti Pbk per KPP dibuatkan Surat Perhitungan (KP.PDIP 5.25) rangkap 4.

Lembar ke-1 dan 2 untuk KPP Penerima; lembar ke-2 untuk PPDIP; lembar ke-3

untuk arsip.

3. Pengiriman SSP/Bukti Pbk ke KPP lain dilakukan setiap minggu sesudah diisi Buku

SPh Kirim dengan benar.

5. Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP)

Yang dimaksud dengan bermacam-macam penerimaan pajak (BPP) adalah SSP yang

tidak jelas jenis pajaknya, sehingga SSP tidak dapat ditatausahakan di seksi PPh, seksi PPN dan

PTLL ataupun seksi Penagihan dan Verifikasi.

Prosedur tata usaha dilaksanakan sebagai beirkut:

1. SSP BPP berikut SHR yang diterima dicocokkan dengan SPSnya, dan dicatat pada

Buku BPP (KP.PDIP 5.18).

2. SSP BPP diteiusuri dengan cara memberitahu secara tertulis kepada wajib pajak

dengan mengunakan KP.PDIP 5.27 yang dibuat rangkap 3. Lembar ke-1; untuk wajib

pajak; lembar ke-2: untuk disampaikan kepada petugas Pbk apabila sudah diperoleh

respon dari wajib pajak; lembar ke-3: untuk arsip.

3. Meneliti respon dari wajib pajak, bila sudah jeias, respon beserta lembar ke-2 Surat

Penelusuran disampaikan kepada petugas Pbk untuk diterbitkan bukti Pbknya.

6. Pemindahbukuan (Pbk)
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Sebab-sebab terjadinya pemindahbukuan:

1. Adanya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP).

2. Adanya pemberian bunga akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak.

3. Adanya kejelasan SSP yang semula diadministrasikan dalam BPP.

4. Adanya kesaiahan mengisi SSP.

5. Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal darl satu SSP.

6. Adanya pelimpahan Pajak Penghasiian Pasal 22 dalam rangka impor inden.

Pemindahbukuan dilakukan atas permohonan wajib pajak atau dilakukan otomatis karena

adanya SKKPP dan SKPPB, serta pemindahbukuan darl PLB kepada hutang pajak yang jatuh

tempo yang dilakukan atas dasar Data Untuk Pelaksanaan Pbk (KP.PDIP 5.28).

Prosedur tata usaha dilaksanakan sebagal berikut:

1. Permohonan WP dicatat dalam Buku Permohonan Pbk (KP.PDIP 5.19).

2. Permohonan yang disetujul dan Data Untuk Pelaksanaan Pbk dicatat dalam Buku Pbk

(KP.PDI 5.20).

3. Pemindahbukuan dilakukan darl suatu rubrik pajak ke rubrik pajak yang sama atau

yang lain dengan catatan : 1. Untuk SKKPP PPh pasal 25 dipindahkan dari PPh

Pasal 25 angsuran ke PLB; 2. Untuk SKKPP PPN/PPnBm dipindahbukukan dari

PPN/PPnBm Masa ke PLB; 3. Kelebihan pembayaran yang disumbangkan kepada

negara setelah perhitungan dengan hutang pajak yang teiah jatuh tempo

dipindahbukukan ke PL lainnya; 4. Untuk Perhitungan Lebih Bayar karena keputusan

keberatan/banding(KP.PDlP 5.29), dipindahbukukan dari jenis pajak/ketetapan yang

bersangkutan ke PLB.

4. Dibuat Bukti Pbk (KP.PDIP 5.3) rangkap 4 berwarna putih, kecuali lembar ke-3

berwarna merah.

5. Bukti Pbk didistribusikan sebagai berikut: Lembar ke-1 untuk wajib pajak; lembar ke-2

dan ke-3 untuk sub seksi rekonsiliasi; Lembar ke-4 untuk arsip.

7. Tata Usaha Restitusi dan Pemberian Bunga

Prosedur tata usaha dilaksanakan sebagai berikut:
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1. Seksi Penerimaan menerima dari seksi Penagihan dan Verifikasi dokumen-dokumen

sebagai berikut: 1. Daftar Pengantar SKKPP/SKPB; 2. SKKPP/SKPB; 3. Perhitungan

Lebih Bayarkarena Keputusan Keberatan/Banding; 4. Dataadanya hutang pajak yang

hams dikompensasi.

2. Seksi penerimaan meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut jika

dokumen telah lengkap dan benar, maka seksi penerimaan memproses sesuai

dengan prosedur yang dilaksanankan oleh sub seksi Restitusi.

3. Dokumen-dokumen tersebut dicatat pada buku Restitusi(KP.PDIP 5.22). Sesudah

dicatat daftar pengantar SKKPP diarsipkan.

4. Kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan hutang pajak, dibuatkan

SKPKPP (KP.PDIP 5.31) dan SPMKP (KP.PDIP 5.32), Data Untuk Pelaksanaan Pbk

(KP.PDIP 5.28) yang disampaikan kepada petugas Pbk untuk dibuatkan Bukti Pbk.

5. Bukti Pbk diproses sesuai dengan prosedur yang telah diuraikan pada Sub Bab 2

angka 2 dan angka 3.

6. Tindasan dokumen, SKPKPP, SPMKP dan Data Untuk Pelaksanaan Pbk digabungkan

dengan SKKPP, Data adanya hutang pajak yang harus dikompensasi dan surat

permohonan wajib pajak menjadi berkas restitusi.

7. Daftar Pengantar dan berkas restitusi disampaikan kepada Ka subsi Restitusi,

ditemskan kepada Kasi Penerimaan dan Kepala KPP.

8. Ka subsi/kasi meneliti setiap berkas restitusi.

9. Kepala KPP meneliti berkas restitusi, yang lengkap dan benar, maka SKPKPP/SPMKP

ditandatangani.

10. SKPKPP didlstribusikan : Lembar ke-1 : Wajib Pajak; lembar ke-2 : Bank Pembayar

(Bank Tunggal); lembar ke-3 : KPKN; lembar ke-4 : Kantor Tata Usaha Anggaran;

lembar ke-5: Kanwil Di^'en Pajak; lembar ke-6: arsip.

11. SPMKP didlstribusikan : Lembar ke-1: KPKN melalui Bank Pembayar, lembar ke-2:

Bank Pembayar, setelah diuangkan dikembalikan ke KPP.

12. lembar ke-3: Bank Pembayar; lembar ke-4: Wajib Pajak; lembar ke-5: KPKN; lembar

ke-6: Arsip; lembar ke-7: Biro Keuangan; lembar ke-8: Kanwil Ditien Pajak.

13. SPMKP yang telah diuangkan, akan diterima kemball oleh KPP (lembar ke-2),

dicocokkan dengan Buku SKPKPP/SPMKP dan dicatat tanggal penguangannya.
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14. Setelah diteliti bahwa SPMKP lembar ke-2 benar, diteruskan ke Sub seksi TUPP untuk

diedit, selanjutnya disampaikan ke seksi DAI/seksl INTUP untuk direkam.

15. SPMKP yang telah direkam, disimpan oleh sub seksi Restitusi.

8. Pembukuan dan Pelaporan

1. Pembukuan Penerimaan

Pembukuan penerimaan bersumber DA.08.01 pada Buku Kas Haiian, pembukuan ini

disebut pembukuan bruto, Pembukuan penerimaan kas terinci dilakukan di Buku Kas Perincian

(KP.PDIP 5.13). Sedang Penerimaan netto adalah penerimaan (kas) ditambah setoran dari WP

suatu KPP melalui KPKN di KPP lain (SPh Terlma), dikurangi setoran WP dari KPP lain dan

pengembalian pajak/pemberian bunga Penerimaan Ini dibukukan dalam Buku P 6 (KP.PDIP 5.14).

2. Pembukuan Pengembalian Pajak/Pemberian Bunga

Pengembalian pajak/Pemberian bunga mencakup jumlah yang seharusnya

dikembaiikan/diberikan dan yang telah diuangkan. Pengembalian pajak dilakukan dengan

menerbitkan SPMKP dan SPMB, dibukukan dalam Buku P 6 (Pos PLB), sedang jumlah

pengembalian pajak/bunga yang direalisir dibukukan pada Daftar Perbedaharaan VI.

3. Pelaporan

Jenis-jenis laporan yang dibuat:

1. LPM (Laporan Penerimaan Mingguan); Melaporkan penerimaan dan restitusi.

2. Laporan Penerimaan Perincian Penerimaan Pajak (LP3): Melaporkan Penerimaan

kas bulanan.

3. Daftar Perbendaharaan VI (Daftar P VI): Melaporkan penerimaan murni dan netto

serta pengembalian pajak/pemberian bunga bulanan.

4. Daftar Perbendaharaan No. 8 : Melaporkan nominatif SPMKP/SPMB yang telah

diuangkan bulanan.
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3.3 Sistem Pengendalian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena

Pajak

Pemungutan PPN atas impor pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 538/KMK.04/1990tanggal 14 Mei 1990 jo Keputusan Bersama DIrektur Jenderal

Anggaran. Direktor Jenderal Pajak, DIrektur Jenderal Bea dan Cukal dan DIrektur Pos dan

TelekomunlkasI No : Kep-46/a/1989, No : Kep-23/PJ/1989, No : Kep-68/BC/1989. No : 24/

Dlrjen/1989 tanggal 1 Mel 1989, yang dllaksanakan sebagal berlkut:

1. Pemungutan Melalui Bank Devisa

1. ImpoiHr mengisi formullr PIUD rangkap 7 (tujuh) dan formullr SSP rangkap 4

(empat) yang mencantumkan jumlah PPN yang tertiutang.

2. Import'r menyetorkan PPN yang terhutang melalui Bank Devisa.

3. Bank Devisa yeng meneiima setoran PPN, menandatangani SSP dan

membubuhkan cap tanda pelunasan pada PIUD.

4. PUID dldlstribuslkan: Lembar ke-1 untuk ImpoiHr dengan LPS; lembar ke-2 untuk

ImpoiHr; lembar ke-3 untuk Biro Pusat Stat'stik; lembar ke-4 untuk Bank Indonesia;

lembar ke-5 untuk Bapeksta; lembar ke-6 untuk KPP; lembar ke-7 untuk Importir.

5. SSP dldlstribuslkan: Lembar ke-1 untuk KPP Melalui KPKN; lembar ke-2 untuk

Importir, dllamplrkan dalam SPT masa; lembar ke-3 untuk Importir; lembar ke-4

untuk Bank Devisa.

6. Bank Devisa menglrlmkan nota kredit dan daftar pengantar SSP ke KPP.

7. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara membukukan nota kredir dan menera

(mengecap lunas) SSP dengan mesin Cash Register.

8. KPKN menglrlmkan SSP lembar ke-1 dengan daftar pengantar ke KPP/KanwII

DJP.

2. Pemungutan Melalui Penim Pos dan Giro

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukal membuat PPKP yang mencantumkan

besarnya PPN yang terhutang.

2. Penerlma KIriman Pabean menyetor PPN yang terhutang pada loket Kantor Pos

dan Giro dengan menggunakan SSP rangkap 4 (empat): Lembar ke-1 untuk
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KPP melalui KPKN; lembar ke-2 untuk penerima kiriman pabean,

dilampirkan dalam SPT Masa bila PKP; lembar ke-3 untuk penerima Pabean;

lembar ke-4 untuk Kantor Pos dan Giro.

3. Kantor Pos dan Giro mengirimkan Laporan Pemungutan PPN dan Daftar

pengantar SSP ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

4. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara membukukan penerimaan PPN dan

menera SSP lembar ke-1 dengan mesin Cash Register.

5. KPKN mengirimkan SSP lembar ke-2 dangan daftar pengantar ke KPP/Kanwil

DJP.

3. Pemungutan oleh Bendaharawan IQ)usus Penerima Direktorat Jenderal Sea dan Cukai:

1. Bendaharawan memungut PPN dan menyetorkan ke Kas Negara.

2. Atas pemungutan dan penyetoran pajak ke Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara, Bendaharawan Khusus Penerima menyampaikan laporan kepada KPP

setempat dalam rangkap 2 (dua): Lembar ke-1 untuk KPP dilampiri dengan ;

Bukti pemungutan lembar ke-2; PIUD lembar ke-6/Faktur Penjualan; SSP lembar

ke-2; Segi-segi hitung jumlah pajak yang dipunguL

3.4 Sistem Pengendalian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilal Non Impor

1. PPN yang dipungut oleh PKP.

1. Setiap penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP wajib dipungut PPN sesuai

dengan UU PPN dengan membuat faktur pajak pada saat penyerahan BKP dan

atau JKP.

2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1117/KMK.04/1988 tanggal

8 Nopember 1989, faktur pajak dibuat sekurang-kurangnya 2 lembar. Lembar ke-

1 untuk pembell BKP/penerimaan JKP sebagi bukti pajak masukan; lembar ke-

2 untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pajak keluaran.

3. PKP menyetorkan pajak yang dipungut ke Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara/Bank Persepsi dengan menggunakan formuiir SSP rangkap 5. Lembar
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ke-1 untuk KPP; lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN; lembar ke-3 untuk KPP

dilampirkan pada SPT Masa; lembar ke-4 untuk Kantor Penerima Pembayaran;

lembar ke-5 untuk wajib pajak.

4. Untuk proyek dalam rangka Bantuan Luar Negeri, SSP dibuat rangkap 5. Lembar

ke-1 untuk KPP; lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN; lembar ke-3 untuk KPP

dilampirkan pada SPT Masa; lembar ke-4 untuk Kantor Penenma Pembayaran;

lembar ke-5 untuk Wajib pajak

5. Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari dari saat terutang

pajak atau masa pajak berakhir.

2. PPN yang dipungut oleh Badan-badan pemungut pajak

Pemungutan PPN yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu didasarkan pada

Keppres Nomor 56 Tahun 1988 yang menetapkan pihak-pihak yang ditunjuk sebagai

pemungut dan penyetor PPN dan PPnBM, yaitu:

1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

2. Bendaharawan Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

3. Pertamina

4. Kontraktor-kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak dan Gas

Bumi dan Pertambangan Umum lainya

5. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

6. Bank Pemerintah

7. Bank Pembangunan Daerah

Angka 3 sampai dengan angka 7 tersebut di atas disebut sebagai Badan-badan

Tertentu.

1. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBm oieh

Bendaharawan diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor: 1287/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988 yaitu:
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Bendaharawan memungut PPN yang terhutang dengan cara memotong dari

tagihan PKP rekan Pemerintah.

Bendaharawan menyertorkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak

dilakukan pembayaran tagihan.

Bendaharawan melaporkan PPN yang dipungut dan disetor kepada Direktorat

Jenderal Pajak cq Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara selambat-lambatnya hari ke-20 setelah bulan dilakukan pembayaran atas

tagihan, dengan menggunakan formulir laporan pemungutan PPN dan atau

PPnBm rangkap 3 (tiga);

Lembarke-1 dengan dilampiri Faktur Pajak lembarke-SuntukKPPsetempaL

Lembar ke-2 untuk KPKN; Lembar ke-3 untuk arsip Bendaharawan

PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP atas nama dan NPWP

dari PKP rekanan Pemerintah pada saat menaglh.

Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga):

Lembar ke-1 untuk Bendaharawan; Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan

pemerintah; Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak

SSP yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) melalui Bendaharawan;

Lembarke-1 untuk KPP melalui KPKN.

Lembar ke-2 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampiri SPT Masa PPN.

Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak; Lembar ke-4 untuk KPKN.

Pengendalian terhadap Bendaharawan:

1. KPKN diwajibkan menyampaikan daftar Bendaharawan dan perubahannya

yang berada dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak setempaL

2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menegur kepada Bendaharawan yang tidak

menyampaikan laporan, tindasannya disampaikan kepada Kepala KPKN.

3. Pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan yang telah diatur dilakukan oleh

KPKN dan KPPsetempat

Tata cara Pemungutan dan Pelaporan PPN dan PPnBm oleh Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan
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Republik Indonesia Nomor: 1228/KMK. 04/1988 Tanggal 23 Desember 1988.

yaitu;

1. KPKN memungut PPN dan atau PPnBm yang terutang oleh PKP rekanan

Pemerintah dengan cara memotong langsung darl taglhan yang diajukan

kepada pemerintah.

2. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP atas namanya

sendiri, tetapl penandatanganan dilakukan oleh KPKN sebagai penyetor atas

namawajib pajak.

3. Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga):

Lembar ke-1 untuk KPKN; Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan

Pemerintah.

Lembar ke-3 untuk KPP melalul KPKN

4. SSP dibuat rangkap 4 (empat):

Lembar ke-1 untuk KPP melalul KPKN

Lembar ke-2 untuk PKP rekanan Pemerintah melalul KPKN dilampirkan pada

SPTMasaPPN

Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah melalul KPKN untuk arsIp

Lembar ke-4 untuk KPKN

5. KPKN mencantumkan nomor dan tanggal Advis SPM pada SSP dan Faktur

Pajak.

6. SSP lembar ke-1 dan ke-2 diberi catatan telah dibukukan oleh KPKN.

7. Setiap haii KPKN menyampalkan Faktur Pajak lembar ke-3 kepada Kantor

Pelayanan Pajak.

8. Setiap haii KPKN menyampalkan SSP lembar ke-1.
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3. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBm oleh Badan-

badan tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 1289/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988. yaitu:

1. Badan-badan tertentu yang melakukan pembayaran atas tagihan rekanan atas

penyerahan BKP dan JKP wajib memungut dan menyetorkan PPN dan atau

PPnBM dengan cara memotong langsung darl pembayaran atas rekanan.

2. Penyetoran PPN dan atau PPnBM dilakukan selambat-lambatnya pada hari ke

sepuluh setelah bulan pembayaran tagihan.

3. Melaporkan PPN dan atau PPnBM yang dipungut dan disetorkan kepada

Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya hari kedua puluh

setelah buian dilakukan pembayaran dengan menggunakan formuiir Laporan

Pemungutan PPN dan atau PPnBM rangkap 2 (dua):

Lembar ke-1 dengan dilampiri Faktur Pajak.

Lembar ke-3 untuk KPP setempat; Lembar ke-2 arsip Badan-badan tertentu.

4. PKP rekanan Badan-badan Tertentu membuat Faktur Pajak dan SSP pada

saat menagih atas nama rekanan yang bersangkutan tetapi penandatanganan

SSP dilakukan oleh Badan-badan tertentu.

5. Faktur Pajak dibuat rangkap 3 (tiga):

Lembar ke-1 untuk Badan-badan Tertentu.

Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan.

Lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Badan-badan tertentu.

6. SSP dibuat rangkap 4 (empat):

Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.

Lembar ke-2 untuk rekanan dilampirkan pada SPT Masa PPN.
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Lembar ke-3 untuk rekanan; Lembar ke-4 untuk KPKN.

3.5 Sistem Pengendalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Pajak

Setiap PKP diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakan dengan menggunakan SPT

Masa yang disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sesuai

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1118/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988, SPT

Masa dilatnpiil dengan:

1. Daftar Pajak Keluaran

2. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dalam rangka resb'tusi harus dilampiri

faktur pajak

3. Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

4. Keterangan atau dokumen lain yang ditentukan oleti Direktorat Jenderal Pajak

Dalam perhitngan pajak masukan dan pajak keluaran, bisa saja teijadi pajak masukan

lebih besar darlpada pajak keluaran sehingga terdapat keleblhan pembayaran pajak yang dapat

diminta kembali.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN diatur dengan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 615/KMK.00/1989 sebagai berikut:

1. PKP mengajukan permohonan kepada Kepala KPP tempat pengusaha dikukuhkan

dengan dilampiri bukti-bukti dan/atau dokumen yang membuktikan adanya kelebihan

pembayaran.

2. Kepala KPP harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan

selambat-lambatnya:

2.1. Satu bulan sejak diterimanya permohonan untuk kelebihan pembayaran

pajak atas ekspor BKP dan/atau atas penyerahan BKP atau JKP kepada
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Badan-badan pemungut pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keppres

56/1988.

2.2. Dua Bulan sejak diterimanya permohonan untuk kelebihan pembayaran

selain hurufadiatas.

3. Dalam ha! Kepala KPP tidak menerbitkan atas permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak, PKP dapatmemberitahukan hal tersebutkepada Direktur Jenderal

Pajak.

4. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan dlterima.

5. Prosedur selanjutnya mengikuti uraian restltusi sub bab 3.2 angka 7.

3.6 Sistem Pengendallan Restltusi Pajak Pertambahan NIlai oleh Bapeksta Keuangan

Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau pembelian mesin, barang dan bahan yang

digunakan untuk pembuatan barang ekspor dapat diberlkan pembayaran pendahuluan oleh

Pemerintah yang dllaksanakan oleh Bapeksta Keuangan.

Tata cara untuk memperoleh pembayaran didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 310/KMK.01/1988 tanggal 29 Februarl 1988 sebagal berikut:

1. Produsen eksportjr/ekspoiHr harus menerbitkan Surat Sanggup Bayar (SSB) atau

Promessory Note.

2. Mengajukan permohonan dengan menggunakan formullr P sebagal berikut:

1. Bagi Produsen eksportir/eksportir yang telahmengekspor:

1). Permohonan dilamplri dengan;

1. SSB sebesar nilai PPN yang telah dibayar dalam rangka pembuatan

barang ekspor.

2. Bukti ekspor: PEB, LPS-E dan Bill of Lading.

3. Asll Faktur Pajak.

4. Laporan Keterkaitan dengan menggunakan Formullr PI.
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2). Permohonan diproses selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak

permohonan disetujui atau ditolak.

3). Dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh)

hari keija sejak permohonan disetujui.

2. Bagi produsen eksportir/eksporb'ryang akan mengekspor:

1). Permohonan dilampiri dengan:

1. Surat pernyataan akan mengekspor untuk jangka waktu satu tahun

yang dilampiri dengan rencana produksi dan ekspor.

2. SSB sebesar PPN yang teiah dibayar dalam rangka pembuatan

barang ekspor.

3. Asli Faktur Pajak.

2). Pemohonan diproses selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keija sejak

permohonan diterima untuk disetujui atau ditolak.

3) Diwajibkan mulai mengekspor hasil produksinya selambat-lambatnya pada

awal bulan ketujuh sejak permohonan disetujui.

4) Diwajibkan menyampaikan Laporan Keterkaitan selambat-lambatnya 6

(enam) bulan sejak permohonan disetujui.

5) Dilakukan pemeriksaan setelah seluruh kewajiban menyerahkan

Laporan Keterkaitan dipenuhi.

Permohonan yang disetujui diterbitkan Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar kepada Bank

Indonesia.

Bank Indonesia memindahkan Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar dari rekening Bapeksta

Keuangan ke rekening bank perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada 3 (tiga) kemungkinan:

1. Pembayaran pendahuluan sesuai dengan seharusnya, SSB dikembalikan kepada

penerbit setelah dicap "LUNAS".

2. Pembayaran pendahuluan lebih kecil dari yang seharusnya, SSB yang telah dicap

lunas dikembalikan kepada penerbit dan diberikan pembayaran tambahan

sebesar kekurangannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari keija sejak

persetujuan permohonan.

3. Pembayaran pendahuluan lebih besar dari yang seharusnya dilakukan penagihan

dan SSB dikembalikan setelah tagihan dilunasi.
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6. Produsen eksportir/ ekspoitr diwajibkan mencantumkan pembayaran pendahuluan

dan tambahan pembayaran pendahuluan pada SPT Masa perusahaan yang

bersangkutan, mengurangi pajak masukan yang dapat dikreditkan.

7. Produsen eksportir/ eksportir dapat mencantumkan pelunasan tagihan sebagal pajak

masukan.

8. Kantor Pelayanan Pajak wajib memperhatikan penyelesaian SPT Masa Perusahaan

yang bersangkutan.

Pajak Pertambahan NIlai yang telah dibayar oleh produsen kontraktor/kontraktor atas

Impor barang, bahan dan peralatan kontruksi untuk memenuhi kebutuhan proyek yang dibiayal

dengan bantuan dan atau pinjaman luar negeri dapat dimintakan pengambilan sesuai dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nonrar 35/KMK.01/1988 tanggai 13 Januari 1988 sebagai beiikut:

1. Proyek menerbitkan Surat Sanggup Bayar (SSB) atau Promessary Note.

2. Mengajukan permohonan ke Bapeksta dengan menggunakan Formulir K dilengkapl:

1. Surat Pemyataan tertulis daii Pimpinan Proyek bahwa barang milik kontraktor

sebagaimana tercantum dalam laporan surat tersebut telah dipakal dalam

pelaksanaan proyek yang bersangkutan.

2. SSB sebesar nilal PPN yang telah dibayar atas Impor barang, bahan dan

peralatan konstruksi untuk memenuhi kebutuhan proyek.

3. PUID atau bukti pembayaran PPN.

4. Laporan Keterkaitan dengan menggunakan Formulir yang berlaku.

3. Permohonan diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu selambat-

lambatnya empat belas (14) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima.

4. Permohonan yang disetujui diterbitkan Giro Bllyet/Surat Perintah Bayar kepada Bank

Indonesia sebesar nilal PPN.

5. Bank Indonesia memlndahbukuan Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar dari rekening

Bapeksta ke rekening perusahaan.

6. Dilakukan pemeriksaan atas permohonan:

1. Blla jumlah yang dikemballkan sesuai dengan yang seharusnya SSB dikembalikan

kepada penerbltsetelah dicap "LUNAS".

2. Bila jumlah yang dikemballkan lebih besar dari yang seharusnya dilakukan
penagihan.
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BAB IV

PEMBAHASAN TINJAUAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN PENERIMAAN PPN

DANKAITANNYADENGAN

RESTITUSIPAJAK PERTAMBAHAAN NILAI

4.1 Pembahasan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas untuk melakukan pemungutan pajak sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas yang diemban tersebut periu disusun

suatu organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu keiompok individu yang bekeija sama

untuk mencapai tujuan yang sama.

Direktorat Jenderal Pajak perlu pula memahami art! penting organisasi, berikut ini

diuraikan arti pentingnya organisasi.

Pertama, rincian pekerjaan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Daiam rangka mencapai tujuan organisasi, Direktorat Jenderal Pajak perlu menyusun rincian

pekerjaan yang harus dikerjakan oleh unit-unit yang ada. Rincian pekerjaan atau yang lebih

dikenal dengan job discription, merupakan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh unit-unit

yang ada menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak, pada prinsipnya telah mencerminkan

adanya pembagian kegiatan-kegiatan, hal ini terlihat jelas dengan adanya direktorat-direktorat

yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada. Dalam struktur orgnisasi tersebut

jelas terlibat tugas dan tanggung jawab dari unit-unit yang ada termasuk yang berkaitan dengan

Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan perincian selanjutnya sesuai dengan jenjang pengendalian

oieh atasan terhadap tersebut berdasarkan struktur organisasi yang ada.

Kedua, pembagian beban kerja dalam kegiatan-kegiatan yang logis dan menyenangkan

yang dibentuk oleh satu orang atau individu. Tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak

tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemampuan manusia yang
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terbatas tentunya menjadi kendala utama. Untuk mengatasi hal tersebirt, Direktorat Jenderal Pajak

perlu membagi menjadi beberapa keglatan seperti keglatan penyuluhan, kegiatan pemungutan

pajak, kegiatan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Setelah dikelompokkan menjadi beberapa

kegiatan. maka kegiatan-kegiatan tersebut disebarkan ke dalam wiiayah-wiiayah yang tersebar di

seluruh Indonesia, sehingga masing-masing wilayah mempunyai tanggung jawab dan wewenang

sendiri-sendiri.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak, pada prinsipnya telah mencerminkan

adanya pembagian kegiatan-kegiatan, hal ini terlihat jelas dengan adanya direktorat-direktorat

yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Disamping pembagian kegiatan, juga terlihat

pula adanya penyebaran wilayah di seluruh Indonesia.

Ketiga, penggabungan pekerjaan personil secara logis dan efesien. Dalam rangka untuk

mencapai efesiensi, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat departementalisasi, dalam hal ini

terlihat adanya direktorat-direktorat, bidang-bidang dan seksi-seksi yang mengurusi kegiatan

tersebut

Keempat adanya suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekeijaan dari personil-

personil yang terlibat dalam keseragaman dan keharmonisan. Koordinasi dapat diartikan sebagai

proses pengintegrasian antara kegiatan dan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi

secara efesien. Direktorat Jenderal Pajak sangat berkepentingan atas keberhasilan tugas yang

diembannya. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak harus senantiasa mengkoordinasikan kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan agar senantiasa mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai.

Koordinasi dapat dilakukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun ke samping.

Koordinasi yang dilakukan dari atas ke bawah maupun bawah ke atas dilakukan antara atasan dan

bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Sedangkan koordinasi ke samping

dilakukan antara unit-unit yang sederajatdi lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
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Kelima, memantau keefektifan organisasi dan membuat penyesuaian untuk

mempertahankan atau meningkatkan keefesienan. Struktur organisasi yang disusun cieh

Direktorat Jenderai Pajak tidak dimaksudkan sebagai organisasi yang permanen. Organisasi

Oirektorat Jenderal Pajak tidak dapatterlepas dari pengaruh luar seperti* perkembangan jaman dan

perkembangan waktu, sehingga DirektoratJenderal Pajak periu senantisa meiakukan pemantauan

terhadap efekb'fitas struktur organisasi, bila periu disesuaikan dengan perkembangan jaman untuk

membantu mengatasi masalah perpajakan yang ada. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak

telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Keputusan Menten Keuangan Nomor

516/KMK.01/ig92 tanggal 21 Mei 1992.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang disusun, menentukan informasi yang

dibutuhkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan. Sebaliknya kebutuhan informasi

menentukan struktur kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk

mengtiasilkan informasi tersebut Struktur organisasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak

mempunyai dampak terhadap informasi yang diperlukan yang akan membantu dalam

perencanaan dan pengendaiian operasi. Dalam hal perencanaan, struktur organisasi dapat

mencerminkan beberpa hal.

Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan atau sasaran. Setiap organisasi yang

dibentuk pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, demikian juga dengan Direktorat Jenderal

Pajak. Secara kualitatif tujuan yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah seperti

yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu meiakukan

pemungutan pajak. Sedangkan secara kuantitatif tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat

Jenderal Pajak ditetapkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara setiap tahunya. Dengan demikian berdasarkan tujuan tersebut Direktorat Jenderal

Pajak merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, saiah satunya menyusun
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struktur organisasi, dengan adanya struktur organisasi tersebut tugas dan wewengan

didelegasikan kepada unit-unit yang ada.

kedua, struktur organisasi menggambarkan pertanggungjawaban dari unit-unit yang ada

dalam organisasi. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (lampiran 3,4,5 dan 6)

mencerminkan adanya pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab, sehingga secara

otomatis adanya pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab menuntut balik adanya

pertanggungjawaban atas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

Ketiga, adanya pernyataan atas tertulis mengenai fungsi-fungsi, tanggung jawab,

wewenang dan hubungan-hubungan dalam organisasi. Struktur organisasi Direktorat Jenderal

Pajak pada prinsipnya telah memuat uraian tugas (job discription} walaupun masih dalam garis

besar, sedangkan uraian tugas secara linci diatur oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

kewenangan yang dimilikl.

Keempat, adanya pendelegasian wewenang pada tingkat yang lebih rendah. Wewenang

dapat diarlikan sebagai yang boleh dilakukan untuk melaksanakan tugas. Struktur organisasi

Direktorat Jenderal Pajak pada prinsipnya telah diikuti dengan pendelegasian wewenang. Sebagai

pertanggungjawaban atas wewenang yang didelegasikan, bawahan wajib memberikan

pertanggungjawaban, dapat berupa laporan kepada atasan masing-masing. Pendelegasian

wewenang dimaksudkan agar keputusan tidak tersentralisir dan keputusan dapat diambil dengan

cepaL

Dari sudut pengendalian, organisasi merupakan salah satu karakteristik pengendalian

intern yang harus mendapat perhatian yang serius dari Direktorat Jenderal Pajak dalam

merencanakan struktur organisasi yang akan disusun. Struktur Organisasi yang disusun harus

mencerminkan pemisahan tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara unit yang satu

dengan unit yang lainya. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak telah memisahkan fungsi-
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fungsi yang ada, seperti fungsi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung

lainya, fungsi penyuluhan perpajakan, fungsi pemeriksaan pajak dan Iain-Iain. Adanya pemisahan

fungsi tersebut diikuti dengan pemisahan tanggung jawab dan wewenang. Struktur organisasi yang

disusun akan mempengaruhi kuat lemahnya pengendalian intern yang ada, dl samping juga

dipengaruhi oieh faktor-faktor yang lain yaitu sistem wewenang dan prosedur pembukuan, prakb'k-

praktik yang sehat dan pegawai yang cakap:

1. Sistem wewenang dan prosedur pembukuan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak secara tegas telah membagi-bagi wewenang

yang ada, sehingga pegawai yang ada pada suatu unit tidak diperkenankan untuk

melaksanakan tugas yang ada pada unit yang lain. Disamping itu pegawai harus

melaksanakan sesuai dengan prosedur pembukuan yang berlaku.

2. Praktik-praktik yang sehat

Dalam melaksanakan tugas, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, harus senantiasa mentaati

tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tanpa adanya ketaatan terhadap prosedur-prosedur yang berlaku sulit diharapkan untuk

diperoleh sistem pengendalian intern yang memuaskan. Pengendalian terhadap aparat

Direktorat Jenderal Pajak tunduk terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di samping itu setiap atasan diwajibkan

untuk melaksanakan pengawasan atas pekerjaan bawahan yang lebih dikenal dengan

pengawasan melekat sehingga diharapkan aparat Direktorat Jenderal Pajak

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan baik.

3. Pegawai yang cakap.

Aparat Direktorat Jenderal Pajak yang cakap akan mendukung pelaksanaan tugas

Direktorat Jenderal Pajak. Tanpa didukung dengan pegawai yang cakap sistem pasti
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mempunyai kelemahan. Di samping itu Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan

merupakan wadah untuk menempa aparat Direktorat Jenderal Pajak, sehingga

kemampuan yang dimiliki aparat tersebut memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dapat dikatakan sebagal bagan organisasi

menurut fungsl. Hal Inl terllhat jelas bahwa Direktorat Jenderal Pajak membawahkan beberapa

direktur. Direktur membawahi beberapa sub direktorat yang mengemban masing-masing fungsi.

Sub direktorat membawahi seksi-seksi. Di samping membawahi direktur, direktur jenderal juga

membawahi Kantor wilayah-Kantor wilayah membawahi beberapa bidang, bidang membawahi

seksi-seksi. Di samping itu Kantor Wilayah juga membawahi Kantor Pelayanan Pajak yang

dikepalai seorang kepala. Kepala KPP membawahi seksi-seksi, seksi membawahi sub seksl-sub

seksi. Dengan adanya pembagian tersebut yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri.

Jelas bahwa struktur organisasi yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah struktur

organisasi yang berdasaiitan fungsi.

4.2 Pembahasan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai

Sistem administrasi perpajakan secara umum masih dikeijakan dengan sistem manual.

Penggunaan komputer masih terbatas pada pengolahan data untuk menghasilkan output berupa

laporan-laporan penerimaan pajak. Komputer dapat dimanfaatkan untuk mengolah transaksi-

transaksl. Pemrosesan transaksi yang dilakukan dengan komputer diharapkan akan diperoleh

informasi yang cepat, akuratdan tepat waktu, sehingga manajemen dapat menggunakan informasi

yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan. Manfaatyang diperoleh dari penggunaan komputer

dapat diuraikan beiikutini.

Pertama, kemampuan mengolah transaksi tanpa lelah. Kemampuan komputer untuk

mengolah transaksi tanpa lelah. merupakan salah satu keunggulan komputer, dibandingkan
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dengan tenaga manusia dalam mengolah transaksi. Manusia mempunyai kemampuan yang

terbatas.

Kedua, kecepatan mengolah transaksi. Kemampuan dari komputer yang sangat cepat

dalam mengolah transaksi akan mengakibatkan banyaknya transaksi yang dapat ditangani

sehingga transaksi yang terselesaikan banyak sekali dan diharapkan tidak terdapat tunggakan

pekerjaan.

Ketiga, kemampuan mengolah transaksi tanpa salah. Kemampuan komputer untuk

mengolah transaksi tanpa saiah apabila pemasukan data dilakukan dengan benar akan

mengakibatkan informasi yang dihasilkan lebih akuratdan bisa diandalkan.

Keempat kemampuan berkomunikasi antara komputer yang satu dengan komputer yang

lain. Komunikasi antara komputer yang satu dengan komputer iain mempunyai manfaat yang

besar. Data yang diolah dengan komputer yaang satu dapat dimonitor oleh komputer yang lain

dengan cepat walaupun jarak antara kedua komputer tersebut beijauhan.

Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan komputer

dalam menangani transaksi perpajakan secara menyeluruh. Faktor-faktor yang perlu mendapat

perhatian dapat diuraikan berikutini.

Pertama, faktor biaya manfaat Manfaat yang akan diperoleh Direktorat Jenderal Pajak

harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Seperli diketahui sistem komputerisasi meiibatkan

dana yang tidak sedikit Dengan adanya sistem komputerisasi kuaiitas pelaksanaan tugas yang

dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak harus semakin meningkat

Kedua, faktor biaya pemeliharaan. Sistem komputerisasi yang sudah terpasang tidak

mungkin dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemeliharaan yang memadai. Pemeliharaan sistem

komputerisasi juga memerlukan biaya, biaya pemeliharaan ini harus tersedia sepanjang sistem

53



komputerisasi tersebut digunakan. Biaya pemeliharaan ini merupakan biaya rutin yang harus

ditanggung oleh pemerintah.

Ketiga, faktor personil. Kemampuan personil dalam mengoperasikan sistem juga

merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian. Meskipun sistem komputerisasi telah terpasang

dengan lengkap, tetapl kalau tidak ada personil yang mampu mengoperasikannya, maka sistem

tersebut menjadi tidak bermanfaat Personil tersebut bisa mengangkat personil yang baru atau

mendldlk personil yang telah ada.

Sebelum memutuskan untuk mengganti sistem manual atau mempertahankan perlu

memepertimbangkan beberapa hal berikutinl.

Pertama, DIrektorat Jenderal Pajak tentunya berusaha menjaring jumlah wajib pajak leblh

banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan bertambahnya jumlah wajIb pajak tersebut tentunya

beban admlnistrasi pajak akan bertambah pula. Dengan benyaknya admlnistrasi yang harus

diselesaikan, perlu diperhatikan kemampuan operas! manual dalam menangani admlnistrasi pajak

tersebut

Kedua, kemudahan-kemudahan yang diberlkan oleh pemerintah kepada dunia usaha, hal

Inl memberikan dampak bergalrahnya dunIa usaha dalam menjalankan usahanya sehingga

berkembang pesat Dunia usaha yang bergairah akan menghasilkan transaksl yang banyak sekali.

Transaksi Ini merupakan potensi pajak yang sangatbesar. Dengan banyaknya transaksi ini, perlu

dipertimbangkan kemampuan operas! manual dalam menangani transaksi tersebut

ketiga, pelayanan kepada wajib pajak, Pelayanan kepada wajib pajak seringkali dibatasi

oleh waktu sepeiH yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Pembatasan waktu yang diberlkan

oleh peraturan yang berlaku, menuntut DIrektorat Jenderal Pajak untuk memberikan keputusan

atas masalah-masalah perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila dalam kurun waktu

tersebut DIrektorat Jenderal Pajak belum dapat memberikan keputusan, maka masalah perpajakan
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yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabuikan demi hukum. Dengan terbatasi waktu untuk

membeiikan keputusan atas masalah yang diajukan oleh wajib pajak disini diuji kemampuan

sistem manual dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Semakin sedikit Informasi yang dapat disajikan oleh sistem manual dibandingkan informasi yang

dibutuhkan, sulit kiranya untuk tetap mempertahankan sistem manual.

Menglngat administrasi perpajakan sebaglan besar masih dilakukan secara manual

seperti yang telah dluraikan pada bab II angka 2.1.2, selanjutnya akan dibahas sistem administrasi

perpajakan tersebut

Setiap wajib pajak harus mendaftarkan did pada KPP ditempat wajib pajak yang

bersangkutan berdomisill. Semua kewajiban perpajakan akan diadministrasikan pada KPP tempat

wajib pajak bersangkutan terdaftar. Penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan

pada Bank PersepsI dan Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk maupun KPKN dimana saja yang

menurut PKP yang bersangkutan dianggap mudah. Bank Persepsi dan Kantor Pos dan Giro

melaporkan jumlah PPN yang diterimanya kepada KPKN. KPKN selanjutnya melaporkan kepada

Kantor Pelayanan Pajak /Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang dilampirl dengan SPP lembar ke-2

yang telah ditera. Jadi dalam laporan yang diWrlmkan oleh KPKN belum tentu merupakan setoran

PPN darl PKP diwilayah KPP yang berhubungan dengan KPKN tersebut, bisa saja setoran PPN

dari PKP yang terdapat pada KPP lain. Dalam hal ini KPKN tidak tahu menahu pada KPP yang

mana, PKP yang menyetorkan PPN terdaftar. Atas laporan yang diterlma darl KPKN oleh KPP

dibukukan dalam buku kas harian. Dalam buku kas harian Ini dibukukan semua penerimaan PPN

termasuk setoran PPN dari PKP yang terdaftar pada KPP lain. Dari buku kas harian dibuat

Laporan Penerimaan Mingguan (LPM) yang dikirimkan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak,

setiap minggu. Laporan Penerimaan Mingguan ini tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur atas
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penerimaan PPN yang ditargetkan pada suatu KPP, sehingga keputusan yang akan dibuat

menjadi kurang akurat

SSP yang diterima dari KPKN, oleh KPP disortir antara milik KPP sendiri dan KPP lain dan

diplsahkan per rubrlk pajak, kemudian dibuatkan sag! hitung rubrik, daflar rekap Ex KK. 26 terus

disampaikan kepada sub sie TUPP untuk diedit setelah diedit disampaikan kepada seksi DAI

/seksl INTUP untuk direkam. DIsini terlihat jelas bahwa sub seksi TUPP dan seksi DAI /seksi

INTUP terdapat kesamaan tugas, hanya saja bahwa pada seksi DAI /seksi INTUP diolah dengan

komputer. setelah direkam oleh seksi DAI /seksi INTUP daftar rekap beserta SPP dibuatkan Surat

Pengantar SSP (SPS) sebagai dasar untuk menyalurkan SSP kepada unit yang akan menerima.

Pembuatan Surat Pengantar SSP akan lebih efesien bila dikeijakan oleh penyortir, jadi setelah

dilakukan penyortiran antara SPP milik KPP sendiri dan SSP milik KPP lain serta disortir per rubrik

pajak serta seksi yang akan menerima oleh penyortir dibuatkan Surat Pengantar SSP. Jadi fungsi

seksi DAI /seksi INTUP tetap berfungsi sebagai data masukan.

Pada prinsipnya setiap PKP harus menyetorkan PPN yang terhutang pada Bank Persepsi

atau Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk oleh KPP tempat PKP terdaftar sebagai wajib pajak atau

KPKN tempat KPP yang bersangkutan berhubungan. Untuk memberikan kemudahan kepada PKP,

peraturan perundang-undangan perpajakan membolehkan PKP meyetorkan PPN yang terhutang

pada Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro atau KPKN yang dianggap mudah bagi PKP yang

bersangkutan. KPP tempat PKP terdaftar harus mengadministrasikan SSP yang disetorkan oleh

PKP kepada Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro atau KPKN diluar wilayah ketja KPP tempat PKP

terdaftar. Jadi KPP juga menerima SSP dan bukti Pbk dari KPP lain dengan SPh terima SSP yang

dikirimkan pada suatu KPP, sebelumnya dilakukan penanganan seperti halnya SPP untuk KPP

sendiri. SSP yang diterima tersebut merupakan SSP dari PKP yang melakukakn penyetoran pada

Bank Persepsi dan Kantor Pos dan Giro yang tidak ditunjuk oleh KPP tempat PKP terdaftar atau
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KPKN yang tidak berhubungan dengan KPP yang bersangkutan. serta bukti Pbk dari PKP yang

terlanjur diadministrasikan pada KPP pengirim. SSP yang diterima dibuatkan SHR. disampaikan

pada sub sie TUPP untuk diedit diteruskan kepada seksi DAI /seksi INTUP untuk direkam.

Penanganan ini sama dengan penanganan yang dilakukan oleh KPP pengirim. Jadi terhadap SSP

yang sama, dilakukan penanganan dua kali dengan cara yang sama. Hal ini merupakan pekeijaan

yang kurang efesien. Seperti halnya pada SSP yang diterima dari KPKN atau kanwil DJP, SSP

yang diterima dari KPP lain oleh seksi DAI /seksi INTUP setelah direkam dibuatkan Surat

Pengantar SSP. Sebaiknya SPS dibuat oleh penyoiHr, jadi SSP dan bukti Pbk diterima, disortir

sekaligus dibuatkan SPS untuk seksi yang akan menerima, sehingga seksi DAI /seksi INTUP

hanya melakukan perekaman data masukan.

Seperti telah disinggung dimuka, SSP yag diterima oleh KPP dari KPKN /Kanwil DJP tidak

hanya untuk KPP Penerima saja, tetapijuga untuk KPP lain. Ini teijadi karena PKP diperbolehkan

menyetorkan PPN yang terhutang pada Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro atau KPKN dimana

saja tetapi administrasi dilakukan oleh KPP tempat PKP terdaftar. Jadi untuk SSP dari PKP yang

tidak terdaftar pada KPP yang bersangkutan harus dikirim pada KPP tempat PKP terdaftar dengan

SPh kirim, SSP untuk KPP lain sebelum dikirimkan kepada KPP Penerima dengan SPh kirim

dilakukan penanganan seperti halnya SSP untuk KPP sendiri, padahal nantinya oleh KPP

Penerima penanganannya sama dengan yang dilakukan oleh KPP pengirim. Dengan demikian

teijadi pemrosesan ganda terhadap sumber yang sama. Hal ini merupakan pekerjaan yang kurang

efesien. Ketidakefektifan ini dapat dicegah apabila prosedur penanganan SSP untuk KPP lain

dirubah, yaitu pada waktu SSP disortir sudah jelas ketahuan SSP yang untuk KPP sendiri dan SSP

untuk KPP lain. Setelah disortir yang untuk KPP lain setelah diadministrasikan dalam register SSP

langsung dikirimkan kepada KPP yang akan menerima, bisa menggunakan daftar pengantar atau

surat pengantar. Baru setelah SSP diterima oleh KPP penerima dilakukan penanganan yang sama
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dengan SSP yang diterima dari KPKN /Kanwil DJP untuk KPP sendiri. dan untuk tidak

mengendapnya SSP pada KPP yang tidak berhak sebaiknya SSP dikirimkan setlap had sehingga

penanganan oleh KPP penerima dapat secepatnya. KPP sangat berkepentingan alas penerimaan

SSP, hal Inl berkaltan dengan fungsl KPP untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan PKP

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Prosedur yang sekarang berlaku SSP untuk KPP

lain yang dikirim dengan SPh kirim diiakukan setlap minggu. Penglriman SSP yang semlnggu

sekall in! tentunya akan menghambat tugas KPP penerima dalam pengawasi kepatuhan KPP

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin cepat SSP untuk KPP lain diterima oleh KPP

yang bersangkutan, semakin balk sehingga keputusan yang akan diambil yang berkaltan dengan

PKP yang bersangkutan dapat diambil dengan tepat

SSP yang diterima oleh KPP bisa juga terdapat SSP yang tidak jelas jenis pajak yang

bersangkutan. SSP yang tidak jelas jenis pajaknya tersebut tentunya mengurangi tingkat

keandalan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakjelasan inl merupakan kelalaian

dari wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak. Kelalaian ini sebetulnya tidak perlu terjadi jika

Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro dan KPKN cermat dalam melakukan penerimaan setoran

pajak. Jadi begitu Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro atau KPKN hendaknya mengingatkan

penyetor untuk mengisi terlebih dahulu jenis pajak yang akan disetor. jadi sebetulnya. Bank

Persepsi, Kantor Pos dan Giro dan KPKN yang menerima setoran pajak merupakan penyaring

atas pajak yang disetorkan. Apabila fungsl penyaringan ini berjalan dengan balk, dapat dipastikan

tidak akan pernah ada SSP Bermacam-macam Penerimaan Pajak. Untuk mengatasi kemungkinan

penyetor tidak mencantumkan jenis pajak yang disetorkan dapat ditempuh dengan jalan bahwa

untuk masing-masing jenis pajak digunakan SSP dengan warna yang speclfik, misalnya warna

kuning untuk PPN. Apabila jalan keluar ini tidak digunakan, satu-satunya jalan adalah

memfungsikan Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro dan KPKN untuk mengingatkan penyetor pajak
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mencantumkan jenis pajak yang disetorkannya. Meskipun dalam prosedur administrasi terdapat

prosedur untuk menelusun SSP Bermacam-macam Penerimaan Pajak, hal ini menunjukkan

adanya suatu kelemahan dalam administrasi pajak, disamping itu hal ini tentu saja membebani

administrasi perpajakan yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Dengan adanya SSP Bermacam-

macam Penerimaan Pajak tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak harus menelusurinya, sehingga

memperoleh kejelasan jenis pajak yang disetorkan. Mula-muia KPP menyampaikan surat

penelusuran yang disampaikan kepada wajib pajak. Seteiah itu menunggu respon dari wajib pajak.

Biia respon dari wajib pajak belum menunjukkan adanya kejelasan SSP maka ditanyakan kembali

kepada wajib pajak yang bersangkutan. Disini terlihat jelas bahwa untuk mengadministrasikan SSP

yang tidak jelas jenis pajaknya sangat bergantung pada partisipasi wajib pajak dalam membeiikan

respon. Seteiah terdapat kejelasan dibuatkan bukti Pbk untuk memutakhirkan penerimaan pajak.

Apabiia Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro dan KPKN mampu menjadi penyaring atas informasi

jenis pajak yang disetorkan dengan baik, prosedur penanganan SSP Bermacam-macam

Penerimaan Pajak dapat ditiadakan, sehingga prosedur penelusuran kepada wajib pajak,

menunggu respon dari wajib pajak, membuat bukti Pbk tidak diperiukan lagi.

Bukti Pbk yang disebabkan kejelasan SSP yang semula diadministrasikan dalam BPP

sebetulnya tidak diperiukan lagi apabiia Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro dan KPKN dapat

berfungsi dengan baik sebagai penyaring atas informasi jenis pajak yang disetorkan seperli yang

telah dibahas sebelumnya. Sedangkan bukti Pbk yang disetorkan adanya pemisahan setoran

pajak yang berasal dari satu SSP hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistem administrasi

perpajakan. Apabiia untuk setiap jenis pajak digunakan satu SSP, maka tidak akan pernah ada

bukti Pbk yang berasal dari pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu SSP. Untuk

menghindari adanya penggabungan setoran pajak dalam satu SSP maka dengan menerapkan

prosedur penggunaan satu SSP untuk satu jenis pajak merupakan cara yang layak sehingga
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mengurangi beban untuk membuat Pbk. Disamping itu perlu dituntut peran dari Bank Persepsi,

Kantor Pos dan Giro dan KPKN selaku pihak yang menerima setoran pajak untuk menglngatkan

penyetor dalam manyetorkan pajak. Apabila hal in! beijalan dengan balk maka akan mengurangi

beban sistem administrasi perpajakan sehingga prosedur pemindahbukuan hanya berlaku pada

hal-hal yang perlu saja.

4.3 Pembahasan Sistem Pengendalian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas

Impor Barang Kena Pajak.

Dalam Undang-undang PPN telah diatur bahwa atas impor BKP dipungut Pajak

Pertambahan Nilai. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor Barang Kena Pajak

merupakan fa'ndakan netral atas konsumsl barang didalam negeri. Netral dapat diartikan bahwa

tidak campur tangan I tidak memihak atau tidak berpengaruh dalam suatu keputusan ekonomi.

Netralitas merupakan salah satu ciii yang melekat dari Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN

atas impor BKP dikatakan netral terhadap konsumsi dalam negeri, karena antara impor BKP dan

produksi dalam negeri yang menghasilkan BKP, sama-sama dikenakan PPN. Sehingga keputusan

untuk mengkonsumsi BKP produksi asal impor atau BKP produksi dalam negeri tidak terpengaruh

karena adanya pungutan PPN. Dapat dibayangkan apabila atas BKP yang sama antara BKP asal

impor dan BKP produksi dalam negeri mendapat pedakuan pajak yang berbeda past! akan

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi pasti akan

memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan. Bila ini teijadi berarti pajak turut

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pelaku ekonomi. Disamping netral terhadap

konsumsi barang didalam negeri, pengenaan atas impor BKP juga netral terhadap perdagangan

international. Dalam hal ini perdagangan international, pengenaan PPN dapat digunakan dua

macam prinsip yaitu origin principle atau destination principle. Menurut origin principle, PPN
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dikenakan di negara asal tempat barang yang diimpor tersebut dihasilkan. Sedang menurut

Distination principle PPN dikenakan ditempat negara barang tersebut dipakai /dikonsumsi.

Distination principle ini banyak dianut oleh negara-negara didunia termasuk Indonesia, seperti

yang diatur dalam Undang-undang PPN bahwa atas ekspor dikenakan tarif 0%., ini berarti bahwa

barang yang dimpor oleh negara lain yang berasal dari Indonesia belum dipungut PPN. Jadi dalam

hal perdagangan international yang dianut oleh negara Indonesia, setiap pengusaha yang

melakukan ekspor BKP dipungut pajak sebesar 0%. Indonesia menganut distination principle,

karena prinsip ini mempunyai beberapa keunggulan seperti yang diuraikan berikutini.

Pertama, barang yang dijual kepasaran international tidak mengandung unsur PPN

sehingga dengan pengenaan sebesar 0% atas barang yang diekspor, PPN tidak membebani

barang tersebut Karena apabila PPN terkandung dalam barang yang diekpor hal ini akan

mengakibatkan kurang daya saing barang yang diekspor tersebut Melemahnya daya saing

dipasaran international mengakibatkan barang asal negara Indonesia tidak laku dipasaran

international yang akan merugikan negara Indonesia sendiri.

Kedua, barang yang diimpor oleh negara Indonesia tidak akan mengandung unsur PPN

apabila negara pengekspor barang tersebut juga menganut destination principle. Dengan tidak

adanya unsur PPN atas barang yang diimpor oleh negara Indonesia, hal ini memungkinkan untuk

mengenakan PPN atas barang yang diimpor sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang

PPN yang berlaku bahwa atas impor barang kena pajak dipungut PPN. Dengan dipungutnya PPN

atas barang impor maka antara barang impor dan produksi dalam negeri mendapat perlakuan

yang sama, sehingga menimbulkan netralitas dalam konsumsi dalam negeri seperti yang telah

disinggung sebelumnya.

Apabila negara pengekspor tidak menganut destination principle seperti yang dianut

negara Indonesia sebagai negara pengimpor, maka untuk menghindari adanya pengenaan pajak
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berganda mengingat barang yang impor oleh Indonesia telah dipungut PPN oleh negara

pengekpor, maka perlu diadakan penyesuaian PPN ditapal batas (Border Tax Adjustment).

Penyesualan in! dllakukan oleh negara pengekspor dengan jalan mengembalikan PPN yang telah

dipungut oleh negara pengekspor kepada ekspoiHr yang bersangkutan. Setelah barang Impor

disesuaikan sehingga tidak mengandung unsur pajak, barulah negara Indonesia sebagai negara

importir dapat memungut PPN.

Meskipun Undang-undang PPN telah mengatur bahwa atas impor BKP dipungut PPN

tetapi peraturan perpajakan yang berlaku terdapat pengecualian-pengecualian atas impor BKP

tertentu tidak dipungut PPN. Pengecualian pemungutan atas impor BKP dapat berupa

penangguhan PPN, penundaan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah atau pengecualian lain

yang diatur khusus. Atas pengecualian-pengecualian tersebut oleh pemerintah diberikan surat

keterangan yang harus dilampirkan pada dokumen impor.

Kegiatan impor BKP yang dilakukan importir harus mengikuti prosedur impor sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Barang dari luar negeri dapat diimpor baik dengan Laporan

Pemeriksaan Surveyor (IPS) yag dikeluarkan oleh surveyor diluar negeri yang ditunjuk oleh

pemerintah maupun Laporan Pemeriksaan Surveyor (Non IPS).

Pemungutan PPN atas impor dilakukan oleh Bank Devisa Perum Pos dan Giro dan

Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pungutan ini merupakan

sumber kas bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Jadi atas setiap

impor BKP harus dipungut PPN kecuali atas impor BKP yang dapat pengecualian. Pemerintah

sangat berkepentingan atas penerimaan PPN atas impor, untuk itu pemerintah telah mengeluarkan

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan impor BKP yang membentuk sistem

pengendalian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor, sehingga diharapkan tidak ada

impor BKP yang tidak dipungut PPN kecuali atas impor BKP yang pungutan PPNnya dikecualikan.
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Dengan kata lain bahwa pemerintah harus menekan kebocoran penerimaan PPN alas Impor BKP

semlnlmai mungkin.

Dokumen utama yang digunakan dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor

yaitu PIUD/PPKP dan SSP. Dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor yang

dipungutnya dilakukan oleh Bank devisa diawali oleh importir dengan mengisi PIUD secara

lengkap dan benar termasuk dalam mengbitung PPN yang terhirtang. Impor yang dilakukan oleh

importir dapat dilakukan dengan LPS maupun tanpa LPS, dengan membuka Letter of Credit pada

suatu bank devisa atau tanpa Letter of Credit Untuk impor dengan LPS. importir akan

menghubungi bank devisa tempat importir yang bersangkutan membuka Letter of Credit atau bank

devisa yang ditunjuk sebagai penerima LPS untuk impor tanpa Letter of Credit Sedang impor yang

dilakukan tanpa LPS oleh importir teriebih dahulu dimintakan persetujuan bayar dari Kantor

Inspeksi Bea dan Cukai yang dinyatakan pada PIUD. Kemudian berdasarkan PIUD tersebut

importir membuat SSP sebagai sarana untuk menyetorkan PPN atas impor pada bank devisa yang

bersangkutan. Di sini jelas bahwa dalam hal impor tidak mempermasalahkan jenis barang yang

diimpor, pokoknya asal barang tersebut merupakan barang kena pajak, dipungut PPN. Di samping

itu atas impor yang dilengkapi dengan LPS telah dilakukan pemeriksaan oleh surveyor di negara

asal. Sedangkan impor tanpa LPS sesuai dengan ketentuan, nantinya akan dilakukan

pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Resiko yang ada adalah dalam hal

LPS harga barangnya dimanipulasikan lebih rendah dari yang seharusnya. hal ini akan

mengurangi penerimaan PPN, sehingga kunci yang paling utama dalam hal pemeriksaan yang

dilakukan oleh surveyor adalah loyalitas dan kejujuran surveyor dalam melaksanakan tugasnya. Ini

panting mengingat dalam prosedur impor yang berlaku, atas barang impor yang telah diperiksa

oleh surveyor di tempat negara asal atau dilengkapi dengan LKP tidak dilakukan pemeriksaan
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pabean lagi sepanjang tidak menunjukkan adanya kecurigaan dari aparat Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai.

Selanjutnya importir menyetorkan PPN yang terhutang dengan SSP beserta dokumen

PIUDnya pada bank devisa yang bersangkutan. Petugas bank akan menelili kebenaran pengisian

jati diri importir, NPWP, kode jenis pungutan, nomor dan tanggal sesuai dengan dokumen dasar

dan kebenaran perhitungan jumlah uang yang akan disetor, kemudian jumlah uang setoran PPN

dicocokkan dengan SSPnya blla sudah cocok SSP dibubuhi nama dan tanda tangan pejabat yang

ditunjuk serta stempel, nomor, tanggal dan kode KPKN pada ruang yang telah disediakan dan cap

tanda pelunasan pada PIUD. PIUD yang telah dicap tanda pelunasan dan SSP yang telah ditanda

tangani oleh pejabat yang berwenang berarti bahwa PPN atas impor telah masuk ke kas negara.

seperti diketahui bahwa pada semua bank devisa telah dibuka rekening kas negara persepsi atas

nama KPKN setempat salah satunya rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Persepsi

PPN, untuk menampung penerimaan PPN. Atas pembukaan rekening-rekening tersebut

diberitahukan kepada KPKN yang bersangkutan. Di antara bank devisa tersebut ditunjuk sebagai

bank koordinator di samping sebagai bank devisa secara umum. Jadi bank koordinator

mempunyai fungsi rangkap.

Setelah melakukan penyetoran PPN pada bank devisa, importir akan menerima kembali

PIUD dan SSP. Dalam hal impor dengan IPS, importir akan menerima lembar ke-1, lembar ke-2

dan lembar ke-7, SSP lembar ke-2 dan lembar ke-3 beserta dokumen impor lainya. Oleh importir

yang bersangkutan PIUD lembar ke-1 dan lembar ke-2 diserahkan pada Kantor Inspeksi Bea dan

Cukai untuk mengurus pengeluaran barang. Sedangkan untuk impor tanpa IPS importir akan

menerima PIUD lembar ke-2 dan lembar ke-7, SSP lembar ke-2 dan SSP lembar ke-3 beserta

dokumen lainya, oleh importir yang bersangkutan PIUD lembar ke-2 beserta dokumen impor lainya

sebagai dasar untuk pengeluaran barang. Jadi jelas bahwa dalam hal impor, barang tidak akan
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dikeluarkan sebelum semua pungutan atas impor termasuk PPN dilunasi, hal ini ditunjukkan

bahwa PIUD yang telah dibubuhi cap pelunasan impor termasuk PPN telah dilunasi oleh importir

yang bersangkutan. Dokumen PIUD lainnya oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukal didistribusikan

pada pihak-pihak yang akan menerima yaitu PIUD lembar ke-3 untuk Biro Pusat Statislik, lembar

ke-4 untuk Bank Indonesia, lembar ke-5 untuk Bapeksta Keuangan, lembar ke-6 untuk KPP.

Bank devisa yang menerima setoran PPN selanjutnya membukukan pada rekening KPKN

Persepsi PPN. Setiap hari pukul 13.00 kecuali hari Sabtu dan pukul 11.00 hari Sabtu, saldo

rekening Kas Negara Persepsi PPN yang ada pada bank devisa tersebut dilimpahkan ke rekening

Gabungan Kas Negara Persepsi PPN yang ada pada bank koordinator. Dengan dilimpahkannya

rekening KPKN Persepsi PPN pada bank devisa koordinator maka rekening KPKN Persepsi PPN

pada bank devisa yang bersangkutan setiap hari harus menunjukkan saldo nihil sehingga tidak

pernah terjadi pengendapan atas saldo rekening KPKN Persepsi PPN. Bank devisa koordinator

selaku pemegang Rekening Gabungan KPKN Persepsi PPN tentunya menerima limpahan saldo-

saldo rekening KPKN Persepsi PPN dari bank devisa rekannya. Oleh Bank Devisa Koordinator

setiap hari Benin sampai dengan Jum'at pukul 15.00 dan pukul 11.00 pada hari Sabtu

menyampaikan Nota Kredit disertai daftar pengantar dan SSP ke Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara. Setiap hari Jum'at atau Sabtu bila hari Jum'at libur, dan akhir bulan, rekening Gabungan

KPKN Persepsi PPN yang ada pada Bank Devisa Koordinator dipindahkan ke Rekening kas

Negara pada Bank Indonesia atau Bank Tunggal Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pemindahan saldo ini (nota debet) serta rekening Koran yang diterbitkan oleh bank Devisa

Koordinator pemegang rekening Gabungan KPKN Persepsi PPN setaip hari Sabtu dan akhir bulan

selambat-lambatnya pukul 11.00 atau 14.00 bila akhir bulan bukan hari Sabtu harus disampikan

kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan. Dengan adanya

pemindahan saldo ini maka saldo rekening Gabungan KPKN Persepsi PPN yang ada pada Bank
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Koordinator setiap hari Jum'at atau Sabtu bila hari Jum'at libur dan pada akhir bulan menjadi nihil.

Pengendalian atas penerimaan ini tidak diperbolehkan pendebetan apapun kecuali pelimpahan

saldo ke Rekening Gabungan KPKN pada Bank Koordinator/ke Rekening KPKN pada Bank

Tunggal KPKN/Bank Indonesia dan kekeliruan pembukuan. JadI bank devisa dislnl bertindak

sebagal agen pemerintah untuk menerima setoran PPN.

KPKN setelah menerima nota-nota kredit yang disertal daftar pengantar dan SSP meneiiti

kecocokan SSP dengan daftar pengantarnya, apabila sudah cocok dlbukukan.

Selanjutnya SSP yang diterima ditera satu per satu yang kemudlan dibuatkan daftar

pengantar harian. Segi-segi penerimaan pajak (DA.08.01.) dan mengirimkan kepada Kantor

Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah Direktorat Jenderai Pajak.

SSP yang diterima dari KPKN akan diadministrasikan sesuai dengan prosedur yang

berlaku seperti yang telah diuraikan sebelumnya. PIUD yang diterima KPP akan dicocokan dengan

SSP lembar ke-1, apabila sudah cocok lembar ke-1 digunakan sebagal dasar untuk membukukan

pada rekening PKP yang bersangkutan. Di samping itu SSP lebar ke-1 ini nantinya juga

dicocokkan dengan SPT masa dari PKP yang bersangkutan yaitu SSP lembar ke-2 dilampirkan

dalam SPT masa, Jadi pada waktu PKP yang bersangkutan mengisi SPT masa angka yang

tercantum pada kolom PPN impor harus dapat dirinci menurut PIUD, SSP lembar ke-1 maupun

SSP lembar ke-2. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan perlu diteliti lebih lanjut

Pemasukan barang kena pajak kedalam wilayah pabean Indonesia dapat puia melalui

Perum Pos dan Giro. Kiriman atas surat pos dan paket pos yang akan dilaluibeakan dinamakan

kiriman pabean. Kiriman pabean tersebut oleh Direktorat Jenderai Bea dan Cukai dibuatkan

dokumen pencacahan dan pembeaan kiriman pos (PPKP). dalam PPKP dicantumkan besarnya

PPN yang terhutang. Seteiah melakukan setoran PPN yang terhutang pada loket Kantor Pos untuk

rekening kas negara dengan formulir SSP, penerima kiriman pabean baru dapat mengambil
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kiriman pabean tersebuL Hal In! berarti bahwa setlap kiriman pabean hams dlperiksa dan dibayar

iebih dulu pungutan yang terhutang salah satunya PPN sebelum diambil oieh penerlma kiriman

pabean. PPKP dan SSP yang telah diberl cap tanda pelunasan mempakan dokumen yang sah

atas pelunasan pungutan yang terhutang dari kiriman pabean. Dalam PPKP berisi Informasl

penting antara lain Identitas penerlma kiriman pabean, jenis barang, harga barang. Seperti

diketahui bahwa penerlma kiriman pabean dapat orang yang mempunyai NPWP maupun orang

yang tidak mempunyai NPWP. NPWP tersebut harus dicantumkan dalam PPKP, sedang bag!

penerlma kiriman pabean yang tidak memillkl NPWP pada kolom NPWP dlisi angka nol kecuall tiga

digit terakhir karena hal ini menunjukan kode KPP yang berhubungan dengan Kantor Pos dan Giro

yang bertlndak sebagal Pos lalu bea berkedudukan. Pencantuman NPWP ini penting karena hal Ini

berkaltan dengan administrasl dan pengawasan atas PPN yang dipungut BagI yang memillkl

NPWP, pungutan PPN tersebut akan diadministrasikan pada rekening PKP yang bersangkutan,

sedangkan bagi penerlma kiriman pabean yang tidak memillkl NPWP akan dibukukan pada pos

penerlmaan PPN Impor.

Kantor Pos dan Giro melalui Sentral GIro/Sentral Giro Gabungan mengirlmkan laporan

pemungutan dan daftar pengantar SSP ke KPKN, KPKN selanjutnya membukukan pungutan PPN

dan menera SSP lembar ke-1 dengan mesin cash register. Selanjutnya KPKN menglrimkan lembar

ke-1 dengan daftar pengatar ke KPP atau Kanwil DJP. SSP tersebut akan diadministrasikan sesuai

dengan prosedur yang beriaku, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. DIsamping kiriman

pabean yang tidak dilengkapi dengan LPS seperti yang telah dibahas diatas, kiriman pabean yang

dilengkapi dengan LPS diberlakukan ketentuan umum dibidang Impor.

Di samping pungutan PPN impor yang dipungut Bank Devisa atau Perum Pos dan Giro,

PPN Impor dapat pula dipungut melalui Bendaharawan Khusus Penerlma Direktorat Jenderal Bea

dan Cukal. Pemungutan PPN impor melalui Bendaharawan Khusus Penerlma Direktorat Jenderal
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Bea dan Cukai dilakukan sebagai alternatip terakhir apabila pemungutan PPN secara tehnis tidak

memungkinkan melalui Bank Devisa atau Perum Pos dan Giro. Bendaharawan Khusus Penerima

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban memungut, menerima, menyimpan dan

menyetorkan penerimaan PPN ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Rekening Kas

Negara. Penyetoran tersebut dilakukan tap hari dengan menggunakan formulir SSP atas importr.

Atas pungutan PPN impor yang dipungut Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai, bendaharawan yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada KPP ditempat

Kantor Inspeksi Bea dan Cukai berkedudukan yang dilampiri bukt, PIUD, SSP dan segi hitung

jumlah pajak yang dipungut SSP yang diterima harus cocok dengan PIUDnya di samping itu harus

cocok dengan SSP yang diterima dari KPKN yang telah ditera. Atas dasar dokumen yang diterima,

KPP akan mengadministrasikannya sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, sepertt yang

telah diuraikan sebelumnya.

Sepert yang telah diuraikan pada bab II, sistem pengendalian kas mencakup tga hal, yaitu

memelihara saldo kas yang wajar, menyimpan bukt-buktnya dan pengendalian intern terhadap

penerimaan kas dan pengeluaran kas. PPN yang dipungut tentunya berupa kas. Saldo kas yang

ada pada Bank Devisa, Kantor Pos dan Giro dan Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai setap hari harus nihil. Saldo kas (pajak) yang dipungut akan terkumpul

pada rekening Kas Negara pada Bank Tunggal atau Bank Indonesia. Jumlah penerimaan yang

harus terkumpul tdak dibatasi, semakin banyak yang terkumpul semakin baik. Meskipun jumlah

yang terkumpul tdak dibatasi, namun dalam rangka pelaksanaan perencanaan yang telah

ditetapkan terdapat target yang harus dicapai. Antara target dan hasil yang dicapai nantnya dapat

digunakan sebagai pengukuran prestasi.

Bukt-bukt transaksi pemungutan PPN atas impor oleh pihak-pihak yang terkait disimpan

sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing pihak. Bukt-bukt tersebut berguna
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bagi masing-masing pihak sebagai alat bukti bahwa pihak-pihak tersebut telah melaksanakan

tugasnya. Penyimpanan bukti yang balk adalah bukti yang mudah ditemukan kembali bila

diperlukan. Bukti-bukti ini berguna sekali terutama daiam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh

instansi yang melakukan pengawasan.

Pengendalian intern penerimaan PPN atas impor harus dapat mengamankan pajak dari

berbagai macam resiko kerugian. Pungutan PPN atas innpor sedapat-dapatnya dilakukan melalui

Bank Devisa atau Perum Pos dan Giro. Pungutan melalui Bendaharawan Khusus Penerima

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan apabila secara tehnis pungutan melalui Bank Devisa

atau Perum Pos dan Giro tidak dapat dilakukan. Pungutan melalui Bank Devisa dan Perum Pos

dan Giro mempunyai tingkatkeamanan lebih tinggi dibandingkan pungutan melalui Bendaharawan

Khusus Penerima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di samping itu pengendalian yang

mengharuskan bahwa saldo rekening KPKN Persepsi PPN maupun rekening Gabungan KPKN

Persepsi PPN saldonya harus nihil, hal ini untuk mengamankan penerimaan PPN atas impor

bahwa setiap pungutan PPN harus terkumpul pada rekening Bank Koordinator pada hari itu juga.

Dalam sistem pengendalian penerimaan kas, unit yang terlibat yaitu Bagian Order

Penjualan, Bagian Sekretariat, Bagian Kasa, Bagian Piutang, Bagian Jurnal, Buku Besar dan

Laporan. Bagian tersebut masing-masing mempunyai tugas dan wewenang sendiri-sendiii, dan

antara bagian yang satu dengan bagian yang lain terpisah (independen) sedangkan dalam sistem

pengendalian penerimaan PPN atas impor, unit yang terlibat yaitu Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Bank Devisa, Perum Pos dan Giro, Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Direktorat Jenderal Pajak. Unit-unit

yang kaitan dalam sistem pengendalain penerimaan PPN atas impor mempunyai tugas, wewenang

dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Dari sini terlibat jelas adanya pemisahan tanggung jawab

secara fungsional.
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Dalam melaksanakan tugasnya unit-unit tersebut mempunyai prosedur-prosedur tertentu

dalam menangani pemungutan PPN atas impor tersebut Hal ini menunjukkan sistem wewenang

dan prosedur pembukuan yang berguna dalam melakukan pengendalian terhadap pemungutan

PPN atas impor.

Keberhasilan sistem pengendalian penerlmaan PPN atas Impor juga ditentukan oleh

praktik-praktik yang sehat Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian penerimaan PPN

atas impor melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai

dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut Tanpa

adanya ketaatan masing-masing pihak sulit tercapai adanya sistem pengendalian penerimaan

PPN atas impor yang memuaskan.

Pegawai yang cakap juga turut menentukan berhasil atau tidaknya sistem pengendalian

penerimaan PPN atas impor yang disusun. Hal ini berkaitan dengan faktor manusia sebagai orang

yang melaksanakan. Tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian penerimaan

PPN atas impor mempunyai kriteria sendiri-sendiri yang berbeda antara pihak yang satu dengan

pihak yang lain, hal ini tentunya disesuaikan dengan tugas dan kewajiban masing-masing pihak

dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor. Tanpa didukung dengan pegawai yang

mampu melaksanakan sistem dengan balk, sebaik apapun sistem yang disusun dapat

menimbulkan kesalahan-kesalahan. Jadi pegawai yang cakap akan turut menentukan berhasil

tidaknya pelaksanaan pengendalian PPN atas impor.

Pada prinsipnya penerimaan PPN atas impor merupakan penerimaan kas, karena PPN

yang dipungut adalah berupa uang tunai (kas) yang dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan. Seperti yang telah diuraikan pada bab II, diterangkan bahwa dokumen sumber

yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas yaitu faktur, bukti kas masuk dan bukti setor
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bank, sedang dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor dokumen sumber yang

digunakan adalah PIUD dan SSP.

Faktur merupakan dokumen yang berisi informasi yang menyatakan telah terjadinya

transaksi. Faktur yang mengakibatkan adanya penerimaan kas biasanya disebut faktur penjualan.

Dalam faktur penjuaian akan berisi informasi pihak penjual. pihak pembeli, jenis barang, jumlah

barang, spesifikasi, harga satuan dan harga total dari barang yang diperjuaibelikan.

Pemberltahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) merupakan dokumen untuk memasukkan barang ke

dalam daerah pabean Indonesia. Dalam PIUD diterangkan Informasi jenis barang, volume,

spesifikasi barang, pibak penjual (eksportir), negara asal barang, harga barang, besarnya bea

masuk, bea masuk tambahan, besarnya PPN dan atau PPnBm. dari uraian diatas terlihat bahwa

pada hakekatnya antara faktur penjualan dan PIUD mempunyal fungsi yang sama yaitu sebagai

buktl yang menunjukan adanya suatu transaksi yang beraklbat diterima kas. Dl samping PIUD,

dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor juga digunakan dokumen pencacahan

dan pembeaan kiriman pos (PPKP), PPKP digunakan untuk setiap pengiriman BKP yang dikirim

melalui Perum Pos dan Giro. Fungsi dokumen PPKP sama dengan fungsi PIUD.

Dalam sistem pengendalian penerimaan kas pada umumnya digunakan buktl kas masuk

yang memberikan Informasi tanggal diterima, pihak yang membayar, besarnya jumlah uang yang

dibayarkan, jenis pembayaran yang dilakukan sebagai bukti bahwa telah diterima kas. Kemudlan

oleh kasir, kas yang diterima tersebut disetorkan ke bank, formulir yang digunakan untuk

menyetorkan ke bank adalah bukti setor bank. Dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas

impor, untuk menyetorkan PPN yang terhutang digunakan formulir SSP, formulir tersebut berisi

Informasi, identitas wajib pajak. NPWP, alamat yang menyetorkan PPN, jenis pajak yang

disetorkan dalam hal Ini PPN impor, jenis setoran yang dilakukan, tanggal dilakukan penyetoran.

Dari uraian penyetoran diatas terlihat bahwa SSP mempunyal fungsi yang sama dengan bukti kas
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masuk dan bukti setor ke bank. Dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor bukti kas

masuk dan bukti setor ke bank digabung menjadi satu dalam dokumen surat setoran pajak. Jumiah

PPN Impor yang disetorkan harus sesuai dengan jumiah yang tercantum didalam PIUD sehlngga

PIUD yang dllamplri dengan SSP b'dak perlu dibuatkan faktur pajak karena PIUD yang dllamplri

SSP telah dianggap sebagal faktur pajak.

Penetapan tanggung jawab pengelolaan atas PPN impor dilakukan oleh maslng-masing

plhak yang terlibat yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bank Devisa. Perum Pos dan Giro.

Bendaharawan Khusus Peneiima Direktorat Jenderal Bea dan Cukal, Kantor Perbendaharaan dan

Kas Negara dan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kedudukan tugas, wewenang dan

kewajiban masing-maslng. Kas hasil setoran PPN selalu tersimpan pada Bank tunggal/Bank

Indonesia kecuali pungutan PPN atas impor yang melalui Bendaharawan Khusus Penerima

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, inipun setiap hari bendaharawan yang bersangkutan harus

menyetor ke Kas Negara. Setiap penyetoran PPN atas impor selalu dicocokkan antara uang yang

disetorkan dengan SSPnya di samping itu KPKN sebelum membukukan terlebih dahulu

mencocokkan nota kredit yang diterlma, daflar pengantar serta SSP yang dilamplrkan. Setiap hari

saldo rekening KPKN dipindahkan ke rekening Gabungan KPKN yang selanjutnya dipindahkan ke

rekening Bank Tunggal/Bank Indonesia, ini berarti bahwa semua penerimaan PPN disetorkan

pada hari itu juga. Rotasi pegawai berfungsi sebagai pengawasan atas pelaksanaan tugas

pegawai tersebut Rotasi pegawai dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan maslng-masing pihak.

Dalam sistem pengendalian penerimaan kas, Bagian order Penjualan fungsinya adalah

membuat faktur penjualan, sedangkan pada sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor,

PIUD dibuat oleh importir secara lengkap dan benar sebagai dokumen dasar untuk memasukkan

barang ke dalam pabean Indonesia. Bagian Sekretariat yang menerima surat pemberitahuan

mengenai tujuan pembayaran, dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor dilakukan
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oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memberikan persetujuan bayar pada PIUD/PPKP,

Bank Devisa, Perus Pos dan Giro dan Bendaharawan Khusus Penerlma Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai, meneliti kebenaran perhitungan dalam PIUD/PKKP dengan SSPnya. Fungsi Bagian

Kasa diiakukan oleh KPKN, tetapi pada praktiknya dilaksanakan oleh Bank Devisa, Perum Pos dan

Giro serta Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut

dan menen'ma setoran PPN. Setoran tersebutpada akhirnya terkumpul pada rekening KPKN pada

Bank Tunggal KPKN/Bank Indonesia. Jadi fungsi Bank Devisa, Perum Pos dan Giro dan

Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai Kasa

Perantara. Meskipun hanya berfungsi sebagai Kasa Perantara bukan berarti tidak

mengadministrasikan PPN yang dipungutnya, tetapi tetap harus mengadministrasikan PPN

tersebut Sedang Bagian Utang dan Bagian Jurnal, Buku Besar dan Laporan diiakukan oleh

Direktorat Jenderal Pajak cq KPP. KPP akan membukukan pungutan PPN atas impor dan

mencatatpada kartu pengawasan untuk masing-masing importir yang tidak terdaftar sebagai wajib

pajak akan diadministrasikan tersendiri. Adanya informasi importir yang tidak tercatat sebagai

wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengambil

keputusan terhadap importir tersebut misalnya untuk menjaring sebagai wajib pajak baru.

Resiko gagalnya untuk memungut PPN atas barang yang diimpor teijadi bila terdapat

penyelundupan impor barang. Dengan adanya penyelundupan impor barang tersebut negara

sangat dirugikan, karena barang tersebut jelas tidak dikenakan pungutan apapun termasuk PPN.

Untuk memberantas penyelundupan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai sehingga kerugian-keruglan akibat penyelundupan dapat diminimalkan.

4.4 Pembahasan Sistem Pengendalian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilal Non Impor

UU PPN 1984 telah mengatur penyerahan yang dikenakan pajak adalah Penyerahan

Barang Kena Pajak yang diiakukan di daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau
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pekerjaan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP, mempunyai hubungan istimewa dengan

pengusaha yang menghasilkan BKP dan mengimpor BKP, bertlndak sebagai penyaiur utama atau

agen utama dari pengusaha yang menghasilkan BKP dan mengimpor BKP. menjadi pemegang

hak menggunakan paten dan merek dagang dari BKP tersebut dan pengusaha yang menyerahkan

jasa kena pajak. Jenis-jenis jasa yang dikenakan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengusaha yang melakukan kegiatan tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya kepada

Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pengukuhan ini disebut sebagai

otomatis. Sedangkan orang atau badan yang mengekspor barang dan atau menyerahkan Barang

Kena Pajak di daerah pabean kepada PKP dapatmemiiih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Setiap penyerahan BKP dan atau JKP pasti meiibatkan penjual dan pembeii/penerima

jasa. Atas penyerahan tersebut harus dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti

pemungutan pajak yang dibuat pengusaha kena pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

pada saat penyerahan BKP dan atau JKP atau pada saat mengimpor BKP. Pembuatan faktur
9

pajak hanya boleh dilakukan oleh PKP. Faktur pajak ini harus dibuat selambat-lambatnya pada

saat penerlmaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran teijadi sebelum penyerahan

BKP dan atau JKP atau pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau

keseluruhan pekerjaan Jasa Kena Pajak kecuali pembayaran teijadi sebelum akhir bulan

berikutnya, maka faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan

pembayaran. mengingat faktur pajak bukan merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam

SPT masa ataupun harus disampaikan kepada KPP sepanjang fdak diminta, maka pembuatan

faktur pajak semata-mata hanya digunakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dan

tindakan beijaga-jaga bila diperlukan. Apabila faktur pajak merupakan dokumen yang wajib

disampaikan kepada KPP, maka saat yang tepat untuk membuat faktur adalah pada saat

pembuatan faktur penjualan dan disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Masa. Hal ini
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periling karena alas transaksi penyerahan BKP dan atau JKP terutang PPN. Dengan banyaknya

jabatan yang harus diisi tersebut Direktorat Jenderal Pajak dituntut agar dapat menempatkan

pejabat yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang menjadi wewenang dan

tanggung jawabnya. Kemampuan pejabat dalam melaksanakan tugasnya tersebut akan sangat

mempengaruhi berhasi! t'daknya Direktorat Jenderal Pajak dalam usahanya mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk menempatkan pejabat

yang tepat

Direktorat Jenderal Pajak sangat berkepentingan atas informasi PPN yang harus

disetorkan. Sayang sekali sampai dengan saatlnl atas transaksi yang PPNnya dipungutoleh PKP,

Direktorat Jenderal Pajak tidak mendapatkan tembusan faktur pajak.

Faktur pajak dibuat sekurang-kurangnya 2 lembar, lembar ke-1 untuk pembeli/penerima

JKP sebagai bukti pajak masukan, lembar ke-2 untuk penjual sebagai bukti pajak keluaran. Faktur

pajak sebelum digunakan terlebih dahulu didaftarkan pada KPP untuk mendapatkan nomor seri.

Nomor seri faktur pajak terdiri tujuh digit, dua digit pertama, seri yang diberikan oleh KPP, lima digit

lainya diberi angka 0001 sampai dengan angka 99999.

Faktur pajak yang digunakan masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang diuraikan

di bawah ini.

Pertama, NPWP dari pembeli/penerima JKP sering kali tidak dioantumkan, hal ini jelas

menyalahi ketentuan yang beiiaku, tetapi penyimpangan ini mendapat tolenransi dari Direktorat

Jenderal Pajak. Pemberian toleransi ini merupakan kelemahan dari Direktorat Jenderal Pajak yang

tidak melakukan penegakan hukum dengan baik. Harus diakui bahwa pembeli/peneiima JKP

dapat orang yang mempunyai NPWP maupun orang yang tidak mempunyai NPWP. Penyerahan

kepada orang yang tidak mempunyai NPWP, kolom NPWP tidak perlu diisi, tetapi penyerahan

kepada orang yang memiliki NPWP dan badan usaha sudah seharusnya dioantumkan NPWPnya.
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Orang yang memiliki NPWP atau badan usaha yang menolak untuk dicantumkan NPWPnya sudah

sepantasnya diberikan sanksi denda yang sebesarnya sama dengan denda yang harus dipikul

oleh PKP penjual dan orang atau badan tersebut patut dicurigai sebagai wajib pajak yang beritikat

tidak baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pencantuman NPWP dari pembeli atau

penerima jasa akan memberikan informasi bahwa pembeli/penerima JKP telah terdaftar sebagai

wajib pajak, apabila beium maka informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menjaring

wajib pajak baru.

Kedua, faktur pajak hanya dibuat dua lembar, kecuaii yang diatur khusus. Satu lembar

untuk penjual. satu lembar untuk pembeli/penerima jasa, dengan demikian KPP tidak mendapat

tembusan faktur pajak. kecuaii yang diatur khusus. PKP penjual akan menyampaikan laporan

pemungutan pajak dalam SPT masa pos pajak keluaran. Pajak keluaran ini didukung dengan

daflar pajak keluaran yang berisi rincian faktur pajak yang dilaporkan, rincian faktut pajak harus

sesuai dengan register nomor seri faktur pajak yang telah terdaftar. Verifikasi yang dilakukan

kurang dapat mengetahui nilai PPN yang seharunya disetorkan mengingat masih ada

kemungkinan faktur pajak yang tidak dilaporkan. Prosedur ini dapat diperbaiki dengan prosedur

yang akan dibahas kemudian.

Ketiga, PKP pembeli akan melaporkan pajak masukan kepada KPP tempat PKP yang

bersangkutan terdaftar. Mengingat faktur pajak tidak disampaikan kepada KPP, maka KPP tidak

memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan verifikasi atas pajak masukan yang dapat

dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan baik. Dengan demikian

verifikasi yang dilakukan kurang dapat diandalkan. Di samping itu sesuai dengan SE-45/PJ.3/1988

pemisahan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat

dikreditkan diserahkan kepada PKP yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan

sistem perpajakan, meskipun daiam menghitung PPN yang terutang dihitung sendiri oleh PKP

76



sistem perpajakan, meskipun dalam menghitung PPN yang terutang dihitung sendiri oleh PKP

yang bersangkutan, tetapi penghitungannya tetap berdasarkan peraturan perpajakan yang

berlaku. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yaitu , pertama, pajak masukan atas

pembelian barang atau penerimaan jasa sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi pengusaha

kena pajak. Pengusaha yang belum dikukuhkan t'dak diperbolehkan untuk mengkreditkan pajak

masukan. kedua, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang telah dibayar

untuk penyerahan kena pajak sehingga untuk penyerahan tidak kena pajak tidak boleh dikreditkan,

ketiga, pajak masukan atas pembelian barang dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai

hubungan langsung dengan proses menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,

keempat, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep,

station wagon, van dan kombi, kelima, pajak masukan yang mendapat fasilitas penangguhan,

penundaan, PPN ditanggung pemerintah dan PPN yang mendapat pengecualian lainya. Apabila

dalam melakukan verifikasi atas pajak masukan yang dapat dikreditkan memenuhi salah satu

kriteria yang telah disebutkan sebelumnya maka pajak masukan tersebut harus dipindahkan pada

pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini penting karena akan digunakan untuk

menetapkan PPN yang harus disetorkan.

Penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemerintah harus dipungut PPN. PKP sebagai

penjual sedangkan pemerintah bertindak sebagai pembeli/penerima jasa. Pemungutan PPN atas

penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemerintah seharusnya dilakukan oleh PKP selaku

penjual. Sesuai dengan Keppres 56 tahun 1988, tata cara pemungutan atas penyerahan BKP dan

atau JKP kepada pemerintah diubah menjadi Pemerintah yang memungut PPN. Dasar

pertimbangan pengeluaran kebijaksanaan ini akan diuraikan berikut ini.

Pertama, masih terdapat PKP rekanan Pemerintah yang dipandang belum dapat

melakukan sendiri perhitungan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPN sebagaimana
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ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 berserta peraturan pelaksanaannya.

Pengertian ini dapat dijelaskan dengan contoh berikut ini. Misalnya PKP A menyerahkan JKP

senilai 10.000.000, PKP A memungut PPN sebesar 10%x10.000.000 = 1.000.000. Jumlah

pembayaran yang diterima oleh PKP A adalah sebesar 11.000.000 tetapi yang 1.000.000 harus

disetorkan kembali ke Kas Negara. Dalam kenyataannya pungutan PPN tersebut ada yang lidak

dipertimbangkan, disertorkan serta dllaporkan kepada KPP akibatnya Pemerintah dimgikan. Untuk

memperbalki keiemahan ini maka diatur bahwa setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada

Pemerintah, maka pemungutan PPN dilakukan oleh Pemerintah.

Kedua, pengailhan pemungutan PPN dari PKP kepada Pemerintah dilakukan dalam

rangka pengamanan penerimaan negara serta untuk memberlkan pemblnaan guna menlngkatkan

kepatuhan PKP untuk memasukkan SPT Masa PPN dengan tertib serta menlngkatkan kewajiban

perpajakannya. Hal ini tidak akan mengurangi hak PKP menglngat PPN atas penyerahan BKP dan

atau JKP kepada Pemerintah dapat diperhltungkan pada SPT Masa PPN PKP yang bersangkutan,

yaltu pada pos Pajak Keluaran dipungutoleh Instansi/badan yang ditunjuk.

Atas dasar pertlmbangan tersebut dl atas, menglngat PPN merupakan sumber

penerimaan negara maka dikeluarkanlah Keppres 56 tahun 1988 yang menunjuk badan-badan

tertentu guna memungut PPN atas penyerahan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada PKP

rekanan Pemerintah. Jadi dalam pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah telah terkandung

unsur PPN, PPN tersebut harus dipungut dan disetorkan ke Kas Negara. Pemungutan ini

dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat, Daerah TIngkat I dan Daerah TIngkat II, Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara dan Badan-badan tertentu, (Pertamlna, Kontraktor-kontraktor

BagI hasll dan Kontrak Karya dl bidang MInyak dan gas BumI dan Pertambangan Umum lalnya,

badan Usaha Mlllk Negara dan Daerah, Bank Pemerintah dan Bank pembangunan Daerah).
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jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan sudah termasuk PPN sehingga pajak

yang dipungut adalah 10/110 x jumlah pembayaran. TIdak semua pembayaran yang dilakukan

oleh Bendaharawan dipungut PPN, pembayaran yang tidak dipungut adalah:

1. Pembayaran yang jumlah t'dak meleblhi 500.000 yang tidak merupakan pembayaran

yang terpecah-pecah.

2. Pembayaran untuk pembebasan tanah.

3. Pembayaran atas penyerahan BKP yang PPN nya ditanggung Pemerlntah.

4. Pembayaran atas penyerahan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamlna.

6. Pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh perusahaan Perumtel.

7. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

penerbangan.

8. Pembayaran lain untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut Undang-undang

PPN 1984 tidak terutang PPN.

Pengecualian yang telah disebutkan di atas semata-mata untuk menegakkan tugas dan

tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terdapat pemungutan ganda.

Pada waktu menagih, PKP yang bersangkutan membuat Faktur Pajak dan SSP atas nama

dan NPWP dari PKP yang bersangkutan. Faktur Pajak lembar ke-3 akan diterima oleh KPP

sebagai bahan untuk melakukan pengawasan pada PKP hal ini dikarenakan dalam SPT Masa,

pungutan PPN eks Keppres 56 tahun 1988 sebagai pajak keluaran akan diperhitungkan kembali,

sehingga angka yang tercantum dalam PPN yang dipungut oleh Badan /Instansi yang ditunjuk

harus dapatdirinci berdasarkan Faktur Pajak lembar ke-3.

Atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendaharawan, Bendaharawan yang

bersangkutan membuat laporan pemungutan PPN yang antara lain ditujukan kepada KPP yang

dilampiri faktur pajak. Laporan tersebut harus cocok dengan faktur pajak yang dilampirkan.
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sehingga angka yang tercantum dalam PPN yang dipungut oleh Badan /Instansi yang ditunjuk

harus dapat dirinci berdasarkan Faktur Pajak lembar ke-3.

Atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendaharawan, Bendaharawan yang

bersangkutan membuat laporan pemungutan PPN yang antara lain ditujukan kepada KPP yang

dllampiri faktur pajak. Laporan tersebut harus cocok dengan faktur pajak yang dilampirkan.

Penyetoran PPN dilakukan oleh Bendaharawan tetapl dalam SSP tetap atas nama PKP

yang bersangkutan. Atas penyetoran PPN yang telah dilakukan , KPP akan menerima dua SSP

yaltu lembar ke-1 yang diterima melalui KPKN dan lembar ke-2 yang dilampirkan dalam SPT Masa

PPN PKP yang bersangkutan. SSP lembar ke-1 sebagai dasar untuk melakukan pembukuan dan

pengawasan pada PKP yang bersangkutan. Antara SSP lembar ke-1 dan SSP lembar ke-2 harus

sama persis, kata-kata dan tulisan yang tertulis dalam SSP tersebuL Apabila terdapat

ketldaksamaan ini berarti teijadi pemalsuan SSP. Di samping itu SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2

harus cocok dengan faktur pajak lembar ke-3 dan juga SPT Masa PKP yang bersangkutan pada

Pos Pajak Keluaran yang dipungut oleh Badan/lnstansi pemungut harus dapat dirinci berdasarkan

faktur pajak, SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2.

Faktur Pajak dan SSP yang diterima, apabila PKP yang tercantum dalam dokumen

tersebut tidak terdaftar pada KPP penerima, maka dokumen tersebut harus disalurkan pada KPP

yeng berhak. Apabila prosedur ini tidak jalan maka KPP tempat PKP terdaftar tidak dapat

menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Anggapan adanya PPN yang dipungut oleh Bendaharawan tidak akan disetorkan oleh

Bendaharawan adalah tidak benar seluruhnya, meskipun kemungkinan tersebut ada, tetapi

Bendaharawan mendapat pengendalian berlapis-lapis yaitu pertama, KPKN wajib menyampaikan

daftar Bendaharawan dan perubahannya yang berada dalam wilayah KPP setempat Dengan

adanya laporan KPKN tersebut KPP akan mengetahui Bendaharawan yang ada di wilayah
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kelalaian Bendaharawan untuk melaksanakan tugasnya, kelima, pengawasaan melekat yang

dilakukan oleh atasan langsung Bendaharawan, keenam, pemeriksaan oleh pihak ekstern seperti

BPKP, BPK, Inspektorat jenderal Departemen, Inspektorat Wilayah Propinsi dan Inspekstorat

Wilayah Kabupaten Kotamadya akan turutmengendalikan tindakan Bendaharawan.

Tagihan atas penyerahan BKP dan atau JKP seringkali diajukan langsung kepada KPKN.

daiam tagihan tersebut sudah termasuk pajak sehlngga yang dipungut adalah 10/110 x jumlah

pembayaran. Pada waktu menagih, atas penyerahan BKP dan atau JKP tersebut oleh PKP yang

bersangkutan dibuatkan faktur pajak dan SSP atas nama PKP sendiri, tetapi penandatanganan

dilakukan oleh KPKN sebagai penyetor atas nama wajib pajak. Setiap hail KPP akan menerima

faktur lembar ke-3 yang dikirim oleh KPKN. Faktur Pajak dan SSP tersebut telah diberi tanggal

advis SPM. Faktur Pajak dan SSP tersebut harus cocok, baik mengenai identitas PKP maupun

jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan. Di samping itu PKP yang bersangkutan diwajibkan

untuk menyampaikan SPT Masa yang antara lain harus melampirkan SSP lembar ke-2. Dalam

SPT tersebut angka yang tercantum pada pajak keluaran yang dipungut oleh Badan/instansi

pemungut pajak hatus dapat dirinci berdasarkan Faktur Pajak, SSP lembar ke-1 dan SSP lembar

ke-2. Apabila terdapat ketidakcocokan hal ini harus ditelit lebih lanjuL Di samping itu antara SSP

lembar ke-1 dan SSP lembar ke-2 harus sama persis, apabila terdapat perbedaan hal ini telah

menunjukkan adanya penyimpangan.

Badan-badan tertentu yang melakukan pembayaran atas tagihan PKP yang menyerahkan

BKP dan atau JKP wajib untuk memungut dan menyetorkan PPN dengan cara memotong

langsung atas pembayaran yang dilakukan. Pembayaran yang dilakukan oleh Badan-badan

tertentu kepada PKP telah termasuk pajak sehingga PPN yang harus dipungut 10/110 x jumlah

pembayaran. /Vpabila teijadi penyerahan BKP dan JKP di antara Badan-badan tertentu, hal ini

berlaku ketentuan BKP dan atau JKP. Meskipun atas pembayaran yang dilakukan oleh Badan-
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Badan-badan tertentu yang melakukan pembayaran atas tagihan PKP yang menyerahkan

BKP dan atau JKP wajib untuk memungut dan menyetorkan PPN dengan cara memotong

langsung atas pembayaran yang dilakukan. Pembayaran yang dilakukan oleh Badan-badan

tertentu kepada PKP telah termasuk pajak sehingga PPN yang harus dipungut 10/110 x jumlah

pembayaran. Apabila terjadi penyerahan BKP dan JKP di antara Badan-badan tertentu, hal ini

berlaku ketentuan BKP dan atau JKP. Meskipun atas pembayaran yang dilakukan oleh Badan-

badan tentu harus dipungut PPN tetapi ada pembayaran yang dikecuaiikan seperti yang telah

dibahas pada pemungutan PPN oleh Bendaharawan.

Atas pemungutan yang dilakukan, Badan-badan tertentu menyampaikan laporan

pemungutan PPN kepada KPP dengan dilampiii faktur pajak lembar ke-3, di samping itu KPP juga

akan menerima SSP lembar ke-1 dari KPKN. Antara faktur pajak dan SSP tersebut harus cocok

balk mengenai identitas PKP maupun PPN yang disetorkan. Faktur pajak dan SSP yang diterima

oleh KPP, tetapi PKP yang bersangkutan tidak terdaftar pada KPP penerima, maka faktur pajak

dan SSP harus dikirlmkan kepada KPP yang berhak. Hal ini sebagai dasar untuk mengawasi PKP

yang bersangkutan. Angka yang tercantum dalam SPT Masa PPN pos pajak keluaran yang

dipungut oleh Badan/instansi pemungut pajak harus dapat dirinci berdasarkan faktur pajak, SSP

kembar ke-1 dan SSP lembar ke-2. Apabila terdapat ketidakcocokan maka hal ini telah teijadi

penyimpangan yang harus mendapatpenelitian lebih lanjuL

Formulir SSP yang digunakan untuk menyetorkan PPN, sesuai dengan Keputusan

Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep. 19/PJ/1990 dibuat dalam rangkap lima lembar yang

didistribusikan, lembar pertama untuk PKP, lembar kedua untuk KPP melalui KPKN lembar ketiga

untuk KPP dilampirkan pada SPT, lembar keempat untuk Kantor Penerima Pembayaran, lembar

kelima untuk wajib pungut Penggunaan ini terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan

pungutan eks Keppres 56 tahun 1988, yaitu lembar pertama untuk KPP melalui KPKN, lembar
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kedua dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar ketiga untuk PKP, lembar keempat untuk Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara. Masalah ini telah menimbulkan kebingungan-kebingungan

mengingatSSP dengan format sepeiH eks keppres 56 tahun 1988 tidak dicetak lagi oleh Direktorat

Jenderal Pajak. Menurut pendapat penulis, formulir SSP seperti yang tercantum dalam Keputusan

Direktorat Jenderal Pajak lebih mencerminkan sifat yang dapat dipakal secara umum, sehingga

untuk mengatasi masalah tersebut perlu kiranya dllakukan penyempurnaan/revisi atas lampiran

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1287/KMK.04/1988, Nomor 1288/KMK.04/1988 dan Nomor

1289/KMK.04/1988 perihal penggunaan SSP.

Anggapan yang berpendapat bahwa pelaksanaan Keppres 56 tahun 1988 mengurangi

hak Pengusaha Kena Pajak adalah tIdak benar seluruhnya. Hal inl karena PKP dapat

memperhitungkan PPN yang dipungut Badan/lnstansi pemungutan dalam SPT Masa. Satu-satunya

hak yang hllang adalah hal untuk memungut PPN, perlu dlingat bahwa Pemerintah mempunyai

wewenang untuk mengatur tata cara pemungutan dan Pemerintah mempunyai kepentlngan untuk

mengamankan penerimaan PPN dan menekan kebocoran penerimaan PPN. Kalau ada

pengusaha yang merasa diruglkan dengan adanya pelaksanaan Keppres 56 tahun 1988, hal ini

memang benar, karena dengan adanya pelaksanaan, tersebut dia tidak dapat lagI menggelapkan

PPN yang seharusnya disetorkan.

Pengamanan atas penerimaan PPN yang telah diterima sudah cukup memadal, hal ini

dikarenakan penyetoran PPN yang terutang disetorkan langsung ke KPKN atau rekening KPKN

PersepsI PPN pada bank persepsi yang ditunjuk, sehingga dalam sistem pengendalian

penerimaan PPN non impor tidak terdapat bendaharawan khusus penerlma.

Sistem pengendalian PPN non impor yang dipungut oleh PKP belum dapat

memaksimalkan penerimaan PPN karena setiap transaksi penyerahan BKP atau JKP sudah past!

terutang pajak dan harus dibuatkan faktur pajak, tetapi atas transaksi ini, Direktorat Jenderal Pajak
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tidak mendapat tembusan faktur pajak, sedangkan untuk yang dipungut oleh Badan/instansi

pemungut paja cukup kuat karena pihak pemungut adalah Pemerintah sendiri.

Sistem pengendalian penerimaan PPN non impor pada praktiknya telah memisahkan

tanggung jawab fungsional dari unit-unit yang terlibat, yaltu Direktorat Jenderal Pajak berfungsi

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemungutan PPN, KPKN berfungsi sebagai

Kasa dan wajib pungut, Bank Persepsi sebagai perantara, Bendarahwan dan Badan-badan

tertentu sebagai wajib pungut Pemisahan tanggung jawab fungsional tersebuttentunya dilengkapi

sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang beriaku bagi unit-unit yang terlibat ini aiUnya

unit-unit yang terlibat harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur dan

kewenangannya yang dimiliki dengan praktik-praktik yang sehat Tanpa adanya praktik-praktik

yang sehat sistem pengendalian yang disusun tidak akan berguna. Di samping itu pegawai yang

cakap juga akan mempengaruhi keberhasilan sistem yang disusun. Pegawai sebagai orang yang

melaksanakan sistem, pegawai yang tidak mampu akan menghambat keberhasilan sistem yang

disusun. Unit-unit yang terlibat dalam sistem pengendalian penerimaan PPN non impor tentunya

memiliki kriteria-kriteria tersendiri dalam menentukan pegawai yang dipandang mampu untuk

melaksanakan sistem.

Pemeliharaan saldo yang wajar dalam sistem pengendalian penerimaan PPN non impor

adalah saldo sampai dengan sepuluh hari keija sejak dilakukan pembayaran tagihan, saldo

penerimaan PPN yang terkumpul pada Badan-badan tertentu sampai dengan hari kesepuluh

setelah bulan teijadi pembayaran tagihan, sedangkan saldo penerimaan PPN yang disetor ke bank

persepsi adalah saldo yang terkumpul sampai dengan pukul 13.00 setiap hari Senin sampai

dengan Jum'atdan pukul 11.00 pada hari Sabtu. Penyimpanan bukti-bukti transaksi dalam sistem

pengendalian penerimaan PPN non impor, masing-masing pihak mempunyai kebijaksanaan
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sendiri-sendili dalam mengarsipakan bukti transaksi. Bukti Ini sangat membantu pemeriksaan yang

dilakukan oleh pemeriksa.

Pada prinsipnya penerimaan PPN non impor merupakan penerimaan kas karena PPN

yang dipungut adalah berupa uang tunai (kas) yang dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan. Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian penerimaan kas

yaitu faktur penjualan, bukti kas masuk dan bukti setor ke bank, sedang dalam sistem

pengendalian penerimaan PPN non impor adalah faktur pajak dan SSP.

Faktur merupakan dokumen yang berisi informasi yang menyatakan telah teijadinya suatu

transaksi. Faktur yang mengakibatkan adanya penerimaan kas biasanya disebut faktur penjualan.

Dalam faktur penjualan akan berisi informasi pihak penjual, pihak pembeli, jenis barang, jumlah

barang, spesifikasi, harga satuan dan harga total dari barang yang dipeijualbelikan. Faktur pajak

merupakan bukti bahwa PKP telah memungut PPN atas BKP dan atau JKP yang diserahkan.

Dalam faktur pajak diterangkan identitas penjual. identitas pembeli, jenis BKP/JKP, harga satuan

dan harga total. Dari uraian diatas terlihat bahwa pada hakekatnya antara faktur penjualan dan

faktur pajak mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai bukti yang menunjukkan adanya suatu

transaksi yang akan berakibatditerimanya kas.

Dalam sistem pengendalian penerimaan kas pada umumnya digunakan kas masuk yang

memberikan informasi tanggal kas diterima, pihak yang membayar, besarnya jumlah uang yang

dibayarkan, jenis pembayaran yang dilakukan sebagai bukti bahwa telah diterima kas. Kemudian

kas yang diterima oleh kasir disetorkan ke bank, formulir yang digunakan untuk menyetorkan ke

bank adalah bukti setor bank. Dalam sistem pengendalian penerimaan PPN non impor, untuk

menyetorkan PPN yang terutang digunakan formulir surat setoran pajak (SSP). Formulir tersebut

berisi identitas wajib pajak, NPWP, alamat yang menyetorkan PPN, jenis pajak yang disetorkan

dalam hal ini PPN, jenis setoran yang dilakukan, tanggal yang dilakukan. Dari uraian diatas terlihat
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bahwa SSP mempunyai fungsi yang sama dengan bukti kas masuk dan bukti setor ke bank. Dalam

sistem pengendalian penerimaan PPN non impor, bukti kas masuk dan setor ke bank digabung

menjadi satu dalam dokumen surat setoran pajak.

Penetapan tanggung jawab pengelolaan PPN non impor dilakukan oleh masing-masing

unit yang terkalt yaitu Direktrat Jenderal Pajak, KPKN, Bank PersepsI, Badan-badan/instansi

pemungut pajak sesual dengan kedudukan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing.

Kas hasil setoran PPN selalu tersimpan pada bank tunggal KPKN/Bank Indonesia. Setiap

penyetoran PPN selalu dicocokkan antara uang yang disetorkan dengan SSPnya, di samping itu

KPKN sebelum membukukan terlebih dahulu mencocokkan nota kredit yang diterima dengan

daftar pengantar serta SSP yang dilampirkan. Setiap hari saldo rekening KPKN Persepsi PPN

dipindahkan ke rekening Gabungan KPKN Persepsi PPN yang pada akhirnya akan terkumpul

pada rekening Bank Tunggal KPKN/Bank Indonesia, ini berarti bahwa semua penerimaan PPN

yang diterima oieh bank persepsi disetorkan setiap hari. Sedangkan penyetoran PPN yang

dipungut oleh Bendaharawan dilakukan selambat-lambatnya sepuluh hari setelah pembayaran

tagihan dilakukan, meskipun penyetoran tidak dilakukan setiap hari, tetapi hal ini tetap

mencerminkan adanya pengendalian yang memadai, mengingat belum tentu bendaharawan setiap

hari melakukan pembayaran yang harus dipungut PPN. Sedangkan penyetoran yang dipungut

oleh KPKN secara otomatis dikurangkan dari SPM yang diterbitkanya, ini berati KPKN

menyetorkan PPN yang dipungut setiap kali penerbitan SPM dan secara otomatis menyetorkan ke

Kas Negara. Penyetoran PPN yang dipungut oleh Badan-badan tertentu dilakukan selambat-

lambatnya sepuluh hari setelah bulan terjadlnya pembayaran tagihan. Rotasi pegawai dapat

digunakan sebagai alat untuk penyegaran dan juga alat guna mengawasi pelaksanaan tugas

pegawai tersebut Rotasi pegawai dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing unit
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Dalam sistem pengendalian penerimaan kas, Bagian Order Penjualan fungsinya adalah

membuat faktur penjualan, sedangkan pada sistem pengendalian penerimaan PPN non impor,

faktur pajak dibuat sendiri oleh PKP yang bersangkutan kemudian dilaporkan kepada KPP melalui

SPT Masa PPN. Bagian Sekretariat yang menerima surat dari debitur yang berisi cek dan surat

pemberitahuan mengenai tujuan pembayaran, dalam sistem pengendalian penerimaan PPN non

impor dilakukan oleh KPP yang menerima SPT Masa PKP yang bersangkutan dan SSP yang

diterima melalui KPKN. Fungsi Bagian Kasa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara, sedangkan Bank Persepsi berfungsi sebagai Kasa sementara. Sedangkan Bagian Utang

dan Bagian Jurnal, Buku Besar dan Laporan dilakukan oleh KPP. KPP akan membukukan PPN

dan mencatat pada kartu pengawasan untuk masing-masing PKP.

Resiko gagalnya memungut PPN non impor terjadi bila Badan-badan/instansi yang

ditunjuk untuk memungut PPN ini melalaikan kewajiban untuk memungut PPN atas pembayaran

dilakukan. mengingat Badan-badan/instansi yang ditunjuk untuk memungut pajak masih tergolong

aparat Pemerintah, maka sanksi atas kelalaian yang dilakukn disesuaikan dengan peraturan yang

berlaku bag! masing-masing unit

Di samping itu gagalnya memungut PPN dapat pula disebabkan karena penyerahan BKP

dan atau JKP oleh PKP yang bersangkutan tidak dipungut PPN, atau dipungut PPN tetapi PPN

tersebuttidak masuk ke Kas Negara. Mengingat PKP tersebut tidak melaporkannya sebagai pajak

keluaran, atau dengan jalan membuat faktur pajak palsu atas pajak masukan. Untuk mencegah

masalah ini, dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pemungutan yang berlaku, yaitu faktur

pajak dibuat dalam rangkap tiga lembar yang didistribusikan sebagai berikut:

Lembar ke-1 untuk PKP pembeli/penerima jasa

Lembar ke-2 untuk PKP penjual

Lembar ke-3 untuk KPP tempat PKP pembeli/penerima jasa terdaftar
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Lembar ke-1 untuk KPP tempat PKP penjual

Lembar ke-2 untuk KPP tempat PKP penjual dan dikembalikan setelah diteliti

kebenarannya

Lembar ke-3 untuk Bapeksta Keuangan

Lembar ke-4 untuk arsip KPP tempat PKP pembeli/penerima jasa terdaftar.

Berdasarkan lembar ke-2 yang diterlma kemball atas faktur pajak yang tidak benar harus

diambil tindakan dan juga diinformasikan kepada Bapeksta Keuangan. Pentingnya Bapeksta

Keuangan memperoleh tembusan daftarini akan dibahas daiam bab IV angka 4.5.

4.5 Pembahasan Sistem Pengendaiian Restitusi PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pajak masukan merupakan pajak yang telah dibayar oleh PKP, sedangkan pajak keluaran

merupakan pajak yang dipungut oleh PKP yang bersangkutan. Pajak Keluaran setelah

diperhitungkan dengan pajak masukan dapat menghasilkan pajak yang kurang dibayar atau pajak

yang lebih dibayar. Pajak yang kurang dibayar terjadi apabila pajak masukan lebih kecll daripada

pajak keluaran pada suatu masa, sellsihnya merupakan jumlah yang harus disetorkan ke Kas

Negara. Pajak lebih bayar terjadi apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran pada

suatu masa, sellsihnya merupakan pajak yang lebih bayar. Jumlah In! dapat dikompensasikan

dengan masa pajak berikutnya, hutang pajak yang lain dimlnta kemball, atau disumbangkan

kepada negara.

Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan dl dalam negerl, meskipun dapat

menghasilkan pajak yang lebih bayar pada suatu masa pajak tetapl pada masa pajak berikutnya

dapat menghasilkan pajak yang kurang dibayar, Hasll inl tentu saja berdasarkan pada prinsip

bahwa nllal penjualan harus senantiasa lebih besar darl pada nllal pembellan kalau pengusaha

tersebut tidak mau rugl. Sehlngga permohonan restitusi unntuk jenis Inl kurang cocok apabila

memlnta pengemballan. lebih balk dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya atau dengan

hutang pajak lalnya.
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dengan masa pajak berikutnya, hutang pajak yang lain dimlnta kemball, atau disumbangkan

kepada negara.

Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan di dalam negeri, mesklpun dapat

menghasilkan pajak yang iebiii bayar pada suatu masa pajak tetapl pada masa pajak berikutnya

dapat menghasilkan pajak yang kurang dibayar, Hasil ini tentu saja berdasarkan pada prinsip

bahwa nilai penjualan harus senantiasa lebih besar dari pada nilai pembelian kalau pengusaha

tersebut t'dak mau rugi. Sehingga permohonan restitusl unntuk jenis ini kurang cocok apabila

meminta pengembalian. lebih baik dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya atau dengan

hutang pajak lainya.

Dengan beriakunya Keppres 56 Tahun 1988 ini berarti bahwa PKP telah melakukan

penyetoran terlebih dahulu PPN yang terutang, apabila setelah diperhitungkan dengan pajak

masukan dan pajak keluaran lainya ternyata masih menghasilkan pajak yang lebih bayar, maka

PKP yang bersangkutan dapat meminta kembali atau mengkompensasikanya dengan masa pajak

berikutnya atau dengan hutang pajak yang lain atau disumbangkan kepada negara.

Seperti yang telah disinggung terdahulu bahwa Indonesia dalam sistem PPN menganut

Destination Principle, sehingga atas ekspor barang dipungut PPN sebesar 0%. Pengusaha yang

bergerak dalam bidang ekspor senantiasa memiliki pajak keluaran nol, berapapun besarnya nilai

ekspor pasti akan menghasilkan pajak keluaran nol. Untuk menghasilkan barang ekspor tersebut

pengusaha tersebut tentunya telah membayar pajak masukan pada waktu pengusaha tersebut

memperoleh barang atau memperoleh bahan untuk menghasilkan barang ekpsor tersebut.

Dengan demikian bagi eksportir selalu terjadi pajak masukan lebih besar dari pajak keluarannya,

sehingga atas PPN yang lebih bayar ini dapat dikompensasikan dengan hutang pajak yang lain,

diminta kembali atau disumbangkan kepada negara.
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PKP yang menghentikan atau membubarkan usaha bisa tetjadi dalam SPT Masa pada

waktu pembubaran usaha memiliki pajak yang lebih bayar. Pada waktu perusahaan tersebut

nnenghentikan usahanya atau membubarkan usahanya, tentunya perusahaan tersebut masih

mempunyai saldo pajak masukan yang telah dibayar, setelah diperhitungkan dengan pajak

keluarannya bisa saja pajak masukannya masih lebih besar dari pajak keluaran. Pajak yang lebih

bayar ini dapat diminta kembali, dikompensasikan dengan hutang pajak lainnya atau

disumbangkan kepada negara.

PKP diwajibkan menyampaikan SPT Masa, SPT Masa pernyataan PKP dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dalam SPT Masa tersebut PKP dapat

menyatakan bahwa PKP telah lebih membayar PPN. Pernyataan lebih bayar dari PKP yang

tercantum dalam SPT Masa harus diteliti oleh KPP. Sepanjang KPP tidak dapat membuktikan lain

maka SPT tersebut menjadi suatu ketetapan pajak dan atas pajak yang lebih bayar wajib

diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Untuk memperoleh pembayaran kembali atas pajak yang lebih bayar PKP diwajibkan

unutk meng^'ukan permohonan kepada KPP. KPP akan melakukan penelitian dan pemerlksaan

atas permohonan restitusi yang diajukan. Perlu diketahui bahwa KPP harus memberikan suatu

keputusan dalam jangka waktu satu bulan atas permohonan restitusi dalam rangka ekspor dan eks

Keppres 56 Tahun 1988 dan dua bulan untuk permohonan selain restitusi ekspor dan eks Keppres

56 Tahun 1988. Disini jelas terlihat adanya batasan waktu agar dapat diambil suatu keputusan

yang tepat

Sistem pengendalian restitusi PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak yang balk hendaknya

dapat menjamin bahwa semua pengambilan pajak dicatat, pembayaran restitusi kepada PKP yang

berhak, pembayaran restitusi setelah diotorisasi pejabat yang berwenang, semua pembayaran

dicatat dalam buku restitusi, menghindari jumlah PPN yang dikembalikan tidak melebihi jumlah
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PPN yang telah dibayar, menghindari pengembalian PPN yang PPNnya tidak pernah dibayar dan

menghindari pengambilan PPN yang seharusnya tidak dikembalikan.

Dokumen yang dilampirkan dalam SPT Masa yaitu Daftar Pajak Keluaran, Daftar Pajak

Masukan yang dapatdikreditkan untuk permohonan restitusi dilampiri faktur pajak dan Daftar pajak

masukan yang tidak dapat dikreditkan. Daftar pajak masukan merupakan rinclan PPN yang telah

dibayar. PPN yang telah dibayar bisa diperoleh dari impor BKP atau pembelian barang/bahan atau

penerimaan jasa lokal. Verifiksai atas PPN masukan barang/bahan yang diimpor seharunya tidak

mendapat kesulitan mengingat Direktorat Jenderal Pajak menerima tembusan PIUD yang telah

dicap lunaskan yang dikirim oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah difiat (disetujui}, dan

juga menerima SSP yang telah ditera oleh KPKN. Verifikasi atas PPN masukan lokal yang perlu

mendapat perhatian dengan seksama. Meskipun daftar pajak masukan dilampiri dengan faktur

pajak, harus dilakukan penelitian untuk menentukan keabsahan faktur pajak dapat ditempuh

prosedur konfirmasi kepada KPP pernerbit Prosedur ini memerlukan waktu, apabila respon

diterima, melebihi dari waktu yang ditentukan untuk menerbiti^an SKKPP maka konfirmasi menjadi

tidak berguna. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka dapat digunakan prosedur seperti yang telah

dibahas dalam bab IV angka 4.4.

Daftar pajak keluaran merupakan rincian PPN yang telah dipungut penyerahan BKP dan

atau JKP dapat dilakukan kepada Pemerintah dan atau penyerahan lokal lainnya maupun ekspor

BKP. Untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada Pemerintah (eks Keppres 56 tahun 1988)

verifikasi pajak keluaran dapat dilakukan dengan mudah mengingat KPP menerima tembusan

faktur pajak dan laporan pemungutan PPN dari Badan-badan pemungut, SSP dari KPKN dan SSP

dari PKP, sehingga bila terdapat ketidakcocokan diantara dokumen-dokumen tersebut pasti telah

terdapat penyimpangan. Verifikasi atas penyerahan lokal perlu mendapat perhatian lebih karena

semua penyerahan lokal harus diiaporkan dalam SPT Masa, verifikasi pajak keluaran ini akan lebih
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dapat diandalkan apabila KPP menerima daftar informasi silang yang sekaligus berfungsi sebagai

daftar konfirmasi. Sedangkan untuk menyakini ekspor yang dilakukan, diwajibkan melampirkan

PEB yang telah dilegalisir. Untuk menyakini kebenaran ekspor akan lebih dapat lebih diandalkan

blla Direktorat Jendaral Pajak memperoleh tembusan PEB yang telah difiat dan Laporan

Pemeriksaan Surveyor yang diterbitkan oleh Surveyor yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Setelah permohonan PKP disetujui kemudian diterbitkan SKKPP. SKKPP setelah

dlperhitungkan dangan hutang pajak yang harus dikompensasikan kemudian diterbitkan SKKPP

dan SPMKP, setelah diteliti oleh pejabat yang berwenang kemudian ditandatangani. SPMKP

berfungsi sebagai cek sekaligus bukti kas keluar. Dengan ditandatanganinya SKPKPP dan SPMKP

berarti pajak lebih bayarsudah disetujui dan dapat diuangkan.

SKPKPP dibuat dalam rangkap 6, lembar ke-1 disampaikan kepada PKP, SPMKP dibuat

dalam rangkap 6. lembar ke-4 disampaikan kepada wajib pajak. Apabila PKP telah menguangkan

SPMKP yang diterimanya, KPP akan menerima kembali SPMKP lembar ke-2 yang dikirm oleh

Bank Pembayar. Tindasan dokumen SKKPP, SKPKPP, SPMKP dan permohonan wajib pajak

digabungkan menjadi satu dinamakan berkas restitusi. Berdasarkan SPMKP yang telah diuangkan

kemudian dicocokkan dengan buku SKPKPP dan SPMKP dan dicatattanggal penguangannya.

Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian restitusi PPN oleh

Direktorat Jenderal Pajak yaitu SKKPP, SKPKPP dan SPMKP. Bila dibandingkan dengan dokumen

sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian pembayaran kas yaitu faktur panjualan dan

bukti kas keluar dapat diuraikan bahwa antara faktur penjualan dengan SKKPP dan SKPKPP

mempunyai fungsi yang sama yaitu kedua-duanya akan mengakibatkan suatu pembayaran, antara

bukti kas keluar dan SPMKP juga mempunyai fungsi yang sama yaitu pembayaran telah dilakukan,

di samping itu SPMKP juga berfungsi sebagai cek yang dapat diuangkan.
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Dalam sistem pengendalian restitusi PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan

pemisahan fungsional yaitu fungsi kasir yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara dan fungsi otorisasi dan administrasi yang dilakukan oleh KPP. Pemisahan hingsi in!

dilengkapi dengan sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang berlaku bagi masing-masing

pihak. Sistem pengendalian restitusi PPN yang disusun akan beijalan dengan baik apabila

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung dengan pegawai yang

cakap. Masing-masing pihak tentu saja mempunyai kriteria sendiri-sendiri dalam menetukan

pegawai yang cakap.

Apabila dibandingkan dengan sistem pengendalian pembayaran kas, maka fungsi Bagian

Utang, Bagian Kartu Persedian, dan Kartu Biaya, Bagian Jurnal, Buku Besar dan Laporan maka

dalam sistem pengendalian restitusi PPN fungsi bagian-bagian tersebut dilaksanakan oleh Kantor

Pelayanan Pajak. Sedangkan fungsi Bagian Kasa dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara yang akan melakukan pembayaran SPMKP, dapat juga dilakukan pada bank yang

ditunjuk, dalam hal ini bank tersebut berfungsi sebagai Kasa perantara.

4.6 Pembahasan Sistem Pengendalian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai oleh

Bapeksta Keuangan

Fungsi pajak di samping untuk memperoleh dana juga untuk mengatur perekonomlan.

Untuk meningkati<an ekspor. Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan kepada produsen

eksporlir/eksportir dengan jalan memberikan pengembalian atau pembayaran pendahuluan atas

pelunasan PPN yang telah dibayar untuk pembelian mesin, bahan dan barang yang digunakan

dalam menghasilkan barang ekspor. Ini berarti bahwa setiap produsen eksportir/eksportir dapat

memperoleh kembali PPN yang telah dibayar sebelum produsen eksportir/eksportir melakukan

ekspor maupun telah mengekspor. Kelancaran pemberian restitusi atau pembayaran pendahuluan

yang dilakukan oleh Pemerintah sangatmembantu produsen eksportir/eksport'r untuk memperkuat
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modal kerjanya, sehlngga ekspor yang dapat dilakukannya menjadi lebih besar. Dengan

meningkatnya ekspor diharapkan devisa yang akan diperoieh semakin banyak, sehlngga dapat

menambah dana yang dapat digunakan untuk membiayal pembangunan. RestitusI PPN yang teiah

dibayar merupakan hak wajib pajak, ha! in! karena untuk ekspor dipungut PPN 0%, sedangkan

seb'ap pembellan mesin, bahan dan barang yang digunakan untuk menghasllkan barang ekspor,

produsen eksport'r/eksporllr teiah membayar pajak masukan. Dengan demlklan setelah produsen

eksport'r/eksport'r mengekspor barang, dia berhak untuk memperoleh restltusl menglngat pajak

masukan akan selalu menunjukkan leblh besar dibandlngkan dengan pajak keluaran. Dl samping

dapat mengajukan permohonan restltusi, sesual dengan kebljaksanaan Pemerintah, produsen

eksportlr/eksportlr dapat mengajukan permohanan untuk memperoleh pembayaran leblh dahulu

atas pelunasan PPN yang teiah dllakukan.

SIstem pengendallan restitusi PPN oleh Bapeksta Keuangan yang efektif hendaknya dapat

menjamin bahwa semua pengemballan dan pembayaran pendahuluan PPN dicatat pembayaran

restltusl dan pembayaran pendahuluan PPN hanya dibayarkan kepada yang berhak, pembayaran

restitusi dan pembayaran pendahuluan dllakukan setelah diotorlsasi oleh pejabat yang berwenang,

jumlah PPN yang dikemballkan/dlbayar leblh dahulu tidak meleblhl PPN yang teiah dibayar,

pengemballan dan pembayaran pendahuluan PPN yang PPNnya tidak pernah dibayar dan

pengemballan dan pembayaran pendahuluan PPN yang seharusnya tidak dikemballkan atau tidak

dllakukan pembayaran leblh dahulu.

Setiap produsen eksportir/eksportir yang mengajukan permohonan pengemballan atau

pembayaran pendahuluan dlwajlbkan untuk memlllkl Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yaltu

nomor yang dlberikan kepada perusahaan yang menerima fasllltas Bapeksta Keuangan dan

merupakan Identitas perusahaan dalam hubungannya dengan Bapeksta Keuangan, dan

pengusaha yang mengajukan NIPER haruslah PKP. Menglngat restitusi PPN dapat pula diajukan
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kepada Direktorat Jenderal Pajak maka sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak memiliki data NIPER

yang diterbitkan oleh Bapeksta Keuangan, hal ini panting karena untuk lebih meningkatkan

pengawasan terhadap PKP yang juga memiliki NIPER, tetapi sayang Direktorat Jenderal Pajak

tidak memiliki data PKP yang juga memiliki NIPER.

Produsen eksportir/eksportir mengajukan permohonan dengan dilampiri dokumen secara

lengkap, atas permohonan ini Bepeksta Keuangan harus memberikan persetujuan atau penolakan

dalam jangka waktu empat belas hari untuk produsen eksportir/eksportir yang telah mengekspor,

dan tujuh hari untuk produsen eksportir/eksportir yang akan melakukan ekspor.

Untuk meyakini ekspor yang telah dilakukan oleh produsen eksportir/eksportir tidak sulit

Sesuai dengan prosedur ekspor yang berlaku, setiap eksportir yang menggunakann fasllitas

Bapeksta Keuangan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh

Pemerintah Indonesia pada waktu mengekspor barang. Hasil pemeriksaan oleh surveyor

dituangkan dalam LPS-E dapat dijadlkan untuk meyakini ekspor di samping PEB yang telah

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukal dan Bill of Leading yang ada jelas bahwa

untuk meyakini ekspor ditujukkan terhadap Pemerintah.

Pajak masukan yang dibayar produsen eksportir/eksportir dapat berasal dari impor

maupun perolehan lokal. Untuk meneliti pajak masukan impor tidaklah sulit mengingat Bapeksta

Keuangan menerima tembusan PIUD yang telah dicaplunaskan oleh penerima penyetoran PPN

dan telah difiat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukal. Untuk perolehan lokal bukti yang

dilampirkan adalah faktur pajak. Seperti diketahui bahwa Bapeksta Keuangan tidak menerima

tembusan faktur pajak atas penyerahan barang/bahan dan jasa yang digunakan untuk

menghasllkan barang ekspor. Pada waktu mengajukan permohonan, produsen eksportir/eksportir

diwajibkan untuk melampirkan faktur pajak. Bapeksta Keuangan mempunyai kepentingan atas

keabsahan faktur pajak. Untuk itu Bapeksta Keuangan menempuh prosedur konfirmasj baik
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kepada Direktorat Jenderal Pajak maupun PKP penjual. Tentu saja prosedur konfirmasi

memerlukan respon, bila respon diterima lebih dari enam puluh had pemeriksaan yang dilakukan

oleh Bapeksta Keuangan, konfirmasi in! menjadi tidak berguna dan hasll pemeriksaan kurang

dapat diandalkan. Lain halnya apabila Bapeksta Keuangan menerima daftar informasi silang dan

KPP seperti yang telah dibahas dalam bab iV angka 4.4, Bapeksta Keuangan mudah

mencocokkan faktur pajak tersebut

Lemahnya prosedur penggunaan faktur pajak, ha! inilah yang paling banyak menimbulkan

manipulasi pembayaran pendahuluan yang dilakukan oleh Bapeksta Keuangan terutama bagi

produsen eksportir/eksportir yang akan melakukan ekspor. Ini berati bahwa produsen

eksportir/eksportir telah menerima uang dari Kas Negara, setelah itu baru akan melakukan ekspor

dan produsen eksportir/eksportir tidak pernah melakukan dan melarikan did.

Produsen eksportir/eksportir diwajibkan untuk mencantumkan pembayaran pendahuluan

atau pengembalian yang diterima dari Bapeksta Keuangan dalam SPT Masa, hal ini harus menjadi

perhatian KPP dalam memverifikasi SPT Masa bagi PKP yang menerima restitusi atau

pembayaran pendahuluan dari Bapeksta Keuangan. Verifikasi yang dilakukan oleh KPP akan lebih

dapat diandalkan apabila KPP menerima informasi silang menyangkut pengembalian atau

pembayaran pendahuluan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan mengingat hubungan antara

Bapeksta Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak masih dilakukan secara manual, lain halnya

apabila sudah dapat dihubungkan dengan komputer melalui sistem on line. Direktorat Jenderal

Pajak berkepentingan terhadap informasi pembayaran pendahuluan/pengembalian PPN yang

dilakukan oleh Bapeksta Keuangan untuk meningkatkan pengawasan terhadap PKP dan untuk

menghindari pemberian restitusi ganda.

PPN yang telah dibayar oleh produsen kontraktor/ kontraktor atas impor barang, bahan

dan peralatan kontruksi untuk memenuhi kebutuhan proyek yang dibiayai dengan bantuan dan
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yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan bea masuk tembahan

serta ditanggung Pemerintah PPN kecuali bahan bakar. bahan pelumas dan peralatan pabrik, sisa

pembuangan (scrap), limbah (waste) dan basil produksl samplngan yang dihasilkan dalam proses

produksl dan bahan asal Impor yang maslh memiliki nilal komerslal.

Dengan adanya Keppres 51 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

84B/KMK.01/1987 semestinya tidak diterbitkan lagi Keputusan Menteri Keuangan Nomor

35/KMK.01/1988 yang mengatur pengembailan PPN, hal Ini menglngat PPN atas impor bahan,

barang dan peralatan kontruski yang digunakan oleh proyek yang dibiayai dengan bantuan dan

atau pinjaman luar negeri PPNnya ditanggung Pemerintah. Ini berati bahwa apabila teijadi

pengembailan PPN atas proyek yang dibiayai dengan bantuan dan atau pinjaman luar negeri

meskipun memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/1988 tetap

merupakan penyimpangan yang mengakibatkan kebocoran keuangan negara. Penyimpangan ini

termasuk pengembailan PPN yang PPNnya tidak pernah dibayar.

Dengan beriakunya dan dilaksanakannya Keppres 51 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 848/KMK.01/1987 seharunya tidak diperiukan lagi sistem pengendalian restitusi

PPN untuk mengembaiikan PPN atas impor bahan, barang dan peralatan yang dilakukan oleh

kontraktor yang melaksanakan proyek yang dibiayai dengan bantuan dan atau pinjaman luar

negeri.

Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian restitusi PPN oleh

Bapeksta Keuangan yaitu Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar dan SSB. Giro Bilyet/Surat Perintah

Bayar merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bapeksta Keuangan yang memerintahkan

kepada Bank Indonesia seiaku pemegang rekening Bapeksta Keuangan kepada rekening

pemohon setelah permohonan disetujui. Jadi fungsi Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar merupakan

dokumen yang akan berakibat suatu pembayaran, fungsi ini sama dengan faktur penjualan.
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Sedangkan SSB merupakan dokumen sebagai bukti telah dikeluarkan kas yaitu setelah dilakukan

pemeriksaan, SSB akan dicap lunas setelah kewajiban produsen eksportir/eksportlr dipenuhl. Di

samping itu Giro Biiyet/Surat Perintah Bayar juga berfungsl sebagai bukti kas keluar.

Dalam sistem pengendalian rest'tusi PPN oleh Bapeksta Keuangan dilakukan pemisahan

fungsional yaitu fungsi Kasir yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pemegang rekening

Bapeksta Keuangan dan fungsi otorisasi dan administrasi dilakukan oleh Bapeksta Keuangan.

Pemisahan fungsi ini dilengkapi dengan sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang berlaku

bagi masing-masing pihak. Sistem pengendalian restitusi PPN yang disusun akan beijalan dengan

baik apabila pihak-pihak yang terkait melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan

wewenang yang dimiliki. Manipulasi ekspor maupun impor dengan dokumen asli tapi ekspor

maupun impor tidak pernah teijadi, menunjukkan adanya praktik-praktik yang tidak sehat Di

samping itu pegawal yang cakap juga turut menentukan berhasil atau tidak sistem pengendalian

yang disusun. Masing-masing pihak tentu saja mempunyai kriteria sendiri-sendiri dalam

menentukan pegawai yang cakap.

Fungsi Bagian Utang, Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya, Bagian Jurnal, Buku

Besar dan Laporan yang ada dalam sistem pengendalian pembayaran kas, dalam sistem

pengendalian restitusi PPN oleh Bapeksta Keuangan fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh

Bapeksta Keuangan. sedangkan fungsi Bagian Kasa dilakukan oleh Bank Indonesia setelah

mendapat Giro Bilyet/Surat Perintah Bayar dari Bapeksta Keuangan.

4.7 Pembahasan Kaitannya antara Sistem Pengendalian Penerimaan PPN dengan Restitusi

Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan PPN oleh Pemerintah terhadap wajib pajak sangat besar dan bermanfaat

sekali bagi pembiayaan pembangunan dewasa ini. Penerimaan PPN ini bisa diperoleh melalui

Impor dan Non Impor.
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Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa PPN dapat dibedakan menjadi Pajak

Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan merupakan pajak yang telah dibayar oleh PKP.

Sedang Pajak Keluaran merupakan pajak yang dipungut oleh PKP. Pajak keluaran setelah

diperhitungkan dengan pajak masukan dapat menghasilkan pajak kurang bayar atau pajak lebih

bayar. Apablla pajak masukan lebih kecll daripada pajak keluaran maka sellsihnya merupakan

pajak yang harus disetor ke Kas Negara. Sedang apablla pajak masukan lebih besar daripada

pajak keluaran maka sellsihnya merupakan pajak yang lebih bayar. Jumlah ini dapat dimintakan

kembali (Restitusi) atau dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya atau dengan hutang

pajak yang lainya atau disumbangkan kepada negara.

Apablla sistem pengendalian intern penerimaan PPN berjalan dengan balk maka akan

berdampak positip balk terhadap perolehan pajak itu sendiri juga balk terhadap pelayanan kepada

wajib pajak yang meminta restitusi PPN serta mempersempit ruang gerak bagi wajib pajak yang

berniatmemanipulasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
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BABV

RANGKUMAN

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu organisasi yang besar dalam jajaran

Departemen Keuangan karena Direktorat Jenderal Pajak membawahi beberapa Direktorat-

direktoratyang tersebar dlwilayah Indonesia. Hal ini tentunya tidak mudah untuk mengawasi tugas

yang dilaksanakan oleh masing-masing Direktorat untuk itu kebutuhan akan sistem informasi yang

menunjang kelancaran organisasinya sangat diperlukan.

Sebagaimana disebutkan oleh Stephen A. Moscove dalam Bab II hal 7 dikatakan bahwa

sistem merupakan satu kesatuan yang terdirl atas bagian-bagian (sub-sistem-sub-sistem) yang

saling terlnteraksi yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari sistem informasi

adalah untuk mengubah kebebasan Informasi akuntansi dan untuk menyajikan catatan-catatan

yang lengkap pertanggung jawaban terhadap perlindungan harta suatu bisnis/organisasi. Informasi

ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak fdak mungkin dilaksanakan sendiri.

Kemampuan dan keterbatasan manusia tentunya menjadi kendala utama, untuk mengatasi hal

tersebut maka dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi beberapa

bagian kegiatan seperti penyuluhan, pemungutan pajak dan lain sebagainya yang pelaksanaannya

dikenakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mana masing-masing KPP mempunyai tugas

dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini mencermikan pengendalian intern yang baik karena

adanya struktur organisasi yang memisahkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Salah satu tugas dari KPP adalah penerimaan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai

(PPN). Sistem administrasi PPN tidak dapat dipisahkan dari sistem administrasi pajak secara
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keseluruhan. Pedoman tersebut merupakan suatu prosedur tata usaha penerimaan pajak maupun

pengembalian pajak yang bertujuan yaitu:

1. Penatausahaan penerimaan pajak;

2. Pengembalian pajak/ pemberian bunga dengan sebenar-benarnya;

3. Pembukuan penerimaan maupun pengembalian pajak/ pemberian bunga secara benar.

Selama Ini sistem administrasi perpajakan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak

untuk membayarkan pajaknya dimana wajib pajak berada, namun wajib pajak harus mendaftarkan

diri pada KPP ditempat wajib pajak bersangkutan berdomisill. Penyetoran PPN oleh Pengusaha

Kena P^'ak (PKP) dapat pula dilakukan pada Bank Persepsi dan Kantor Pos dan Giro yang

ditunjuk maupun Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) dimana saja yang dianggap PKP

mudah dilakukan. Bank Persepsi dan Kantor Pos dan Giro melaporkan jumlah PPN yang diterima

kepada KPKN, selanjutnya KPKN melaporkan kepada KPP/ Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang

dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-2 yang telah ditera.

SSP yang diterima oleh KPP dari KPKN tidak hanya untuk KPP Penerima saja. tetapl juga

dari KPP lain ini terjadi karena PKP diperbolehkan menyetorkan PPN yang terhutang pada Bank

Persepsi, Kantor Pos dan Giro atau KPKN dimana saja, tetapi administrasi dilakukan oleh KPP

tempat PKP terdaflar dan SSP dari PKP yang tidak terdaftar pada KPP yang bersangkutan harus

dikirim pada KPP tempat PKP terdaftar dengan SPh Kirim.

SSP yang diterima oleh KPP bisa juga terdapat SSP yang tidak jelas jenis pajaknya atau

Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP) sehingga SSP jenis ini tidak dapat ditatausahakan di

Seksi PPh, Seksi PPN dan PTLL ataupun Seksi Penagihan dan Verifikasi. SSP ini tentunya

mengurangi tingkat keandalan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kelalaian ini

sebetulnya tidak periu terjadi apabila Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro dan KPKN cermat dalam
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melakukan penyaringan setoran pajak. Apabila fungsi penyaringan ini beijalan dengan baik, dapat

dipastikan tidak akan pemah ada SSP BPP.

Setelah terdapat kejelasan jenis pajaknya dibuatkan Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk

memutakhirkan Penerimaan Pajak. Seperii yang dijelaskan pada Bab III hal 33 point 2 dan 3

sebagai berikut; sebab-sebab tetjadinya Pemindahbukuan antara lain: 2. Adanya kejelasan SSP

yang semula diadministraslkan dalam BPP; 3. Adanya kesalahan dalam mengisi SSP.

Dalam Undang-undang PPN telah diatur bahwa atas Impor Barang Kena Pajak (BKP)

dipungut PPN. Pemungutan PPN atas BKP dikenakan balk barang impor maupun barang produksl

dalam negeri yang menghasilkan BKP dengan perlakuan yang sama/ Netral. Sehlngga keputusan

untuk mengkonsumsi BKP produksl asal Impor dan BKP produksl dalam negeri tidak terpengaruh

karena adanya pungutan PPN tersebut Dalam perdagangan Internaslonal, pengenaan PPN dapat

digunakan dua (2) macam pnnsip : Origin Principle dan Destination Principle. Menurut Origin

Principle, PPN dikenakan dinegara asal tempat BKP yang dllmpor tersebut dihasilkan. Sedang

menurut Destination Principle, PPN dikenakan ditempat BKP tersebut dipakai/ konsumsi. Di

Indonesia menganut Destination Principle. Dalam Undang-undang PPN disebutkan bahwa atas

ekspor dikenakan tarif 0%, ini berarti barang ekspor dari Indonesia belum dikenakan pungutan

PPN. Hed ini dllakukan untuk memberikan keuntungan Indonesia dalam perdagangan Internaslonal

antara lain:

Pertama, barang yang dijual dipasaran Internaslonal mempunyal daya saing yang tinggi

karena barang tersebut tidak mengandung unsur PPN.

Kedua, barang yang dllmpor oleh Indonesia dari negara lain yang menganut prinsip yang

sama, maka dapat dikenakan pungutan PPN atas barang Impor tersebut
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Apabila negara pengekspor t'dak menganut prinsip destination, maka diadakan

penyesualan PPN ditapal batas (Tax Border Adjusment) yaitu dengan jalan negara pengekspor

mengembalikan PPN yag telah dipungutkepada eksportir yang bersangkutan.

Sebagalmana yang dijelaskan dalam Bab III ha! 35 sebagai berikut: Pemungutan PPN

atas Impor barang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menterl Keuangan Noirrar

538/KMK.04/1990 jo Keputusan Bersama DIrektorat Jenderal Anggaran, DIrektorat Jenderal Pajak,

DIrektorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Dlrektur Pos dan Telekomunlkasi No: Kep - 46/2/1989, No

: Kep • 23/PJ/1990. No : Kep - 68/BC/1989. No : 24/Dlne/1989 tanggal 1 Mel 1989, yang

dliaksanakan sebagai berikut:

1. Pemungutan meialul Bank Devlsa;

2. Pemungutan meialul Perum Pos dan Giro;

3. Pemungutan oleh Bendaharawan Khusus DIrektorat Jenderal Penerlma Bea dan Cukal.

Pungutan PPN atas Impor dllakukan oleh Bank Devlsa, Perum Pos dan Giro dan

Bendaharawan Khusus Penerima Bea dan Cukal, pungutan ini merupakan sumber kas bagi

negara yang akan digunakan untuk memblayal pembangunan dl Indonesia.

Dokumen utama yang digunakan dalam sistem pengendallan penerimaan PPN atas Impor

yaltu : PIUD dan SSP. Pungutan PPN oleh Bank Devlsa diawali dengan Importir mengisi PIUD

secara lengkap dan benartermasuk dalam perhltungan PPN yang terhutang. Selanjutnya Importir

menyetorkan PPN yang terhutang dengan SSP beserta dokumen PIUDnya pada Bank Devlsa

yang bersangkutan. Kemudian petugas bank akan meneliti secara selektip dangan data yang ada

lalu jumlah uang yang disetorkan dicocokkan dengan SSPnya, blla sudah cocok dibubuhi nama

dan tandantangan pejabat yang ditunjuk serta di stempel.

Setelah melakukan penyetoran PPN pada Bank Devlsa, Importir akan menerlma kembali

PIUD dan SSP. PIUD lembar ke-1 dan 2 diserahkan ke Kantor Inspeksl Bea dan Cukai untuk
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mengums pengeluaran barang. Dokumen PIUD lainya oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai

didistribusikan pada pihak-pihak yang akan menerima yaitu PIUD lembar ke-3 untuk Biro Pusat

Statistik, lembar ke4 untuk Bank Indonesia, lembar ke-5 untuk Bapeksta Keuangan, lembar ke-6

untuk KPP.

Bank Devlsa yang menerima setoran PPN selanjutnya membukukan pada rekening KPKN

PersepsI PPN. KPKN setelah menerima nota kredit yang disertal dengan daflar pengantar dan

SSP meneliti kecocokkan SSP dengan daftar pengantarnya, apablla cocok dibukukan.

Barang Kena Peyak (BKP) yang melalul Perum Pos dan Giro dinamakan KIriman Pabean.

Atas kiriman pabean oleh DIrektorat Jenderal Bea dan Cukal dibuatkan dokumen Pencacahan dan

Pembeaan KIriman Pos (PPKP), dalam PPKP dicantumkan besarnya PPN yang terhutang. Setelah

melakukan penyetoran PPN yang terhutang untuk rekening kas negara dengan dilampiri SSP,

penerima kiriman pabean dapatmengambil barang tersebut

Kantor Pos dan Giro melalul Sentral Giro menglrimkan laporan pemungutan dan daftar

pengantar SSP ke KPKN. KPKN selanjutnya membukukan pungutan PPN dan menera SSP lembar

ke-1 dengan mesin cash register dan lembar ke4 dengan daftar pengantar ke KPP.

Pungutan PPN dapat pula melalul Bendaharawan Khusus Penerima DIrektorat Jenderal

Bea dan Cukal. Bendaharawan tersebut menyetorkan PPN yang telah dipungutnya ke KPKN

dengan menggunakan formullr SSP atas Impor. Atas pungutan PPN Impor oleh Bendaharawan

yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada KPP tempat Kantor Inspeksi Bea dan Cukal

berkedudukan dengan dilampiri buktl PIUD, SSP dang Segi Hitung jumlah pajak yang dipungut

PPN yang dipungut tentunya berupa kas(pajak), seperti yang dijelaskan pada Bab II hal 20

disebutkan kas merupakan alat ukur yang sangat penting bag! suatu organlsasi dalam melakukan

keglatan. Oleh karena Itu sistem pengendallan kas haruslah dlrancang dengan balk untuk

memperoleh atau menghasllkan informasi serta laporan yang dibutuhkan oleh manajemen dan
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juga hams menghubungkan secara efektif dan efesien dengan sistem yang lain dalam suatu

organisasl. Dalam hal in! pemeliharaan atas saldo yang ada dan aktivltas-aktivitas yang

mempengaruhl saldo kas yaitu penerimaan dan pengeluaran hams diperhatikan dengan balk.

Sebagaimana yang dikemukkan oleh Robinson bahwa sistem pengendallan kas hams mencakup

tiga hal yaitu 1. Memellhara saldo kas yang wajan 2. Menylmpan Bukt'-bukti; 3. Pengendallan

Intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam pengendallan penerimaan kas,

dokumen-dokumen sumber yang digunakan yaitu 1. Faktur; 2. Bukti Kas Masuk; 3. Bukti Kas

Keluar. Sedang dalam sistem pengendallan penerimaan PPN atas Impor dokumen-dokumen

sumber yang digunakan adalah PIUD dan SSP. PIUD mempunyal fungsl yang sama dengan faktur

dan SSP mempunyal fungsl yang sama dengan Bukti kas keluar.

Pengendallan Intem penerimaan PPN atas Impor hams dapat mengamankan pajak dari

berbagal macam kemgian. Dalam pengendallan Intern penerimaan PPN atas Impor, unit-unit yang

terkalt adalah DIrektorat Jenderal Bea dan Cukai, Bank Devlsa, Perum Pos dan Giro,

Bendaharawan Khusus Penerima DIrektorat Jenderal Bea dan Cukal, KPKN dan DIrektorat

Jenderal Pajak. Dalam menjalankan tugasnya maslng-masing unit yang terkalt mempunyal

prosedur dan tanggung jawab sendlri-sendlri. Keberhasllan sistem pengendallan penerimaan PPN

atas impor juga ditentukan oleh praktlk-praktik yang sehat dan pegawal yang cakap. Hal Inl

mencerminkan suatu pengendallan Intern yang balk. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bab II

hal. 14 pada karakteristik pengendallan intern yang balk yaitu:

1. Adanya pemlsahan tanggung jawab fungsional secara tepat;

2. Wewenang dan prosedur yang balk;

3. Praktik-praktik yang sehat

4. Adanya pegawal yang cakap.
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Dalam sistem pengendalian penerimaan kas, Bagian Order Penjualan fungsinya membuat

fakturpenjuaian, sedang dalam pengendalian intem penerimaan PPN atas Impor PIUD dibuatoleh

import'r secara lengkap dan benar sebagai dokumen dasar dan DIrektorat Jenderal Bea dan Cukal

yang memberikan persetujuan bayar pada PIUD. Fungs! kasa dllakukan oleh KPKN, tetapl pada

prakteknya dllakukan oleh Bank Devlsa, Perum Pos dan Giro dan Bendaharawan Khusus

Penerima DIrektorat Jenderal Bea dan Cukal yang memungutdan menerima setoran PPN.

Setiap penyerahan BKP dan atau JKP past' melibatkan penjual dan pembell/ penerima

jasa. Atas penyerahan tersebut dibuatkan faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan

pajak yang dibuat PKP atau DIrektorat Jenderal Bea dan Cukal pada saat penyerahan BKP dan

atau JKP atau pada saat menglmpor BKP. Faktur pajak dibuat sekurang-kurangnya dua(2) lembar.

Lembar ke-1 untuk pembell/ penelma JKP sebagai bukti pajak masukan, lembar ke-2 untuk penjual

sebagai bukti pajak keluaran.

Penyerahan BKP kepada Pemerintah harus dipungut PPN. PKP sebagai penjual

sedangkan Pemerintah sebagai pembell/ penerima jasa. Pemungutan PPN atas penyerahan BKP

dan atau JKP kepada Pemerintah seharusnya dllakukan oleh PKP selaku penjual. Setiap

pembayaran yang dllakukan oleh Bendaharawan kepada PKP rekanan Pemerintah atas

penyerahan BKP dan atau JKP. Bendaharawan wajib memungut PPN sebesar 10%. Pada waktu

menaglh, PKP yang bersangkutan membuat faktur pajak dan SSP atas nama dan NPWP dari PKP

yang bersangkutan. Lembar ke-3 dari faktur pajak akan diterima oleh KPP sebagai bahan untuk

melakukan pengawasan pada PKP karena merupakan pajak keluaran yang diperhltungkan

kemball.

Taglhan atas penyerahan BKP dan atau JKP seringkall diajukan langsung kepada KPKN,

dalam taglhan tersebut sudah termasuk pajak, sehlngga yang dipungut adalah 10/110 X jumlah

pembayaran. Pada waktu menaglh, atas penyeharan BKP dan atau JKP tersebut oleh PKP
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dibuatkan faktur pajak dan SSP atas nama PKP sendiri, tetapi penandatanganan dilakukan oleh

KPKN sebagai penyetor atas nama wajib pajak.

Badan-badan tertentu yang melakukan pembayaran atas tagihan PKP yang menyerahkan BKP

dan atau JKP wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan cara memotong iangsung atas

pembayaran yang dilakukan. Sebagaimana disebudcan daiam Bab III hal. 38 sebagai berikut:

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1988 menetapkan pihak-pihak yang ditunjuk

(Badan-badan tertentu) sebagai pemungutdan penyetor PPN dan PpnBm yaitu;

1. Pertamina;

2. Kontraktor Bagi Has! dan Kontrak Karya dibidang Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan

Umum lainya;

3. Bank Pemerintah;

4. Bank Pembangunan Oaerah.

Pembayaran yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu kepada PKP telah termasuk

pajak. Sehingga PPN yang harus dipungut 10/110 Xjumlah pembayaran.

Formulir SSP yang dipergunakan dibuat rangkap lima (5) lembar, lembar ke-1 untuk PKP,

lembar ke-2 untuk PKP melalui KPKN, lembar ke-3 untuk KPP dilampirkan pada SPT, lembar ke-4

untuk penerima pembayaran, lembar ke-5 untuk Wajib pajak.

Sistem pengedalian penerimaan PPN non impor pada praktiknya telah memisahkan

tanggung jawab fungsional dari unit-unit yang terlibat yaitu Direktorat Jenderal Pajak berfungsi

sebagai pembinaan dan pengawasan atas pemungutan PPN, KPKN berfungsi sebagai Kasa dan

wajib pungut Bank Persepsi sebagai Kasa perantara, Bendaharawan dan Badan-badan tertentu

sebagai wajib pungut Hal ini merupakan pencerminan dari pengendalian intern yang baik.

Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengedalian penerimaan kas yaitu faktur

penjualan, bukti kas masuk dan bukti setor ke bank, sedang dalam sistem pengendalian
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penerimaan PPN non impor adalah Faktur pajak dan SSP. Faktur pajak merupakan bukti bahwa

PKP telah memungut PPN atas BKP dan atau JKP yang diserahkan. Dan SSP merupakan bukti

setor PPN yang terhutang, hal in! menandakan kas telah masuk. Kas has!! setoran PPN selalu

tersimpan pada Bank Tunggal KPKN/ Bank Indonesia. Setiap penyetoran PPN selalu dicocokkan

uang yang disetorkan dengan SSPnya.

Dalam sistem pengendalian penerimaan kas, Bagian Order Penjualan fungsinya membuat

faktur penjualan, sedang dalam sistem pengendalian penerimaan PPN non impor faktur pajak

dibuat oleh PKP sendiri dan KPP yang menerima SPT Masa PKP yang bersangkutan dan SSP

yang diten'ma melalul KPKN. Bagian Utang dan Bagian Jurnal, Buku Besar dan Laporan dilakukan

oleh KPP.

Pajak Masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP, sedang Pajak Keluaran adalah pajak

yang dipungut oleh PKP yang bersangkutan. Pajak keluaran setelah diperhitungkan dengan pajak

masukan. Apabila pajak masukan lebih kecil dari pada pajak keluaran pada suatu masa. selisihnya

merupakan jumlah yang harus disetorkan ke Kas Negara. Apabila pajak masukan lebih besar dari

pada pajak keluaran pada suatu masa, selisihnya merupakan pajak yang lebih bayar, jumlah ini

dapat dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya, hutang pajak yang, diminta kembali

(restltusi) atau disumbangkan kepada Negara.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1988 ini berarti bahwa PKP setelah

melakukan penyetoran PPN terhutang terlebih dahulu, apabila setelah diperhitungkan dengan

pajak masukan dan pajak keluaran lainya ternyata masih menghasilkan pajak yang lebih bayar,

maka PKP yang bersangkutan dapat meminta kembali atau mengkompensasikannya dengan

masa pajak berikutnya atau dengan hutang pajak lainnya atau disumbangkan kepada Negara.

Seperti yang teiah diketahui bahwa atas barang ekspor dikenakan taiif 0%, ini berarti

pengusaha yang melakukan ekspor memiliki pajak masukan yang lebih besar dari pada pajak
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keluaran, sehingga atas PPN yang lebih bayar ini dapat dikompensasikan dengan hutang pajak

lainya. dimintakan kembali atau disumbangkan kepada Negara.

Untuk memperoleh pembayaran kembali atas pajak yang lebih bayar PKP diwajibkan

untuk mengajukan permohonan kepada KPP. KPP akan melakukan penelltlan dan pemeriksaan

atas permohonan restitusi selama satu bulan setelah resb'tusi diajukan. Hal in! telah dijelaskan

dalam Bab III hal. 42 sebagai berikut: Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

615/KMK.00/1989 Tentang Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PPN.

Dalam Bab III hal. 41 telah dijelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1118/KMK.04/1988 tanggal 8 Nopember 1988 diterangkan bahwa dalam hal pengajuan

permohonan resbfusi harus dlserta dokumen pada SPT Masa yaitu:

1. Dailar Pajak Keluaran;

2. Daftar Pajak Masukan yang dapat dikredltkan, dalam rangka restitusi dilampiri faktur pajak;

3. Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikredltkan;

4. Keterangan atau dokumen lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Daftar pajak keluaran merupakan rinclan PPN yang telah dIpunguL Daftar pajak masukan

merupakan rinclan PPN yang telah dibayar.

Setelah permohonan PKP disetujui kemudlan ditebitkan SKKPP. SKKPP setelah

dlperhitungkan dengan hutang pajak yang harus dikompensasikan kemudlan ditebitkan SKPKPP

dan SPMKP, setelah diteliti oleh pejabat yang beiwenang kemudlan ditandatanganlnya. SPMKP

berfungsl sebagai cek sekallgus bukti kas keluar. Dengan ditandatanganlnya SKPKPP dan SPMKP

berait pajak lebih bayar sudah disetujui dan dapat diuangkan.

Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian restitusi PPN oleh

Direktorat Jenderal Pajak yaitu SKKPP. SKPKPP dan SPMKP. SKKPP dan SKPKPP mempunyai
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fungsi yang sama dengan faktur penjualan dan bukti kas keluar dan SPMKP mempunyai fungsi

yang sama dengan cek yang dapat diuangkan.

Dalam sistem pengendalian resitusi PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak fungsi kasir

dilakukan oleh KPKN dan fungsi otorisasi dan administrasi dilakukan oleh KPP.

Pemerintah memberikan fasilitas kemudahan kepada produsen eksportir/ eksporb'r dengan

jalan memberikan pengembalian atau pembayaran pendahuluan atas pelunasan PPN yang telah

dibayar untuk pembelian mesin, bahan dan barang yang digunakan dalam menghasilkan barang

ekspor. Kelancaran pemberian resb'tusi atau pembayaran pendahuluan yang dilakukan oleh

Pemerintah sangat membantu produsen eksportir/ eksportir untuk memperkuat modal kerjanya.

Sistem pengendalian restitusi PPN oleh Bapeksta Keuangan hendaknya dapat menjamin

bahwa semua pengembalian dan pembayaran pendahuluan PPN dicatat pembayaran restitusi

dan pembayaran pendahuluan PPN hanya dibayarkan kepada yang berhak. Pembayaran

dilakukan setelah diotorisasi oleh pejabat yang benvenang.

Dalam pengajuan permohonan pengembalian atau pembayaran pendahuluan produsen

eksportir/ eksportir diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dengan dilampiri

dokumen secara lengkap. Atas permohonan ini Bapeksta Keuangan harus memberikan

persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 14 hari untuk produsen eksportir/ eksportir dan 17

ban untuk produsen eksportir/ eksportir yang akan melakukan ekspor. Dan diwajibkan untuk

mencantumkan pembayaran pendahuluan atau pengembalian yang diterima dari Bepeksta

Keuangan dalam SPT Masa.

Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian restitusi PPN oleh

Bapeksta Keuangan yaitu Giro Bilyet/ Surat Perintah Bayar dan SSB. Giro Bilyet/ Surat Perintah

Bayar merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bapeksta Keuangan yang memerintahkan

kepada Bank Indonesia selaku pemegang rekening Bapeksta Keuangan kepada rekening
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pemohon setelah permohonan disetujuai. Giro Bilyet/ Surat Perintah Bayar sama fungsinya

dengan faktur penjualan yaitu yang akan berakibat suatu pembayaran. Sedang SSB merupakan

bukti telah dikeiuarkan kas setelah dilakukan pemeriksaan.

Dalam sistem pengendalian restltusi PPN oleh Bapeksta Keuangan, fungsl kasir dilakukan

oleh Bank Indonesia dan fungsl otorisasi dan adminlstrasi dilakukan oleh Bapeksta Keuangan.

Fungs! Baglan Utang. Bagian Kartu Persediaan dan Kartu Biaya, Bagian Jurnal, Buku Besar dan

Laporan dilakukan oleh Bapeksta Keuangan.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sistem pengendalian penerimaan dan restitusi Pajak

Pertambahan Nilai, dalam bab VI in! penulls akan mengemukakan kesimpulan dan rekomendasi

atas permasalahan yang ada mungkin dapat memberikan perbalkan-perbaikan yang dapat

digunakan untuk pengelolaan PPN dl masa datang.

1. DIrektorat Jenderal Pajak merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk melakukan

pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

salah satunya UU PPN 1984. Secara kualitatif tujuan yang hendak dicapal oieh Direktorat

Jenderal Pajak dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

secara kuantitatif ditetapkan secara tahunan dalam APBN. Organisasi merupakan salah satu

alat untuk mencapai tujuan. Tanpa organisasi suiittercapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi

Direktorat Jenderal Pajak tidak mungkin akan dipertahankan sepanjang jaman, tentunya perlu

disesuaikan dengan keadaannya.

2. Sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana halnya dengan sistem administrasi

perpajakan secara umum masih dilaksanakan secara manual. Demikian pula hubungan antar

KPP dan hubungan antara unit daerah dengan unit pusat Sistem administrasi perpajakan

yang berlaku masih menunjukkan beberapa kelemahan yaitu:

1) SSP yang telah disortir, daftar pengantarnya dibuat oelh seksi DAI/INTUP sebagal

dasar pendistrisbusian kepada seksi yang akan menerima SSP.

2) SSP yang diterima tetapi tidak untuk KPP penerima diadministrasikan sebagaimana

halnya SSP yang diterima untuk KPP sendiri, yang dikirimkan dengan SPh kirim setiap
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minggu, SSP ini nantinya juga akan diproses dengan cara yang sama oleh KPP yang

berhak. Dengan demikian teijadi pemrosesan ganda atas SSP yang sama. Demikian

juga halnya SSP yang dikirim oleh KPP lain dengan SPh terima.

3} Adanya SSP yang tidak Jelas jenis setoran pajaknya (SSP BPP) dan pembuatan bukti

Pbk atas kejelasan SSP yang semula diadminlstrasikan dalam SSP BPP serta bukti

Pbk yang berasal dari pemecahan satu SSP akan menambah beban admlnistrasi

yang semestinya tidak pertu apablla kantor penerima pembayaran dapat

menyarlng/meneliti jenis pajak yang disetorkan.

3. SIstem pengendalian penerimaan PPN atas Impor barang kena pajak sudah memadai, hal Ini

berkaitan dengan prosedur Impor yang berlaku bahwa setiap Impor dllakukan pemeriksaan

oleh Surveyor maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebelum barang dikeluarkan dari

pelabuhan, importir harus melunasi terlebih dahulu blaya-blaya yang diwajibkan termasuk

PPN, hal Ini akan terlihat dalam PIUD yang telah dicaplunaskan dan difiat oleh pejabat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta SSP yang telah ditera oleh KPKN.

4. Sistem pengendalian penerimaan PPN non Impor yang dlpungut oleh Badan-badan pemungut

pajak yang ditunjuk berdasarkan Keppres 56 tahun 1988 sudah cukup memadai. Hal Ini

menglngat KPP menerima laporan pemungutan PPN yang dibuat oleh Badan-badan

pemungut pajak dllampiri dengan faktur pajak. Di samping itu KPP juga menerima SSP dari

KPKN dan SSP yang dilampirkan dalam STP Masa. Keempat dokumen tersebut harus cocok.

Sedangkan PPN yang dipungut oleh PKP masih menunjukkan adanya kelemahan yaltu

Pemerintah tidak mengetahul PPN seharusnya diterima, hal ini disebabkan karena Pemerintah

tidak menerima tembusan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP yang

dilakukan oleh PKP, pemisahan pajak masukan yang dapat dikredltkan dan yang tidak dapat
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dikreditkan oelh PKP dapat dibuat secara asal-asalan, pemisahan ini seharunya dilakukan

sesuai dengan UU PPN.

5. SSP yang digunakan untuk menyetorkan pajak yaitu SSP yang didasarkan pada Keputusan

Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep*19/PJ/1990 tanggal 31 Maret 1990 yang dibuat dalam

jumlah lima lembar. Hal in! membingungkan dalam pelaksanaanya.

6. Permohonan restitusi PPN dapat diajukan kepada dua instansi yaitu Direktorat Jenderal Pajak

dan Bapeksta Keuangan. Pada umumnya restitusi PPN diajukan kepada Direktorat Jenderal

Pajak tempat PKP terdaitar. Sedangkan pengembalian PPN oleh Bapeksta Keuangan khusus

bagi produsen eksportir/eksport'r yang menerima fasilitas Bapeksta yang memiliki NIPER.

7. Sistem pengendalian restitusi PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak masih menunjukan adanya

kelemahan yaitu dalam menentukan kebenaran pajak masukan dan pajak keluaran. Untuk

memveriiikasi pajak masukan asal impor tidak sulit karena Direktorat Jenderal Pajak menerima

tembusan PIUD yang telah dicaplunaskan dan difiat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

dan SSP yang telah ditera. Sedangkan pajak masukan perolehan lokal, meskipun dilampiri

faktur pajak, masih diperiukan konfirmasi pada KPP tempat PKP penjual terdaftar. Apabila

respon diterima lewat batas waktu yang ditentukan, maka konfirmasi ini menjadi tidak berguna.

8. Sedangkan untuk memveriiikasi pajak keluaran eks Keppres 56 tahun 1988 tidak sulit

mengingat Direktorat Jenderal Pajak menerima laporan Pemungutan PPN yang dilampiri faktur

pajak dari Badan-badan pemungut pajak, SSP lembar ke satu dari KPKN dan SSP lembar

kedua yang dilampirikan dalam SPT Masa.

9. Lemahnya koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai mengakibatkan lemahnya verifikasi pajak keluaran atas ekspor. Lemahnya faktur pajak

dan kurang andalnya informasi silang antar KPP mengakibatkan lemahnya dalam verifikasi

pajak keluaran yang tidak dilaporkan.
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10. Sistem pengendalian restitusi PPN oleh Bapeksta Keuangan. masih menunjukkan adanya

kelemahan yaitu dalam hal verifikasi atau faktur pajak yang dilampirkan pada waktu

mengajukan permohonan pengembalian PPN atau pembayaran pendahulaun. Verifikasi pajak

masukan in! agak sullt mesklpun faktur pajaknya dilampirkan, karena Bapeksta Keuangan

tidak mempunyai iandasan yang kuat untuk melakukan verifikasi, lain halnya apabila Bapeksta

Keuangan memperoleh informasi silang dari Direktorat Jenderal Pajak, Bapeksta Keuangan

tinggal mencocokkan. Untuk memverifikasi pajak masukan asal impor, Bapeksta Keuangan

tidak mengalami kesuiitan mengingat Bapeksta Keuangan menerima tembusan PIUD yang

telah dicaplunaskan dan difiat oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan

untuk meyakini ekspor yang diiaksanakan tidak sulit karena semua eksportir yang

menggunakan fasilitas Bapeksta Keuangan dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor atas ekspor

yang dilakukan yang dituangkan dalam LPS-E, salah satu tembusannya diklrimkan kepada

Bapeksta Keuangan.

11. Titik kerawanan sistem pengendalian restitusi PPN oleh Bapeksta Keuangan lain adalah

pembayaran pendahuluan bagi eksportir yang mengekspor. Ini berarti bahwa eksportir telah

menerima uang dari Kas Negara, baru kemudian mengekspor. Sehingga ada peluang untuk

memperoleh uang dari Kas Negara tanpa melakukan ekspor karena telah melarikan diri.

Mesklpun pada waktu mengajukan permohonan pembayaran pendahuluan dilengkapi dengan

dokumen SSB/Promessory Note, tetapi SSB ini tidak dapat diuangkan karena eksportirnya

sudah tidak ada Lain hal apabila SSB yang dilampirkan dalam permohonan pembayaran

pendahuluan diganti dengan surat jaminan yang diterb'rtkan oleh Badan penjamin, maka surat

jaminan tersebut dengan mudah dapat diklaim.

12. Dengan diberiakukannya Keppres 51 tahun 19987 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

848/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 mestinya tidak diterbltkan lagi Keputusan
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Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/1988 tanggal 13 Januari 1988 sehingga tidak ada

pengembalian PPN bag! produsen kontraktor/kontraktor yang melaksanakan proyek yang

dibiayai dengan bantuan dan atau pinjaman luar negeri mengingat PPN tersebut ditanggung

oleh Pemerintah.

13. NPWP pembeli/penerima jasa seringkali t'dak dicantumkan pada faktur pajak, hal ini

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang beriaku. Pencantuman NPWP ini

sangat membantu untuk mengentahui status pembeli/penerima jasa.

6.2 Rekomendasi

Berikut ini penulis mencoba untuk memberikan sumbang pikiran berupa rekomendasi-

rekomendasi yang kiranya bermanfaat bagi pengelolaan Pajak Pertambahan Niiai di masa yang

akan datang.

1. Untuk menangani admisnistrasi perpajakan, DIrektorat Jenderal Pajak dapat menggant' sistem

manual dengan komputerisasi di jajaran DIrektorat Jenderal Pajak dengan fasilitas on line

antara unit yang satu dengan unit yang lain. Apabila sistem administrasi manual masih

dipertahankan periu diperbaiki hal-hal berikut ini:

1) Pembuatan daftar pengantar SSP yang telah disortir sebaiknya dilakukan oleh

penyortir/seksi yang membawahl penyortir.

2) SSP yang diterima untuk KPP lain setelah dicatat pada register SSP langsung dibuatkan

daftar pengantar dan dikirimkan kepada KPP yang berhak setiap hari tanpa dilakukan

pemrosesan oleh KPP penerima. KPP yang Iwrhak nanb'nya akan memproses

sebagaimana halnya SSP untuk KPP sendiri.

3) Menegaskan kepada penerima setoran pajak agar beitndak sebagai penyaring untuk

meneliti setiap jenis setoran pajak yang dilakukan dan penyetoran satu jenis pajak dengan

menggunakan satu SSP.
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2. Faktur pajak sebaiknya dibuat dalam rangkap tiga:

Lembar ke-1 untuk PKP pembeli/penerima jasa; lembar ke-2 untuk PKP penjual; lembar ke-3

untuk KPP tempat PKP pembeli/penerima jasa terdaflar

Berdasarkan faktur pajak lembar ke-3 atau daflar pajak masukan yang dapat dikreditkan dan

daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dibuat daftar informasi silang sekaligus

permintaan konfirmasi faktur pajak. Daftar ini memuat PKP penjual, NPWP PKP penjual,

alamat PKP penjual, PKP pembeli/penerima jasa, NPWP Pembeli/penerima jasa, alamat

pembeli/penerima jasa, nomor faktur pajak, nila penyerahan dan nilai PPN. Daftar ini dibuat

rangkap empatyaitu;

Lembar ke-1 untuk KPP tempat PKP penjual terdaflar; lembar ke-2 untuk KPP tempat PKP

penjual terdaflar dikembalikan setelah diteliti kebenarannya; lembar ke-3 untuk Bapeksta

Keuangan; lembar ke-4 untuk KPP tempat PKP pembeli/penerima jasa terdaflar.

Berdasarkan daftar lembar ke-2 yang diterima kembali diambil tindakan alas faktur pajak

yang tidak benar dan diinformasikan kepada Bapeksta Keuangan.

3. Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan jaringan komputer

dengan sistem on line yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran dan Bapeksta Keuangan. Pengembangan jaringan

komputer irii memang memeriukan dana yang tidak sedikit Bila hal ini tidak dilaksanakan

maka periu ditingkatkan koordinasi di antara instansi-instansi tersebutyaitu:

1) Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki data NIPER yang diterbitkan oleh Bapeksta

Keuangan.

2) Laporan pengembalian PPN dan pembayaran pendahuluan yang dilakukan oleh

Bapeksta Keuangan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan tembusannya

disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
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3) Laporan realisasi ekspor yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

4. Surat jaminan yang dilampirkan pada permohonan pembayaran pendahuluan sebaiknya surat

jaminan yang diterbitkan oieh pihak penjamin, sehingga apabila eksport'r tidak melakukan

ekspor, Bapeksta Keuangan dapat menguangkan surat jaminan tersebut kepada pihak

penjamin, surat jaminan tersebut misalnya surety bond, bank garansi.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.01/1988 tanggal 13 Januari 1988 sebaiknya

dicabut mengingat pajak masukan atas impor barang, bahan dan peralatan konstruksi yang

digunakan untuk proyek yang dibiayai dengan bantuan dan atau pinjaman luar negeri sesuai

dengan Keppres 51 tahun 1987juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 848/KMK.01/1978

tanggal 23 Desembar 1987 PRNnya ditanggung oleh Pemerintah.

6. Direktorat Jenderal Pajak agar membeiikan sanksi bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB Vil

RINGKASAN

Manajemen berkepentingan untuk mengetahui semua aktivitas yang ada dalam organisasi

yang dipimpinnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manajemen memerlukan suatu sistem

informasi yang dapatdiandalkan.

Manajemen dalam melakukan aktivitasnya memerlukan suatu prosedur-prosedur tertentu

agar aktivitas yang dllakukan seragam. Untuk memastikan bahwa aktivitas suatu organisasi telah

dllaksanakan sesual dengan rencana yang telah disetujul dan sesual dengan prosedur-prosedur

yang telah ditetapkan maka manajemen perlu membentuk pengendallan Intern untuk

menlngkatkan efeslensi operas! dan mendorong ketaatan terhadap kebljaksanaan manajerlal.

Tujuan sistem adalah untuk mengubah Informasi yang disajikan oleh sistem dalam segl

kualltas, tepat waktu atau susunan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem yang

disusun oleh manajemen tersebut, manajemen mengharapkan akan memperoleh Informasi yang

berguna yang akan digunakan untuk mengendalikan akfa'vltas organisasi yang dikelolanya.

Pengendallan Intern berperan terhadap kualltas Informasi yang dihasllkan sistem. Hal Inl

dikarenakan dengan adanya sistem pengendallan umpan balik dan sistem pengendallan umpan

maju proses yang dllakukan oleh sistem dievaluasi sedemiklan rupa sehlngga Informasi yang

dihasllkan sesual dengan yang dibutuhkan oleh plhak-pihak yang berkepentingan.

Sistem pengendallan kas bukan saja dirancang untuk memperoleh atau menghasllkan

Informasi serta laporan yang dibutuhkan manajemen tetapl juga harus menghubungkan secara

efektif dan efisien dengan sistem yang lain dalam suatu organisasi. Transaksl pembayaran kas

yang dllakukan oleh organisasi tersebut akan menghasllkan bukti transaksl. Bukti transaksl

tersebut dinamakan dokumen sumber yang akan dijadikan dasar untuk mengolah transaksl.
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Untuk menjalankan tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak perlu disusun suatu

organlsasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kelompok individu yang bekeija sama untuk

mencapai tujuan yang sama. Dari sudut pengendalian, organisasi merupakan salah satu

karakteristik pengendalian intern yang harus mendapat perhatian yang serius dari Direktorat

Jenderal Pajak dalam merencanakan struktur organisasi yang akan disusun.

Penyetoran PPN oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan pada Bank Persepsi dan

Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk maupun KPKN dimana saja yang menunit PKP yang

bersangkutan dianggap mudah. Bank Persepsi dan Kantor Pos dan Giro melaporkan jumlah PPN

yang diterimanya kepada KPKN. KPKN selanjutnya melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak

/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak yang dilampiri dengan SPP lembar ke-2 yang telah ditera. Atas

laporan yang diterima dari KPKN oleh KPP dibukukan dalam buku kas harian. SSP yang diterima

dari KPKN, oleh KPP disortir antara milik KPP sendlri dan KPP lain dan dipisahkan per rubrik

pajak, kemudian dibuatkan segi hitung rubrik, daftar rekap Ex KK. 26 terus disampalkan kepada

sub sle TUPP untuk diedit KPP tempat PKP terdaftar harus mengadmlnlstraslkan SSP yang

disetorkan oleh PKP kepada Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro atau KPKN diluar wilayah keija

KPP tempat PKP terdaftar. Setelah disortir yang untuk KPP lain setelah diadministraslkan dalam

register SSP langsung dlkirlmkan kepada KPP yang akan menerlma, bisa menggunakan daftar

pengantar atau surat pengantar. Setelah terdapat kejelasan dibuatkan bukti Pbk untuk

memutakhlrkan penerimaan p^ak.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nllal atas impor Barang Kena Pajak merupakan tindakan

netral atas konsumsl barang didalam negeri. Pengenaan PPN atas impor BKP dikatakan netral

terhadap konsumsl dalam negeri, karena antara impor BKP dan produksl dalam negeri yang

menghasllkan BKP, sama-sama dikenakan PPN. Dengan dipungutnya PPN atas barang impor
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maka antara barang impor dan produksi dalam negeri mendapat perlakuan yang sama, sehingga

menimbulkan netralitas dalam konsumsi dalam negeri seperti yang telah dlsinggung sebelumnya.

Pemungutan PPN atas impor dilakukan oleh Bank Devisa Perum Pos dan Giro dan

Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat Jenderal Bea dan Ciikai. Pungutan ini merupakan

sumber kas bagi negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Dokumen utama

yang digunakan dalam sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor yaitu PIUD/PPKP dan

SSP. PIUD yang telah dicap tanda pelunasan dan SSP yang telah ditanda tangani oleh pejabat

yang berwenang berarti bahwa PPN atas impor telah masuk ke kas negara. Setelah melakukan

penyetoran PPN pada bank devisa, importir akan menerima kembali PIUD dan SSP. Bank devisa

yang menerima setoran PPN selanjutnya membukukan pada rekening KPKN Persepsi PPN. KPKN

setelah menerima nota-nota kredit yang disertai daftar pengantar dan SSP meneliti kecocokan

SSP dengan daftar pengantarnya, apabila sudah cocok dibukukan.

Pemasukan barang kena pajak kedalam wilayah pabean Indonesia dapat pula melalui

Perum Pos dan Giro. Di samping pungutan PPN impor yang dipungut Bank Devisa atau Perum

Pos dan Giro, PPN impor dapat pula dipungut melalui Bendaharawan Khusus Penerima Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai. Pemungutan PPN impor ini sebagai alternatip terakhir apabila

pemungutan PPN secara tehnis tidak memungkinkan melalui Bank Devisa atau Perum Pos dan

Giro.

Pengendalian intern penerimaan PPN atas impor harus dapat mengamankan pajak dari

berbagai macam resiko kerugian. Keberhasilan sistem pengendalian penerimaan PPN atas impor

juga ditentukan oleh praktik-praktik yang sehat serta pegawai yang cakap.

Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) merupakan dokumen untuk memasukkan

barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Jumlah PPN impor yang disetorkan harus sesuai

dengan jumlah yang tercantum didalam PIUD. Kas hasil setoran PPN selalu tersimpan pada Bank
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tunggal/Bank Indonesia kecuail pungutan PPN atas Impor yang melalui Bendaharawan Khusus

Peneriman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inlpun seliap hari bendaharawan yang

bersangkutan hams menyetor ke Kas Negara. Resiko gagalnya untuk memungut PPN atas barang

yang diimpcrtetiad! bilaterdapatpenyeiundupan impor barang.

Penyerahan yang dikenakan pajak adalah Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan

di daerah Pabean dalam iingkungan pemsahaan atau peketjaan oleh pengusaha yang

menghasilkan BKP, mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang menghasilkan BKP

dan mengimpor BKP, bertlndak sebagai penyalur utama atau agen utama dari pengusaha yang

menghasilkan BKP dan mengimpor BKP, menjadi pemegang hak menggunakann paten dan merek

dagang dari BKP tersebut dan pengusaha yang menyerahkan jasa kena pajak. Atas penyerahan

tersebut hams dibuatkan faktur pajak.

Pajak masukan dibagi dalam 2[dua] bagian:

1. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Dalam pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah telah terkandung unsur PPN, PPN

tersebut hams dipungut dan disetorkan ke Kas Negara. Tidak semua pembayaran yang dilakukan

oleh Bendaharawan dipungut PPN, pengecualiannya dapat dilihat pada Bab IV (Pembahasan).

Atas pemungutan PPN yang dilakukan oleh Bendaharawan, Bendaharawan yang bersangkutan

membuat laporan pemungutan PPN yang antara lain ditujukan kepada KPP yang dilampiri faktur

pajak. Faktur Pajak dan SSP yang diterima, apabila PKP yang tercantum dalam dokumen tersebut

tidak terdaftar pada KPP penerima, maka dokumen tersebut harus disalurkan pada KPP yang

berhak.
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Atas penyerahan BKP dan atau JKP tersebut oleh PKP dibuatkan faktur pajak dan SSP

atas nama PKP sendiri, tetapi penandatanganan dilakukan oleh KPKN sebagai penyetor atas

nama wajib pajak.

Pembayaran yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu kepada PKP telah termasuk pajak

sehingga PPN yang hams dipungut 10/110 x jumlah pembayaran. Formulir SSP yang digunakan

untuk menyetorkan PPN, dibuat dalam rangkap lima lembar yang didistribusikan, 1. Untuk PKP, 2.

Untuk KPP melalui KPKN, 3. Untuk KPP dilampirkan pada SPT, 4. Untuk Kantor Penerima

Pembayaran, 5. Untuk wajib pungut.

Pada prinsipnya penerimaan PPN non impor merupakan penerimaan kas karena PPN

yang dipungut adalah berupa uang tunai (kas) yang dapat digunakan untuk membiayai

pembangunan. Dalam faktur pajak diterangkan identitas penjual, identitas pembell, jenis BKP/JKP,

harga satuan dan harga total. Dalam sistem pengendalian penerimaan PPN non impor, untuk

menyetorkan PPN yang terutang digunakan formulir surat setoran pajak (SSP). Penetapan

tanggung jawab pengelolaan PPN non impor dilakukan oleh masing-masing unit yang terkait yaitu

Direktrat Jenderal Pajak, KPKN, Bank Persepsi, Badan-badan/instansi pemungut pajak sesuai

dengan kedudukan tugas, wewenang dan kewajibannya masing-masing.

Pajak masukan merupakan pajak yang telah dibayar oleh PKP, sedangkan pajak keluaran

merupakan pajak yang dipungut oleh PKP yang bersangkutan. P^ak Keluaran setelah

diperhltungkan dengan pajak masukan dapat menghasilkan pajak yang kurang dibayar atau pajak

yang leblh dibayar. Apabila setelah diperhltungkan dengan pajak masukan dan pajak keluaran

lainya ternyata masih menghasilkan pajak yang lebih bayar, maka PKP yang bersangkutan dapat

meminta kembali atau mengkompensasikanya dengan masa pajak berikutnya atau dengan hutang

pajak yang lain atau disumbangkan kepada negara.
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Pernyataan lebih bayar dari PKP yang tercantum dalam SPT Masa harus diteliti oleh KPP.

Sepanjang KPP tidak dapat membuktikan lain maka SPT tersebut menjadi suatu ketetapan pajak

dan atas pajak yang lebih bayar wajib diterbitkan Surat Keputusan Keiebihan Pembayaran Pajak.

Setelah permohonan PKP disetujui kemudian diterbitkan SKKPP. SKKPP setelah

diperhitungkan dengan hutang pajak yang harus dikompensasikan kemudian diterbitkan SKKPP

dan SPMKP, setelah diteliti oleh pejabat yang berwenang kemudian ditandatangani. Tindasan

dokumen SKKPP, SKPKPP, SPMKP dan permohonan wajib pajak digabungkan menjadi satu

dinamakan berkas restitusi. Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian

restitusi PPN oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu SKKPP, SKPKPP dan SPMKP. Di samping itu

SPMKP juga berfungsi sebagai cek yang dapat diuangkan.

Restitusi PPN yang telah dibayar marupakan hak wajib pajak, hal ini karena untuk ekspor

dipungut PPN 0%, sedangkan setiap pembelian mesin, bahan dan barang yang digunakan untuk

menghasilkan barang ekspor, produsen eksportir/ekspdrtir telah membayar pajak masukan. Setiap

produsen eksporlir/eksportir yang mengajukan permohonan pengembalian atau pembayaran

pendahuluan diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER). Produsen

eksportir/eksportir mengajukan permohonan dengan dilampiri dokumen secara lengkap, atas

permohonan ini Bepeksta Keuangan harus memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka

waktu empat belas hari untuk produsen eksportir/eksportir yang telah mengekspor, dan tujuh hari

untuk produsen eksportir/eksportir yang akan melakukan ekspor.

Pajak masukan yang dibayar produsen eksportir/eksportir dapat berasal dari impor

maupun perolehan lokal. Untuk perolehan lokal bukti yang dilampirkan adalah faktur pajak.

Dokumen sumber yang digunakan dalam sistem pengendalian restitusi PPN oleh Bapeksta

Keuangan yaitu Giro Bilyet/Surat Peiintah Bayar dan SSB. Dalam sistem pengendalian restitusi

PPN oleh Bapeksta Keuangan dilakukan pemisahan fungsional yaitu fungsi Kasir yang dilakukan
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oleh Bank Indonesia selaku pemegang rekening Bapeksta Keuangan dan fungsl otoris as! dan

administrasi dilakukan oleh Bapeksta Keuangan.
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Lampiran 1

Daftar Singkatan

1. Bapeksta : Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data

2. BKP : Barang Kena Pajak

3. BPP : Bermacam-macam Penerimaan Pajak

4. DitTUA : DirektoratTata Usaha Anggaran

5. JKP : Jasa Kena Pajak

6. KanwilDJP : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

7. KPKN ; Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

8. KPP : Kantor Pelayanan Pajak

9. KTUA : Kantor Tata Usaha Anggaran

10. LPS : Laporan Pemeriksaan Surveyor

11.LPS-E : Laporan Pemeriksaan Survetor Ekspor

12. Pbk : Pemlndahbukuan

13. PEB : Pemberitahuan Ekspor Barang

14. PKP : Pengusaha Kena Pajak

15. PPKP : Pencacahan dan Pembeaan Kiiiman Pos

16. PPN : Pajak Pertambahan Nilai

17. PPnBM ; Pajak Penjualan atas Barang Mewah

18. PIUD : Pemberitahuan Impor Untuk DIpakai

19.PTLL : Pajak Tidak Langsung Lainya

20. SHA ; Segi Hitung Asli

21.SHR : Segi Hitung Rubrik

22. SKKPP : Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak

23. SKP : Surat Ketetapan Pajak



Lampiran 1

24. SKPKPP : Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

25. SKPPB : Surat Keputusan Pemberian Pambayaran Bunga

26. SKPT : Surat Ketetapan Pajak Tambahan

27. SPh : Surat Perhitungan

28. SPG : Surat Pengantar Gabungan

29. SPMB : Surat Perintah Membayar Bunga

30. SPMKP : Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

31. BPS : Surat Pengantar SSP

32. SPT ; Surat Pemberitahuan

33.SSB : Surat Sanggup Bayar

34.SSP : Surat Setoran Pajak

35.STP : Surat Taglhan Pajak



Lampiran 2

1. Barang Kena Pajak

2. Ekspor

3. Faktur Pajak

4. Impor

Daftar Istilah

: Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat

berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai hasil

proses pengolahan barang (pabrikan) yang dikenakan pajak

berdasarkan UU PPN.

: Kegiatan mengeluarkan barang ke luar daerah pabean Indonesia.

;Bukti Pemungutan Pajak yang dIbuatolehPengusaha Kena Pajak

atau Oirektorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau Impor Barang Kena

Pajak.

: Semua kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

Indonesia.

5. Jasa Kena Pajak : Semua kegiatan usaha dan pemberlan pelayanan berdasarkan

suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu

barang, fasllitas atau hak tersedia untuk dipakal yang dikenakan

pajak berdasarkan UU PPN.

6. Pajak Keluaran : Pajak Pertambahan Nllal yang dipungut oleh Pengusaha Kena

Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak.

7. Pajak Masukan ; Pajak Pertambahan Nilal yang dibayar pada waktu pembellan

Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak atau impor

Barang Kena Pajak.

8. Pengusaha Kena Pajak : Orang atau badan dalam bentuk hukum apapun yang dalam

llngkungan perusahaan atau peketjaannya menghasllkan barang,



Lampiran 2

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha

perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan pajak

berdasarkan UU PPN.

9. Surat Setoran Pajak : Formulir yang digunakan untuk menyetorkan pajak.
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uampiran /

DEPAflTEMEN KEUANGAN P.I.

DIRSKTORAT JEND6RAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK
S.S.P.

(SURAT SETORAN PAJAK)

LEMBAR I

unluk

WAJIB PAJAK/PKP

SEOAGAl BUKTl PEMBAYARAN

A. 1. NAWA WP

2. A I > m a I

E. )EN1S PAJAK

F. JUMLAH SETORAN : Rp.

DENCAN HURUF

G. JBNIS SETORAN (PiliK dan Ut aalah salu nonior di bawah ioi)

I. SPT Mua aiau Pembelulannya

1 SPT Tihuoan (PPh Ft,29/21) <uu Pembclulanoya

3. STP No. :

4. SKP/SKPK6 No. :

3. SKPT/SKPKBT No. ;

B. NPWP: 1

C. KODE CABANG

D. KODE KUJ

KODE JENIS PAJAK

(MAP)

Bulan - 19

Tihun 19

Man 19 ,

6. PPN/PPnBM yang dis«(oc oleh P«iiiungul PPN/TPnUM

t FISKaL LUAR NEGERI ; a. Nonioc Pupoi
b. PenerbangBfdPalayaran
0. Diianggung oJeh

Maaa/Tahun •) 19 .

Maaa/Tahun •) 19 .

Mata - 19 .

No. - Tgl. V 19
PribaiE/Diiuu/Pcmabaao *)

8

PERHATIAN

Bacalah dahulu peluniuk
pengisian formulir SSP
pada halaman belakang
lembar inj.

TGL
WAJIB PAJAK/PENYETOR

KP. PDiP S.l -9S

OlTERIMA OLEH
BANK PERSEPSI/XANTOR PCS CAN GIRO

Taoggai

Tanfla Tangan

Nama Tarang :

OlTERIMA OLEH KPP
TanggaJ dan Paral



Lampiran 8

SURAT SETORAN PAJAK
DALAM RANGKA BAKTt'AN LUAK NCCEKl

Ltfvbtf VmA
KA.S-rOft POAYA-VAN PAJiOC

M<Uai KPKX/Da.T.L-A. 1

.. ̂ AMA DAN ALAMAT WP : P^:.'. ...2. NPWP ;UJ lojoigj UM b Is 1 S!

.Cri... .7,, p^rte Sclat^

3. lENlS PAiAK •; :

4. MASA ?ajak

5. JuMLAll PEMBAYARAN : Rp.
Dentla hufttf

_U

' J

TjJ.

KSTERAS^aN

1. huii» fjc/rt !

2- Al»=>« ;

'. Ked« Propck : •

4. Dep4nei&sa t '■

S- H*iut Donoe I
4. Low Noswr !

7. Prlilu'.iwk'i (KiiBUUk impor) birinj .
L 'PK NoRior ; Tj].

b. UC Nr;: ; TjJ,

«. ftisB'-- <UB) Nbtnot: Ttl.

d. Kor...4i.iei/5opplUr : '•
-1. PPUD Nomot : ■. v . Tgl.

f. L K P NomM I Tgl.

X. 6/L Nomar : . . . ; TjL
A-

S^; _13<
PAJAK/PENiftrvR

Dibi Olth ;

KPiC-StaA-VR L'JCCNSstA

rr

DUSIOLE^I
KAN-fOR PELAYANAN PaJAI:

/B«s pa;ax

"• IJ_U
l-tASA/TAHDN PAJAK

.  :M::n: s. mmmimi. i? 4 :©44-
ta,ncoal reMfl ayar,>n

1 1 M I I I
TEMPAT fiLVlSAYAi:,OJ

u
KODETJUNSAKSl

Diiti OI«h ;
KKKN/ OIT T.U.A.
0'«?a%n rcmL«/M4Bj

• •-.

*) Dlbt Ocogtn ikJ>J. ;**;•& yiftt ikvi dlbt.a/ beteru kjdenyi yiitu :

' •'

PPh Pi 22 0112
PPh Ps 22 JmperJUidu ■ .0113
P PN > 0121

/

P P N Inipor . 0122
?Pn 8M 0123
PPn BM Imyuf 0124



Lampiran 9

DEPAATCMEN KEUANCAN ft.l.

OIAEKTORAT JENOEAAt PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTIPEMWDAHBUKUAN

No.: Pbk. / /WPJ /KP /19

LEMBAR 1
Uniuk Wiiib P^tk

Ptmlncfohbukuan dibkuktn bcrdattrkan* t:

P ̂  reniHilii>ii«ii wr

□
PerhiiiiityaK LhIiiIi B»vat Kaimia
Kepiiliitaii Krtiefatai>/8ai<iling

Nomor

I  I SKKPP

□
T#l

Dtfi

Nama

Alaniai

NPWP

Jeiiis Pajak
Mau/Tahun

STP/SKP/SKPT Namor

KapaOa

Nama

Alamat

NPWP

Jenit Pajak
Ateta/Tahun

STP/SKP/SKPT "I Nomor

Kmie .Janii Pajak ; I I I Tl

Koda /enit Seioian □

Kodc Jenii Pgjafc : I I I I I

Kodn Janis Ssioran

Berlaku ujak

Jurnlah pamindahbukuan

dengan huruf

:  Rp.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

NIP.

*) Bar! tanda X pada kotak yang leiiiai.
'I Corel yang ltdak peilii.

KPP0IPS.3.



Lampiran 10

llEPAr.TilZMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL I'AJAK

KANTOR PSLAYANAN PAJAK JAKARTA BARAT SATU

DAFTAR REKAP ex KK 26

Nontor:

Tahtin Angguran Biilan Ponilnikuun Tgl. KKJh :

No. Jen is Pujak Taliun
Pajak

Nomor
Kode

KPP .Scndiri

Lbr Kp

KPP Lain

Lbr Rp

Jumlah

Lbr Rp

10

Jumlah

Catalan : Tiap Jenis Pajak pada kolom 9 dan ID supayn dijuinlahkan.

Jakarta,. Jakarta,

Operator,
Jakarta,

Editor. Penyortir,

NIP. :

KP. FDIP 5.4

NIP. NIP.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA BARAT SATU

DAFTAR REKAP ex SPH TERIMA

No. :

Lampiran 11

Biilaii I'enibukuan

Mini^u kv

Tanggal

No.

Unit Jenis Pajak
Noiiior

KoJe

Taliun

Pajak

Pajak

Lembar Rp

Subtotal Jeiiis P;tjak

Lembar Rp

J u m la h

Operator, Kasubsl Rekoiiiiliasi,
Jakarta,

Petugas SPh,

NIP. NIP.

Catalan : — Bulan Pembukuan sama dengan bulan tanggal KK 26
— Jumlah kolom S sd 8 harus jsania dengan junilah

Minggu Ini Baku SPh Terima.

KP PDIP 5.5

NIP. :
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Lampiran 13

OEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT ̂ NDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT PENGANTAR SSP/Bukti Pbk

Nomor

Bulan Pambukuan : 19 . Untuk Seksi/Sub Seksi

No.

Urut
No. SHR Jenis Pajak Tahun

Pajak
Jumlah

Lembar

Jumlah Uang

(Rp)

1 2 3 4 5 6

•

•

Jumlah SPS in!

JuRilah s.d. SPS yang (alu

Jumlah s.d. SPS ini

Oitarlma tangsal
Oikirim kambali tanggal ..

dangan/tanpa perbaikan x)
SEKSI/SUB SEKSI

tanggal

Kasubsi Rekonsiliaii

NIP.

x) Corat yang tidak perlu, Perbaikan lihat di belakang lembar Ini.

KP KOIP 5.9



Lanipiran 14

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENOERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

SPS PENGURANG

Nomor

Bulan Pembukuan : 19 . Untuk Seksi/Sub Seksi:

No.

Urut

Jenis Pajak Tahun

Pajak

Jumlah

Lembar

Jumlah Uang

(Rp)

1 2 3 4 5

.

Jumlah SPS ini

Jumtah s.d. SPS yang lalu

Jumlah s.d. SPS ini

Oiterima tangga'

Oikirim kembali tansgal . . .

dengan/tanpa perbaikan x)
SEKSI/SUB SEKSI

.  . tanggal 19 .

Kasubsi Rekonsiliasi

NIP.

x) Coret yang tidak perlu. Perbaikan litiat dl belakang lembar ini.

NIP.

KP POIP 5.11
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Lampiran 16

OEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLOC INDONESU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PALMERAH

Lembar ke

BULAN PEMBUKUAN SURAT PENGHITUNGAN ( SPh )

ANTAR KPP

Nomor Urut

DARI KPP

lAVADTA DAIUBDdU

KEPADA KPP

Jenis Pajak Banyaknya SSP/Bukti PBk Jumlah Pajak(Rp)

•

-

J u m 1 a h

SSP/Bukti Pbk terlampir '

Diterima

KPP

tanggal

Kasi Penerimaan

KPP. Jakarta Palmerab

Kasi Penerimaan

NIP : NIP :

l/'D ttrMD C K



OEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK [NDONESIA
DIREKTORAT JENOERAL PAJ AK

KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA BARAT SATU

Lampiran 17

Nomor : S- /WPJ.05/KP.0I06/I9.
Hal : Penjetasan SSP atas nama :

Jakarta 19

K c p a d a

Yth.

Dengan ini diniinta penjelasan Sauclara alas Surat Sctoran Pajak (SSP) yang kami tcrima

Atas Nama

NPWP

Jenis Pajak/Kodo

Jenis Pembayaran/Kodc

Juinlah P^jak

Disetor Tanggal

Kantor Peneriina Pvmba-

yamn

Rp.

Penjelasan yang diperUikan dari Saudara, menyangkut

Jawahan Saudara sangat diperlukan agar Surat Setoran Pajak tersebul dapat ditataiisahakan dan
diperhitungkan sebagai peinbayaran pajak dengan bcnar.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

JAKARTA BARAT SATU.

NIP :

KP.PDIP5.27



Lampiran 18

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Data Untuk Pelaksanaan Pemindahbukuan

Nomor: DUPP/ (bulan) /19 ...

Pbk dilakukan berdasarkan

r~| SKKPP

Perhitu

Keberatan/Banding
j—j Perhitungan Lebih Bayar Karena Keputusan

□
Dari Nama WP

Alamat

N P W P

Jenis Pajak

Masa/Tahun *)
STP/SKP/SKPT *) No.

Tanggal

Kode Jenis Pajak

. Kode Jenis Setoran □

Ke Nama WP

Alamat

N P W P

Jenis Pajak
M»sa/Tahun *)
STP/SKP/SKPT •) No.

Tanggal

Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran □

Jumlah Pembayaran

(

Hp.

Berlaku Sejak Tanggal

Kepala Seksi Penerimaan

•) Coret Yang Tidak Perlu. NIP.

Ko pnip c; OQ



Lampiran 19

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA DARATSATU

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR ;

TENTANC

PENCEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NIUl/PAJAK
PENIUAIAN ATAS BARANC MEWAH KEPADA

MEMBACA

MENIMBANC

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

«. Stint Pcraiolionan

langgtl — Nomor
mengcnai pengcmbalian kclebiliaa pembayaran pajak;

b. SKKPP Pajak Pettambalian Nilai/Pajak Penjualan alaa Bacang Mewah Man/
Tahun Pajak atas nama

e

a. Dahwa Pajak Perlambalun Nilai/Pajak Penjualan ataa Banng Mcwah Man/
Tahun Pajak yang diminia pcngemballannya tclali ditelor
dl Kantor Kaa Ncgan maupun telali dipolong/dipungut oleh pemungut
pajak.

b. Dahwa Mtelali ditciili lernyata icrdapat kelebihan pembayaran Pajak Per-
tambaliau Nilai/Pajak Penjualan atas Banng Mewah Mau/Tahun Pajak

scbesar Rp (dengan huiu/

MENGINCAT

MENETAPKAN

)
c. Daliwa tldak lecdapat hutang pajak yang belum dilunasi. lehingga kelebihan

pcmbayann terscbul dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan.
1. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 lentaog Ketentuan Unium dan Tata Can

Perpajakan;
2. Pasd 9 ayal (4) jo Pasal 16 Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tenlang Pajak

Peitambahan NUai Banng dan Jan dan Pajak Penjualan alas Banng Mewah;
3. SunI Keputunn Menteri Keuangan Nomor 61 S/KMK.OO/1989 tentang Tata

Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan NUai dan
atau Pajak Penjualan Atas Banng Mewah;

4. Sunt Keputunn Menteri Keuangan Nomor 780/KMK.04/199i tentang Tata
Can Penerbitan SKKPP, Perhltungan dan Pengembalian Kelebihan Pemba
yaran Pajak PengliasUan;

5. Sunt Keputunn Menteri Keuangan Nomor 112I/KMK.04/199I tentang
Tata Can Pengembalian Pembayaran Pajak Melalui Bank;

6. Sucat Edaran Betsania Direktur Jenderal Pajak No.SE-l032/PJ/l991 dan
Direktur Jcndent Anggaran No.SE-140/A/51/1991 tentang Petunjuk Pe-
lakunaan Teknls Keputunn Menteri Keuangan No. 1I21/KMK.04/I991
tentang Tata Can Pembayann Kembali KelebOian Pembayann Pajak me
lalui Dank;

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANC PENCEMBAUAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PEN-
JUAUN ATAS BARANC MEWAH MASA/TAHUN PAJAK

KEPADA

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

NOMOR PENCUKUIIAN
□ cm -cm □ cm

I'asal

Kepada diberikan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Pertambalian Nilai/Pajak Penjualan atas Banng
Mewali Masa/Tahun Pajak sebesar Rp
(dengan humf
•  )

Pasal 2
Pengembalian kelebUian pembayaran Pajak Pertambahan NUai/Pajak Penjualan
atas Darang Mewah tersebut dilakukan oleh Dank

Sunt Keputusan Inl disampaUcan kepada :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ditetapkan di
Pada tanggal

JAKARTA

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

JAKARTA BARAT SATU,
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MENTERI KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLtK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar 2

Uniuk DANK Pembayar (seielali dibayarkan/
dipiiidahbukukan kcinball ke KPP)

SURAT PERINTAil MEMOAYAK RELEOIHAN PAJAK
(SI'MKP)

Nomor:

Taliun Anggaran : 19 .... / 19.... No. Unit SKPKPP:.

MEMERINTAHKAN KEPADA

Dank di

untuk membayar kembali/nieinindahbukukan KELEDIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
Taliun kepada:

Nama Wajib Pajak

A t a ni a t

NPWP U I I I I I I I I U I I I I

Pentegang Rekening Dank:

Nomor Rekening :

Sejunilali : Rp

(

Bias beban Rekening Kas Negara A / Bendaharawnn Uniuin KPKN di:
pada Mala Anggaran Pcngeluaran (MAK):

...igl..

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA

NIP.

DIDAVAR/DIPINDAHBUKUKAN

—. Ifil '
BANK.

Nota Debet No.:..

Tgl.:.

DITERIMA WAJIB PAJAK

is'
PENERIMA
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CARA PEUBAYAnAN (CP)
• PemUyaran amuka 1
• Sis'" kaier ol cicdii 2
• Usanca Letla; ol credll 7

PEMBERITAHUAN EKSPOR 8ARANQ (PEB)

• Waselinkaso 3

• Pertiiiungan kairudlan 4

Hataman 1 darl

- Konalnyasi i
■ Lainnya -9

C.P.

1. No.Tsl.PraLPS:

2- No.Tgl.SPWSM:

3. No. Tgl. ET/ParutuiuaA;

5. NPWP:

6. Nama, Alamal Eksponu;

7. a. Status ParusaAaan:
Koparasi (tJ/BUMN (2yPMDN (3)
PMA (ayPaius micas (Sypar -
onngan (6)/1.ainnya <9)

b. Piodliksi: Saodit bukan

0. Nama (nslansi Panarbll i|in UsaAa

14. NamaalatPansangkut.No.Voy'ns'O-Bandara

15. Asan Play/PanarC:
16. Tgl. Kabaranfikaian Kapal:

10. No. Lie, Tgl, baiakNr Lie, Bank Pambuka. Tgl Pangap. tamWW:

DIISI OLSH PSJA6AT BANK
4. No. Tgl.:

BaNt

9. Nama Alamat. Nagara. Pambail

10. No. SiU

11. Palabuhan Mual:

12. Palabuhan Tujuan:
13. Nagara Tufuan:

17. Cara Panjualan
Coutnar Trade (1)
Pardagangan Blasa (2)

19. ValulaiFOB Anglaitan Aaa

20, MarakKamaaan 21. PadKamas:

22. PoiTanf;
23. Uralan Barang i

24. Marak:

25. Typa:
26. Kualtas:

27. Jania Saluan Barang

20. Jumiah Satuan Barang

29. Janls Kamasan

30. Jiimiah Kamasan

31. earalKolor(Kg)

32. Baral Barsdi (Kg)

33. M.T.FOB

34. Blaya angkutan

35. Blaya AsuransI

Sin:

36. Harga Palokan barang pada langgal pandallaran bank (4)

37. *US5 PE . I "

30. Rp. PE

HP:.

%a;sspet

Rp. PET

39. No..TsL.Kap.Man.Kau.;
40. Oangan Inl saya manyatakan bananggung jawab alas kaba-

naran hal-hal yang dtbadtahukan dalam PEB ka.

-  Tgl
Ekspodlr.

41.

42.

No.. Tgl. Danar-2:
Tgl. Paraaaitiian mual:

43. .Tgl.
Paiabat Kanggar Baa dan Ctkal.

44. a.ai.{iyAWB(2)'lainnyaP)
b. VoUana:

e. Pambaritahuon raakaasl olah Ekspoidr
45. a. Jiarkan Wasal atau dokisnani pembayaran

lain FOB (iyCaF(2yCIF(3)
b. Tgl. Pamballan;

46. igL pangoparan wasal/parhiijigan bank:
a. Kuts Vakna asal ka US dolar:

b. Kurs Valuta asal ka Ruplah :

47. Jatiii lampo arasakpambay. 6ai}ar>ska

No. Tgl.:

40 -..Tgl.
Paiabat Bank,

Bank Iniemaslonal Indonasia

SK. MankmiNo.: 1012/KMK.0Ci'1991 Tgl. 26-9-1991
lanAar 1 untuk: Bank Davlsa

Lsmbar ke-1 Unluk bank Devisa Folo Copy Unluk BAPEKSTA,
Dil. Jen. Moneiet Kanior Inspeksi Oil. Jen. Bea dan Cukal
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3 No.. re». N*9*rj IftP ;

1 ̂  Banya*

a T

9 N«mo. AliflUt MtpOfW

PEMBERITAHUAN IMPOR UNTUK DIPAKAI

t<l Nam*. AImiuI. N«g«r« P*m«MA

NO., iCRtS

10 No-. Tgl ln«oc«

W No.. Tqi SLiAWS

34 N«na Aim ponoMi^t. No Vov'^^t.

25 Aoha

30 fgi r«o

M MmM AOh

34 PmTmA

35 BM

30 PPN .

41

40 UfMO BMw«g

43 Mgtok

40 r«4

49 KM4fcl«»

50 *e*Uwi

51 UW4A

36 OMI

35 PPnOU

33 CUKAl

40 W*

04. PwnorAtiA (Rpl tAi>»

00 BM

01 BMT

03 Cuiiu -

.63 PPN •

04 PPoBM

05 fPit

64 rCFAA

■j NO . fill i-cuU

0

7 J*r.»

0 KM<tOi OjOC

13 Nmaa •

10 M...

'1 At#!

23 L4Aip«*nP[U0 M. M/ Ku. OL A*a. 00 UP!

17 Nu nj r.Aid H Aet

7H Nu Po«

39 Tflt P1>N«0 >«A«« 12

31 CantAAH

32 VMwW

42 JtWWi «0«

43 2umi«n Anit

44 Bioto

45 N«uo

52 »*a

53 U« S4tu«'>

54 irm

55 nTFca

56 Frr^t

0' Aswi.in«

50 Pjiv#»»

59

00 UNfUXOC 60 IPirOA PIWMRllAtw

CNW04»» •• OTVMMUkMI OMWAQOuna M4»
A4MkM >«ng d««iuniiMA *lM«m PtUO ^

PiMafHilAiAJ

70 UNlu< OANC

rClAH CUIAVAM

JtN PiNEAlMAAN Fto SS0C/33P rci ssbcjSSP

pfru3A$ f AhOA fANGAN

SK.MCNKEUNa.7mMKXtSnM0 TANGGAL 3JANUAfUlM0 Urnter ho-i ttttuk Ptnge^tn Ommiq
Foio Copy wniiA BPS/SI B46 Djta-PiMT»e>.Hi«'»h..
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lembcake-2:

LAMPIRAN : I
KEPtmJSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-S3/PJ/I994
TANGGAL 29Deseinber IW4

Unluk PKP yang meneibitkon Faklui Potfcdc
SlandoT sebogcd buktl Pajak Keluattm

No. Foktur Penjuolan/
Konttok/Oider"); FAKTUR PAJAX

S T A N D A R Nomor Setl;

PENGUSAHA KENA PAJAK-

Nama

Alomnot

NPWP

No. Pengukuhon PKP

□ nxi cm □ cm
No. Tonggcd:

Tcmggcd Penyeiahan/Pemboycnan *):

PEMBEU BKP/PENERIMA JKP

Nama

Alamat

NPWP □ cm cm □ cm
No.
Unjt

Nama Borang Kena Poiak/
JasaKenoPoiak Kuontum

HargaSatuan

(Rp.)

Haiga Juoi/PengganK-
an/Uong Muka/Tetmi|n

(Rp)

Jumlah Kaiga Jual/Penggantian/Uang Muka/Teimljn')
Oikuiangi potongon haiga

Dikuiangt uang muka yang telah diteiima

Oasai Pengenaan Pajak

PPN - 10% X Dasar Pengenaan Pojak

TARIF DPP PPnBM

% Rp rd
% Rp. Rp
% Rp Rd
% Rp. Rp

TOTAL Rp-

19

<  )
Nama

Jabatan

*) Cbtet yang tfdak perlu
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FORMULIR P

niisi ni FH PETUGAS

NOMOR

TANGGAL ;

Koinor

Lampiran
Perihal

Lembor

Pennohonan Peiigembalian
PPN dan atau Ppli DM

Yth.

Kepada

di ■

Jakarta

Yang berlanda tongan di bawalt ini, kami pimpinon dari:

. Telex. Fac.

Noma Penisaltoan :
N.P.W.P. :

A1 a in a t :

Telcpon :

dalam kedMHuknn sebagai dewgn" ">> mengajukon permohonan
pengcrabalian Pajak Pertambalian Nilai (PPN) dan Pajak Prajualan Atas Barang Mewah
(Ppn BM) sebagaimaiia diinaksud dalam Kcputusan Menteri Keuangan Nomor, 310/
KMK.01/1988 tanggal 29 Pebniari 1988, sebcsar: Rp

^

Bersama ini kami lampirkan pula dokumennlokumen pendukung sebagai bcrikut:
1. Surat Songgup Bayar (Fonnulis SSB),
2. Bukli ekspor barang (bagi yang lelah diekspor) benipa PEB dam B/L;
3. FonnuIirPP (bagi yang akanmengckspor>,
4. Laporanketerkaitan(FonnulirPl)
5. SuratPeinyataanakanmengekspordan
6. Bukti asli pembayaran PPN dan Ppn BM; Faktur Pajak atau SSP/STS.

Bilainana pennohonan kami disetnjui, agar nilai tersebut dipindah bukukan ke
rekening kami nomor
nama b^
aloinat bank

Alas pemohon tersebut kami belum pcmah mendapat Fasililas Pembebasan/Pengemba-
lion dari Pemerintali.

ber-

Icbih, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketcntuan yang berlaku.

Dibuat di

Pemohon,

Nama

Jabatan

Meteiai

Rp. 1.000,-
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FORMULIR PI

DltSl OLEH PRTTir.AS

NOMOR

TANGGAL :

Nonior

Lainpimn
Perilial

lembar

Laporon Keterkaitan.
Yth.

di •

Kepada

Jakarta

Mctttcnulii Surat Keputusan Menteri Ketiangan Nomor KM- /PB.13/19...
tanggal dciigan Register Nomor:
tanggal; bersania in! kanii sampaikan Laporan Keterkaitan
antara barang ekspor dcngan pemakaian barang dan bahan yang telaii mendapatkan
pembayaran pendahuluan alas peluiiasan Pajak Fcrtambolian Nilai (Pn4) dan Pajak Pen-
juaian Atas Barang Mewah (Ppn BM) sebagaimaiu tercantum pada formulir PI A ter-
lampir.

Apabila keterangan tersebut temyata tidak benar, maka kami sanggup mengem-
balikon atas kelebilian penerimoan PPN dan PpnBM yang telah kami terima berikut
dcttda danbunga scsuai dcngan kctentuan yang berlaku.

Dibuat di tanggal..

P e m 0 h o n.

Meterai

Rp. 1.000,

Tanda Tangan
Kama

Jabatan

Nama Petusahoan

N.P.W.P.

Alamat

Telepon



SURAT SANGCUP BAYAR
(PROMESSORY NOTE)
NOMOR ;

Yang bcrtandatangan di bawah ini
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1. Nama

Jabatan

2. Nama

Jabatan

bertindak atas

Nama Pcnisahaan

RP.W.P.

Alamat

dengan ini meneibitkan Surat Sanggup Bayar (SSB) sebesar ;
Rp ( .

) sebagai jaminan atas fasilitas yang kaira ten-
ma dari

Atas pcncrimaan fasilitas seniaii terscbut dialas akan kami bnkukan sd>agai
penerimaan kas pentsahaan.

Apabila temyaia fasilitas tcrsebut tldak sehanisnya kami tcnma soagaimana
di atur dalam ketentuan yang berlaku atau berlebih, maka kami sanggup membayar seka-
ligus sesuai lagihan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari)
keija scjak ditcrbitkan surat tagilian terscbut

Apabila tagihan terscbut tidak dapat kami penuhi, dengan ini kami memben
kuasa pcnuh kepada untuk membekukan saldo rekenihg koran pada bank lekanan
kami.

Demikian Surat Sanggup Bayar ilu kami buat dalam keadaan sadar dengan
scbenarnya.

Dibuat di.

Tanda tangan
Nama

Jabatan

.Tgl
Pemohon,

Meterai

Rp. 1000,-
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DIISI OLEH PEMOHON 
DAN BAHAN YANG DIPAKAI

keterkaitan antarabarang eksfor
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.
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•;i;ffiELWBARANO PAN BAHAN YAHO DIPAKAI
Jinl.PPN/PPnBMPPN

(
R
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N
o
.
 Tgl.

Faktur/SSP/
J
u
m
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Uraian Barang/
C
C
C
N
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n

J
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Uraian Barang
C
C
C
N

N
O
.
 &
 T
G
L
.

P
E
B

T
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n
d
a
T
a
n
g
a
n

NamaPembuat 
TandaTangan

NamaPemctiksa

CoTCt yang tidak pcrlu
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RENCANA PRODUKSI, EKSPOR DAN REAUSASI PE^ELIAN BARANO YANG DIPAKAI
PERIODE FAKTUR

PEMBELIAN BARANG DAN BAHAN YANG DIPAKAI
R
E
N
C
A
N
A
 P
R
O
D
U
K
S
I

R
E
N
C
A
N
A

N
o
.

No.Tgl.
Jumlah P

P
N
/

J
u
m
l
a
h

S
a
t
u
a
n

U
r
a
i
a
n
 B
a
r
a
n
g

Faktur/
Ppn. B

M
S
S
P
/
S
T
S

S
a
t
u
a
n

J
Uraian/Jcnis/
N
a
m
a
 B
a
r
a
n
g

u
m
l
a
h

B
a
r
a
n
g

J
u
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a
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B
a
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Ekspor
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a
r
a
n
g

D
.
N
.
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a
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a
m
a
 Pcmeriksa
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FORMULIR: PP

SURAT PERNYATAAN SANCGUP EKSPOR

Yang bcitandatangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

Nama Perusahaan

N.P.W.P.

Alamat

dengan ini menyatakan senaggup mengekspor barang yang terbuat dari barang dan bahan
yangdi^jukanpembayaran pendahuluan alas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penjualan alas Barang Mc\vah (Ppn BM) sesuai dengan surat pennohonan
kami Nomor; langgal

Ekspor lersebut akan kami laksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahunsejak
diterimanya pembayaran pendahuluan lersebut sesuai dengan rencana produksi dan
dcspor scpcrli lercantum pada Formulir PPl terlaropir. Sebagai bukti pelaksanaan
ekspor, seliap 6 (enam) bulan sekali kami akan menyampaikan Laporan Keterkaitan
dengan Formulir PI.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenamya.

Dibuat di. Tgl....
P e m 0 h 0 n,

Meterai

Rp. lOOO,-

Tanda tangan
Nama

Jabatan
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SURAT PERNYATAAN PIMPINAN PROYEK
UNTUK PERMOHONAN FASILITASIMPOR

Nomor:

Yangbertandatangandibawahini :

Nama : -
Jabatan : PimpinanProyek

Lokasi ■

dengaifSSSln bahwa torang peraiatan iiiiiik konti^tor;
)4PVVP

Nama Petusahaan :

Jiial Beli Nomor
tanggal

Demilcian pernyataan ini dibuat
jawab.

Dibual di •'^8'
Pimpinan Proyek,

Nama Jelas
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FORMULIR K

nTI<;i f)I,EH PETUGAS

NOMOR

TANCGAL :

Noinor

Lampiran
Perilial

Lembor

Pennohonon Pciigciubaliaii
PPN dan aiau Pph BM

Ylh.

Kepada

di •

Jaitnrta

Yang bertosda tangon di ba\vah ini, kaini pimpinon dori:
Nonu Perusaluuui

N.P.W.P.

A 1 a m a t

Telepou . Telex. Fac.

datam kedudukan sebagai dengan ini mcngajukan pemiohonan
pengeinbalian Pajak Pertanibaluui Nilai (PPN) don Pajok Penjualan Alas Borang Mewah
(Ppii BM) sebagaiiiiaiui diinoksud dalau) Kepulusan Mcnleri Keuangon Nomor, 310/
KMK.01/1988 tanggal 29 Pebmari 1988, sebesarrRp

(  )

Bersama uii kami lampirkon pulo dokumen-dokuineii pendukung sebagai berikut:
]. SuintSanggupBayar(FonnulisSSB);
2. Surat PempuanPiiupuian Proyek;
3. Bukli penyerafum bonuig ke Proyek (Bcrila Acont Serali Terima Barang);
4. Laponmke(erkaiian(FoniiutirIO)
5. Asli Faktur Pajak atau bukti osli laiiuiya.

Bilamana pennohonan kaini disclujui moka kaini lidak akan mcngajukan pennn-
hoDOii serupa kepada iiuluitsi biiinya dan uiolion agor nilai tcrsebui dipindah bukukan
ke rekeiiing kaiiii nomor;
nomn bank :

aloniat bank :

Apabila dikemudian liari teniyala lerbukti juinlali yang komi mohon di atas ber-
lebih, konii berscdia meneriina sanksi sesuai dengan Kepulusan Menteri Keuangan Nn-
mor. KMKOl/1983 langgal Jainuri 1988

Dibuat di.

Pemohon,

Meteroi

Rp. l.OOO,

Tanda Tangon :.
Noma :

Jabatan :.


